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Dinamika hubungan keuangan pusat dan daerah yang juga 

dipengaruhi oleh perubahan kondisi global maupun dinamika 

politik perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat 

karena sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan yang langsung berdam

pak pada penyelenggaraan layanan publik oleh Daerah. Oleh karenanya, 

perbaikan kebijakan yang didasarkan pada hasil kajian yang sifatnya netral, 

jujur, dan ilmiah harus dilakukan secara terus menerus. 

	 Dalam rangka melakukan perbaikan kebijakan yang berbasis penelitian 

atau research based policy, maka Kementerian Keuangan telah menjalin 

kerjasama dengan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi 

Fiskal (TADF). TADF beranggotakan para akademisi dari berbagai universitas 

terkemuka di Indonesia dan para pakar di bidang desentralisasi fiskal dan 

otonomi daerah. Pada tahun 2013, TADF telah melakukan empat buah pene

litian dan menghasilkan 7 (tujuh) buah policy brief dan 1 (satu) buah policy 

note. 

	 Salah satu hasil penelitian tersebut adalah “Evaluasi Regulasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas 

Belanja Daerah”. Penelitian ini pada dasarnya berusaha untuk mengevaluasi 

permasalahan kualitas belanja di daerah yang ditinjau dari berbagai aspek 

Kata Pengantar 
Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan
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regulasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisisnya tim 

peneliti telah berhasil membuat definisi belanja berkualitas, kemudian analisis 

dilanjutkan dengan mengevaluasi berbagai regulasi pengelolaan keuangan 

daerah yang berpengaruh terhadap belanja yang berkualitas tersebut. 

	 Rekomendasi penelitian ini antara lain, perlu dilakukannya perubahan 

konsep pembinaan pengelolaan keuangan daerah utamanya dengan lebih 

mengedepankan upaya untuk memperbaiki indikator-indikator belanja ber

kualitas, selain itu pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan meng

ambil inisiatif untuk memperbaiki berbagai regulasi pengelolaan keuangan 

daerah yang ternyata telah mendistorsi keleluasaan pemerintah daerah 

dalam mengoptimalkan kualitas belanja di daerah. 

	 Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini dan juga kepada Australia 

Indonesia Partnership for Decentralization yang telah mendukung terlak

sananya rangkaian kegiatan TADF 2013. Kami berharap bahwa hasil penelitian 

ini bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak terkait lainnya dalam 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih 

baik di Indonesia.

Direktur Jenderal,

Boediarso Teguh Widodo
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Ringkasan Eksekutif

K ebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin masif 

diimplementasikan di Indonesia. Dalam mendukung kebijakan terse

but, pemerintah telah menetapkan regulasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (PKD) yang cukup komprehensif, mulai dari level undang-undang 

(UU), peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan teknis berupa peraturan 

menteri (permen). Namun demikian, seringkali ditemukan permasalahan 

peraturan perundangan, yang dalam pelaksanaannya menghambat realisasi 

belanja pemerintah daerah. Disamping itu, semakin menguat tuntutan publik 

agar belanja daerah semakin berkualitas, sedangkan pemahaman mengenai 

belanja berkualitas itu sendiri masih belum sama. Penelitian ini bertujuan 

untuk: 1) mengkaji definisi belanja berkualitas secara komprehensif; 2) meng

kaji regulasi PKD yang ada dan mengidentifikasi regulasi mana yang mem

pengaruhi kualitas belanja. Dalam kajian ini termasuk mengevaluasi apakah 

prosedur yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut saling mendukung, 

saling tumpang tindih, menghambat atau justru menimbulkan ketidakjelasan 

dalam mengatur belanja di daerah, dan 3) menemukan solusi dan upaya 

yang harus dilakukan agar regulasi-regulasi pengelolaan keuangan daerah 

bisa memberikan dampak yang baik bagi belanja berkualitas di daerah.

	 Penelitian tentang evaluasi regulasi pengelolaan keuangan daerah terha

dap kualitas belanja di Indonesia masih sangat jarang dilakukan. Penelitian 



Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya . . .xvi

ini dibatasi pada aspek perencanaan dan penganggaran dalam siklus pe

ngelolaan keuangan daerah. PP No. 58 Tahun 2005 memuat 19 (sembilan 

belas) aspek PKD dimana penelitian ini hanya mengkaji aspek perencanaan 

penganggaran daerah. Data penelitian terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan metode survey dari res

ponden yang berasal dari 8 (delapan) daerah sampel mewakili karakteristik 

daerah dengan perencanaan dan penganggaran (baik dan buruk) dan kualitas 

pelayanan (baik dan buruk). Responden penelitian terdiri dari Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD), Dinas Pendidikan termasuk kepala sekolah SD dan SMP, serta 

Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran DPRD.

	 Berdasarkan review regulasi belanja berkualitas dan PKD, secara normatif 

atribut belanja berkualitas telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 PP No. 58 

Tahun 2005 yang berbunyi “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

dan manfaat untuk masyarakat”. Ketentuan ini menjadi amanat UU No. 32 

Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Bila dirunut kebelakang, norma ini 

serupa dengan azas keuangan negara seperti diatur dalam UU No. 17 Tahun 

2003.

	 Isu belanja berkualitas terus berkembang menjadi wacana publik 

sehingga teridentifikasi 12 indikator terkait belanja berkualitas, yaitu: 1) 

Ketepatan waktu penetapan APBD; 2) Realisasi belanja sesuai jadwal rencana; 

3) Realisasi pendapatan sesuai jadwal rencana; 4) Disiplin terhadap program 

prioritas Pemda; 5) Opini BPK atas laporan keuangan Pemda dan; 6) Per

tanggungjawabannya serta; 7) Transparansinya; 8) Alokasi belanja modal 

yang meningkat; 9) Belanja subsidi yang tepat sasaran dan efisien; 10) Porsi 

belanja pegawai < 50%; 11) Belanja yang ekonomis (efisien), dan 12) Belanja 

yang efektif. Kedua belas indikator tersebut (measured variable) dapat 

dikelompokkan dalam lima atribut (latent variable) belanja berkualitas, yaitu: 

1) prioritas belanja; 2) ketepatan alokasi belanja; 3) ketepatan waktu; 4) 

transparansi dan akuntabilitas; 5) efektivitas dan efisiensi belanja. Atribut 

dan indikator tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam 

membentuk belanja berkualitas seperti terlihat di Gambar 1.
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	 Gambar 1. Keterkaitan antara Atribut dan Indikator Belanja Berkualitas

	 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi belanja berkualitas 

adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan 

daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan 

dan akuntabel.

	 PP No. 58 Tahun 2005 menjabarkan aspek-aspek penting perencanaan 

dan penganggaran PKD, terdapat empat aspek yang terkait dengan masalah 

penelitian yaitu: 1) Jabatan PKD (variabel: Strukur, Tupoksi, Jenis, Mekanisme 

Kerja, dam Kapasitas SDM); 2) Struktur APBD (variabel pendapatan, belanja 

dan pembiayaan); 3) Penyusunan rencana (variabel: Penyusunan RKPD, KUA-

PPAS, RKA-SKPD); 4) Penyusunan dan penetapan APBD (variabel: Penyiapan 

RAPBD, Pembahasan RAPBD, Evaluasi RAPBD, Penjabaran APBD). Aspek terse

but menjadi fokus kajian ini ditambah dengan satu aspek lainnya (variabel: 

Pelaksanaan APBD, Penatausahaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, 

Kebijakan Dana Transfer). Aspek-aspek tersebut diduga mempengaruhi be

lanja berkualitas di daerah.

	 Berdasarkan evaluasi peserta FGD terhadap atribut belanja berkualitas, 

diperoleh hasil bahwa sebanyak 6,98% peserta FGD menganggap pemda 

tidak disiplin terhadap prioritas. Ketidak disiplinan ini terutama karena gang

gunan faktor politik dalam pembahasan anggaran. Terhadap atribut kete
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patan alokasi, 34,88% responden menyatakan sulit memenuhi alokasi belanja 

pegawai dibawah 50%, mengingat masih besarnya jumlah pegawai daerah 

terutama guru. Terdapat 11,25% responden berpendapat bahwa alokasi sub

sidi, hibah dan bansos belum tepat sasaran karena banyak dikaitkan dengan 

kepentingan elit politik baik di eksekutif maupun legislatif, dan 32,56% ber

pendapat bahwa alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan mengingat 

kondisi dan prioritas daerah berbeda-beda. Pada atribut ketepatan waktu, 

15,11% responden berpendapat daerah tidak tepat waktu dalam penetapan 

APBD, 16,28% tidak tepat waktu dalam realisasi belanja, dan 9,31% dalam 

realisasi pendapatan. Masalah ketidaktepatan waktu ini erat kaitannya de

ngan lamanya proses pembahasan anggaran, juklak/juknis yang terlambat 

atau sering berubah dan keterlambatan informasi tentang pendapatan dae

rah. Pada atribut transparansi dan akuntabilitas, 10,47% responden berpen

dapat bahwa belanja di daerahnya belum berkualitas. Jika dinilai berdasarkan 

opini BPK, 9,52% masih meragukan aspek pertanggungjawaban, dan 6,98% 

menganggap informasi anggaran tidak dapat diakses publik. Sedangkan dari 

atribut efektivitas dan transparansi anggaran, hanya 3,57% dan 4,82% 

menganggap belanja belum dilakukan secara ekonomis/efisien dan efektif. 

Meskipun begitu, tidak berarti belanja daerah telah efektif dan efisien. Ter

ungkap banyak kasus seperti “pasar keliru” dan “jembatan Abunawas” yang 

menunjukkan fakta sebaliknya. Adapun evaluasi terhadap regulasi PKD khu

susnya dalam aspek perencanaan anggaran, terungkap banyak masalah yang 

menyebabkan belanja daerah tidak berkualitas. Masalah-masalah regulasi 

tersebut dikelompokkan menjadi lima tema masalah: 1) Dokumen perenca

naan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS dan APBD); 2) Hibah dan bantuan 

sosial; 3) Pembagian urusan (kewenangan) dengan regulasi pencapaian Stan

dar Pelayanan Minimal (SPM); 4) Pendanaan pendidikan, dan 5) Pelaporan 

pemerintah daerah. 

	 Masalah pertama terkait dengan mekanisme pembahasan anggaran 

yang panjang dan mendistorsi rencana prioritas RKPD. Mekanisme saat ini 

(PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 34, 35 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pa

sal 83, 87, 88) terlihat dalam Gambar 2.a. sedangkan mekanisme perbaikan 

diusulkan seperti terlihat dalam Gambar 2.b. Penyederhanaan mekanisme 

penyusunan anggaran dalam dua tahap, yakni tahap I dan tahap II. Tahap I 
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merupakan domain eksekutif untuk memudahkan pemda menjabarkan prio

ritas RKPD ke RKA-SKPD, sedangkan tahap II merupakan domain legislatif, 

pembahasan RKUA, RPPAS dan RAPBD untuk memudahkan DPRD memahami 

secara utuh logika yang dibangun dari perencanaan ke anggaran. Solusi 

pragmatis ini tanpa mengabaikan filosofi pembahasan anggaran di DPRD 

dari yang umum (RKUA dan RPPAS) ke khusus (RAPBD).

	 Masalah kedua timbul karena ada perbedaan pemahaman dalam peng

aturan pendanaan/pembiayaan pendidikan antara regulasi pembagian urus

an (PP No. 38 Tahun 2007 Lampiran A. Pembagian urusan bidang pendidikan) 

dengan regulasi wajib belajar dan pendanaan pendidikan (PP No. 47 Tahun 

2008 Pasal 4 dan PP No. 48 Tahun 2008 Pasal 21). Akibatnya kabupaten/kota 

mengalami kesulitan dalam melaksanakan program wajib belajar dan meme

nuhi SPM terutama karena keterbatasan anggaran. Disisi lain, provinsi me

miliki anggaran pendidikan berlebih namun tidak dapat membantu kabu

paten/kota karena kendala regulasi kewenangan. Upaya perbaikan dalam 

jangka pendek, perlu dilakukan penyamaan persepsi bahwa tanggung jawab 

pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama sesuai regulasi PP 

No. 48 Tahun 2008.

RKPD 

RKUA 

RKA-SKPD 

RPPAS 

RAPBD 

APBD 

Domain eksekutif 

Domain legislatif 

RKPD

RKUA RPPAS

APBD

RKA-SKPD

RAPBD

Domain eksekutif

Domain legislatif

	 A.   Mekanisme Saat Ini	 B.   Mekanisme Alternatif

Gambar 2. Mekanisme Pembahasan Anggaran

	 Skema pendanaan pendidikan untuk wajib belajar dan pencapaian SPM 

seperti ditunjukan dalam Gambar 3. 
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UU 20/2003 

PP 48/2008 

Pendanaan Wajib Belajar 

Pusat Prov Kab/Kota 

PP 47/2008 

SMP 
SD 

BOS 
BOSDA, 

Beasiswa (mis: KJP), 
Bankeu, 

Pend.bersubsidi penuh 

Prog. 
Wajar 

BTL BTL BL 

SMU/K 

SU 

BTL = Belanja Tidak Langsung (mis : hibah, bansos, atau bankeu  ; BL = Belanja Langsung 

	 A.  Pendanaan Wajib Belajar	             B.  Pendanaan Pencapaian SPM

Gambar 3. Pendanaan Wajib Belar dan Pencapaian SPM

	 Permasalahan berikutnya terkait penganggaran hibah dan bansos. 

Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1, 14, 15 dan 16 yang mengatur defi

nisi, mekanisme penganggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber 

dari APBD. Saat ini hibah dan bansos kerap disalahgunakan antara lain untuk 

kepentingan elit politik baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh sebab itu 

ada yang menyebut pos anggaran ini sebagai pos anggaran “keranjang sam

pah”. Perencanaan penganggaran hibah dan bansos dinilai tidak transparan, 

kurang ketat dan tidak akuntabel. Perbaikan mekanisme penganggaran hibah 

dan bansos agar lebih trasparan dan akuntabel misalnya dengan membuat 

pengumuman kepada publik mengenai usulan hibah dan bansos yang akan 

diajukan untuk dianggarkan melalui APBD. Disamping itu perlu dilakukan 

pengetatan regulasi bansos berdasarkan karakteristik resiko sosial seperti 

disajikan Gambar 4.a. Adapun masalah mekanisme pelaporan pemda perlu 

dilakukan penyederhanaan dengan mengintegrasikan sistem pelaporan se

hingga memudahkan penyediakaan laporan bagi stakeholders dan umpan 

balik dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Mekanisme ini gambar

kan dalam Gambar 4.b. Sedangkan upaya dalam jangka panjang, PP No. 48 

Tahun 2008 pasal 21 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan prinsip money 

follow function, dimana pendanaan pendidikan dasar dilakukan melalui 

mekanisme dana transfer ke daerah.
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	 A.  Penganggaran Bansos	  B.Integrasi Sistem Pelaporan Pemda

Gambar 4. Mekanisme Penganggaran Bansos  

dan Integrasi Sistem Pelaporan Pemda

	 Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian ini adalah sebagai berikut. 

1)	 Belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prio

ritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, 

tepat waktu, transparan dan akuntabel; 

2)	 Regulasi yang menghambat terwujudnya belanja berkualitas daerah 

adalah: 

a.	 Regulasi mengenai mekanisme dokumen perencanaan dan peng

anggaran yaitu PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 34 dan 35 yang dijabar

kan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 83, 87 dan 88, menyebabkan mekanisme 

pembahasan APBD menjadi panjang dan pemda sulit menjaga kon

sistensi rencana prioritas daerah, pengelolaa keuangan menjadi 

tidak tepat waktu baik dalam penetapan APBD, realisasi pendapatan 

maupun realisasi belanja. Masalah regulasi ini juga mengganggu 

ketepatan alokasi belanja; 

b.	 Regulasi pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota yaitu PP No. 38 Tahun 2007 Lampiran A. Pem

bagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tidak sinkron de

ngan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 4 dan PP 
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No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 21. Masa

lah ketidaksinkronan ini menyebabkan belanja daerah tidak dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif sesuai ketepatan alokasi dan 

prioritas pendidikan; 

c.	 Regulasi SPM Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendiknas 

No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/

Kota Juncto Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Pasal 2, Permendiknas 

ini tidak sinkron dengan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Masalah 

regulasi ini menganggu disiplin prioritas belanja, ketepatan alokasi 

serta tidak efisien dan efektifnya belanja daerah. 

d.	 Regulasi tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari APBD yakni Permendagri No. 32 Tahun 2011 

Pasal 1 poin 14,15 dan 16; Penganggaran hibah: Pasal 8, 9, 10 dan 

11; dan Penganggaran Bansos: Pasal 27, 28, 29 dan 30, menyebabkan 

penganggaran hibah dan bansos mudah disalahgunakan dan 

belanja daerah menjadi tidak akuntabel dan tidak transparan. 

e.	 Belum adanya regulasi yang mengintegrasikan sistem pelaporan 

pemerintah daerah yang mengganggu akuntabilitas dan transpa

ransi belanja.

3)	 Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan belanja berkualitas 

adalah: 

a.	 Perbaikan mekanisme pembahasan dokumen perencanaan dan 

penganggaran agar menjadi lebih sederhana namun dapat menjaga 

konsistensi perencanaan prioritas belanja daerah; 

b.	 Perbaikan regulasi SPM agar sesuai dengan pembagian urusan 

antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota; 

c.	 Perbaikan regulasi pendanaan pendidikan agar dapat dilakukan 

dalam kerangka pengeluaran jangka menengah sehingga mengatasi 

masalah juklak/juknis yang setiap tahun selalu terlambat; 

d.	 Mekanisme perencanaan dan penganggaran hibah dan bansos 

yang lebih ketat, transparan dan akuntabel; 
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e.	 Perbaikan regulasi pelaporan pemerintah daerah agar lebih seder

hana dan dapat digunakan berbagai pihak (instansi pusat dan dae

rah) dan sekaligus dapat memberikan umpan balik dalam mewujud

kan belanja berkualitas.

	 Adapun saran perbaikan sebagai berikut.

1)	 Perlu perubahan konsep pembinaan pengelolaan keuangan daerah dari 

penekanan aspek hilir (opini BPK) ke aspek hulu (disiplin prioritas daerah) 

sebagai konsekuensi dari definisi belanja berkualitas.

2)	 Regulasi yang perlu segera disempurnakan antara lain: a) Regulasi pe

nyusunan dan pembahasan dokumen anggaran menjadi dua tahap, 

tahap pertama pembahasan di tingkat pemerintah daerah (penyusunan 

RKA-SKPD langsung setelah penetapan RKPD) dan tahap kedua pem

bahasan di tingkat DPRD (pembahasan KUA, PPAS dan RAPBD). b) Regu

lasi SPM (Khususnya SPM Pendidikan Dasar) agar ada pembagian tang

gung jawab yang adil antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota. c) Regulasi hibah dan bansos agar lebih ketat, 

transparan dan akuntabel. d) Disamping itu, perlu dilakukan penyamaan 

persepsi mengenai konsekuensi regulasi pembagian urusan dengan re

gulasi sektoral yang terkait. Misalnya regulasi pembagian urusan (PP No. 

38 Tahun 2007) dengan regulasi pendanaan pendidikan (PP No. 48 Tahun 

2008). Pentingnya penataan sistem pelaporan pemda, disarankan agar 

ada regulasi yang mengatur mengenai pengintegrasian sistem pelaporan 

pemda.

3)	 Atas upaya yang dirumuskan dalam penelitian ini, diharapkan pemerintah 

dapat menyusun langkah-langkah operasional berdasarkan skala prio

ritas pemerintah. 



|    Mendekatkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korbanxxiv
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Pendahuluan

1.1.	 Latar Belakang

Untuk pelaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik, saat 

ini Pemerintah telah menetapkan regulasi pengelolaan keuangan 

daerah yang cukup komprehensif, mulai dari level undang-undang 

(UU), peraturan pemerintah (PP) hingga peraturan teknis berupa Peraturan 

Menteri (Permen). Namun demikian, seringkali ditemukan permasalahan 

tumpang tindih dan ketidaksinkronan antar peraturan perundangan, yang 

dalam pelaksanaannya menghambat realisasi belanja pemerintah daerah. 

Sebagai contoh, pengkategorian jenis belanja dalam PP No. 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tidak mengenal belanja langsung 

dan belanja tidak langsung seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke

uangan Daerah (yang telah diubah dua kali dengan Permendagri No. 59 Tahun 

2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011).

	 Demikian pula dalam pelaksanaan belanja modal yang bersumber dari 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan Kemen

terian/Lembaga turut andil dalam permasalahan pelaksanaan belanja daerah. 

Misalnya juknis DAK bidang pendidikan yang berganti-ganti dari mekanisme 

belanja modal menjadi hibah ke penerima manfaat/sekolah dan sebaliknya 

1
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perubahan dari belanja hibah ke belanja modal juga menimbulkan perma

salahan dalam pelaksanaan dan pelaporannya. Ketidaksinkronan dan tum

pang tindih regulasi pengelolaan keuangan daerah tersebut, pada gilirannya 

dapat mempengaruhi kualitas belanja APBD mulai dari permasalahan tingkat 

penyerapan belanja yang rendah, masih tingginya dana idle yang tidak ter

gunakan dalam pengeluaran publik, maupun “nilai” pengelolaan keuangan 

yang tercermin dari masih banyaknya daerah yang mendapat opini kurang 

baik dari BPK.

1.2.	 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian 

dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.	 Bagaimana definisi belanja berkualitas yang komprehensif?

2.	 Regulasi pengelolaan keuangan daerah apa saja yang dapat mempenga

ruhi kualitas belanja? Apakah prosedur yang diatur dalam regulasi-regu

lasi tersebut saling mendukung, saling tumpang tindih, menghambat atau 

justru menimbulkan ketidakjelasan dalam mengatur belanja di daerah?

3.	 Bagaimana solusi dan upaya yang harus dilakukan agar regulasi-regulasi 

pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak yang baik 

bagi terwujudnya belanja berkualitas di daerah?

	 Pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas merupakan batasan ruang 

lingkup penelitian ini. Mengingat cakupan regulasi sangat luas, maka regulasi 

yang dikaji difokuskan atau dibatasi pada: 

1.	 UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; 

UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006.

2.	 PP No. 58 Tahun 2005 (Pengelolaan Keuangan Daerah). 

3.	 Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pedoman pengelolaan keuangan Dae

rah) dengan revisinya yakni Permendagri No. 59 Tahun 2007; dan 

Permendagri No. 21 Tahun 2011.

4.	 Permendagri No. 54 Tahun 2010 (Perencanaan pembangunan).

5.	 PP No. 71 Tahun 2010 ( Standar Akuntansi Pemerintahan).
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6.	 Perencanaan dan penganggaran (dalam siklus pengelolaan keuangan 

daerah). 

7.	 PP No. 47 Tahun 2008 dan PP No. 48 Tahun 2008 (Program Wajib Belajar 

dan Pendanaan Pendidikan).

1.3.	 Tujuan Penelitian 

Untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang 

lebih mendalam, antara lain:

1.	 Mengkaji definisi belanja berkualitas yang komprehensif.

2.	 Mengkaji regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang 

ada dan mengidentifikasi regulasi mana yang mempengaruhi kualitas 

belanja. Dalam kajian ini termasuk mengevaluasi apakah prosedur yang 

diatur dalam regulasi-regulasi tersebut saling mendukung, saling tum

pang tindih, menghambat atau justru menimbulkan ketidakjelasan da

lam mengatur belanja di daerah.

3.	 Menemukan solusi dan upaya yang harus dilakukan agar regulasi-regu

lasi pengelolaan keuangan daerah bisa memberikan dampak yang baik 

bagi belanja berkualitas di daerah.
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Tinjauan Pustaka

2.1. 	 Dinamika Pengelolaan Keuangan Daerah di 
Indonesia

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia erat kaitannya dengan 

regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Secara historis dapat dibagi 

tiga fase pengelolaan keuangan berkaitan dengan regulasi pemerin

tahan daerah. Pertama, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Daerah, corak tata kelola pemerintahan daerah bersifat 

sentralistik, pemerintah menerapkan regulasi pengelolaan keuangan daerah 

yang diatur dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA). MAKUDA 

dalam Permendagri No. 900/099 Tahun 1980 merupakan sistem anggaran 

yang tradisional karena bersifat inkremental dan berorientasi input (line item 

budget), pembukuan masih menggunakan sistem tata buku tunggal (single 

entry bookeeping), serta menggunakan sistem akuntansi basis kas (cash 

basis) (ANTARA-AusAID, 2011)1. Daerah belum banyak berperan dalam pe

rencanaan pembangunan dan penganggaran, rencana pembangunan dila

1	 ANTARA-AusAID. 2011. Laporan Pengukuran Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi NTB. 
Bappeda NTB. Mataram.

2
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kukan secara terpusat melalui Bappenas dan anggaran harus disetujui oleh 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. 

	 Fase kedua terjadi seiring agenda reformasi, terjadi perubahan dalam 

tata kelola pemerintahan yang berimplikasi pula terhadap pengelolaan ke

uangan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mene

kankan aspek otonomi luas dan diskresi anggaran yang besar bagi pemerintah

an daerah. Dalam kajian ANTARA-AusAID (2011), pada fase ini telah terjadi 

perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah dari sistem anggaran 

tradisional menjadi anggaran kinerja (performance budgeting). Perubahan 

terlihat dari sistem single entry menjadi double entry, dari berbasis kas (cash 

basis) menjadi berbasis akrual (acrual basis). Pada tahun 2000, pemerintah me

ngeluarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah. 

Kerangka hukum ini mengawali proses transisi ke arah sistem pengelolaan ke

uangan daerah yang baru, namun belum disertai pedoman yang lebih teknis. 

Pada tahun 2002, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Kepmendagri 

No. 29 Tahun 2002 yang menjadi landasan penting bagi transisi dari sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern. Perubahan menonjol da

lam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dengan sistem double entry adalah ada

nya item pembiayaan disamping item pendapatan dan belanja. Disamping 

itu, telah ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaporkan kekayaan 

pemerintah daerah dalam bentuk neraca. Tercatat sejak tahun 2003, sebagian 

besar pemerintah daerah sudah mulai menerapkan pedoman tersebut seba

gai dasar pengelolaan keuangannya. Berbeda dengan sistem pencatatan yang 

mulai mengarah pada standar internasional (double entry), perubahan basis 

akuntansi dari basis kas ke basis akrual belum sepenuhnya diadopsi dalam 

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Untuk mengadopsi sistem akuntansi akrual 

secara sempurna (full acrual) memerlukan ketersediaan sumberdaya manusia 

berlatarbelakang akuntansi yang terampil, serta dukungan sistem teknologi 

informasi akuntansi yang memadai. 

	 Kedua hal tersebut masih jarang dimiliki oleh pemerintah daerah se

hingga perubahan dari basis kas menjadi akrual dilakukan secara gradual. 

Perubahan secara gradual ini dengan memperkenalkan sistem akuntansi ber

basis kas termodifikasi (modified cash basis). Melalui sistem ini, pencatatan 

transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih berbasis kas, tapi di 
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akhir periode menggunakan perhitungan berbasis akrual untuk kepentingan 

penyusunan neraca. Namun demikian, anggaran berbasis kinerja belum 

sepenuhnya dapat diterapkan. Meskipun dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 

2002 sudah ada ketentuan mengenai penerapan anggaran kinerja, namun 

klasifikasi anggaran masih didasarkan pada input/line item budget/economic 

classification (seperti pegawai, barang dan jasa, modal, dll), sementara ang

garan kinerja menuntut perubahan anggaran berdasarkan klasifikasi fung

sional (result based chain), yakni dengan penekanan pada outcomes dan 

output dari program dan kegiatan. Disamping itu, meskipun berbagai doku

men perencanaan dan kebijakan umum angggaran sudah diharuskannya 

menyediakan informasi sosial-ekonomi sebagai basis dalam penyusunan 

anggaran, namun informasi tersebut belum sepenuhnya berpengaruh terha

dap proses pengambilan keputusan tentang alokasi anggaran. Proses transisi 

terus berlansung hingga Tahun 2003, saat ditetapkannya UU No. 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. UU tersebut belum berdampak langsung 

pada praktek tata-kelola keuangan daerah karena hingga tahun 2006, prak

tek pengelolaan keuangan daerah masih mendasarkan kepada Kepmendagri 

No. 29 Tahun 2002. Meskipun demikian, UU No. 17 Tahun 2003 telah menjadi 

titik awal dari lahirnya paket peraturan perundangan lain yang lebih lengkap 

(omnibus regulations) dalam mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan 

daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, audit, sampai pertanggung

jawaban keuangan daerah. 

	 Fase ketiga, ditandai dengan paket perundangan yang berdampak lang

sung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fase ini ditandai dengan pene

tapan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan 

pemerintah secara lebih komprehensif, yaitu: 1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penge

lolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3) UU No. 25 Tahun 2004 ten

tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) PP No. 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pe

ngelolaan Keuangan Daerah; 6) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuang

an dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7) PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban kepada DPRD (LKPD), dan Informasi LPPD kepada masya
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rakat; 8) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke

uangan Daerah; dan 9) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pada periode ini juga terjadi revisi paket 

Undang-Undang otonomi daerah yakni dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU 

No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dae

rah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme

rintah Pusat dan Daerah. Semakin komprehensifnya regulasi terkait pengelolaan 

keuangan daerah menandakan kesungguhan pemerintah mewujudkan pe

ngelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. 

	 Meskipun demikian, lahirnya berbagai paket peraturan perundangan 

yang lebih komprehensif tersebut bukan berarti proses transformasi sistem 

pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sudah selesai. Berbagai standar 

internasional belum diadopsi penuh, masih bertahap dan disesuaikan dengan 

kapasitas pemerintah daerah yang menerapkannya. Basis perhitungan ang

garan masih menggunakan modified cash basis ketimbang full accrual basis; 

penilaian asset masih didasarkan pada biaya historis (historical cost) ketim

bang nilai pasar (market value); penerapan sistem anggaran kinerja masih 

belum sepenuhnya berperan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. 

Berbagai agenda tersebut masih menjadi proses jangka panjang yang akan 

terus diupayakan pemerintah. Seiring waktu, penerapan omnibus regulation 

tersebut muncul berbagai masalah ketidaksinkronan, tumpang tindih, atau 

disharmonisasi ketentuan-ketentuan teknis yang terkait. Akhir-akhir ini masa

lah ketidaksinkronan antar regulasi pengelolaan keuangan daerah semakin 

mengemuka dan mengarah pada terhambatnya penyerapan anggaran, 

masalah akuntabilitas dan tranparansi yang ditandai oleh opini hasil peme

riksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang kurang baik. Disamping itu, 

masalah disharmonisasi regulasi tersebut dikuatirkan daerah tidak dapat 

membangun kapasitas pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. 

Tanpa adanya dukungan kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai, 

mustahil dihasilkan belanja daerah yang berkualitas. 

2.2.	 Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsep penilaian kapasitas pengelolaan keuangan daerah telah dikembangkan 

oleh Bank Dunia dan Departemen Dalam Negeri (ANTARA-AusAID, 2011). 
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Penilaian tersebut dilakukan terhadap 9 bidang strategis yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan daerah, yaitu: 

1)	 Kerangka Peraturan Perundangan Daerah;

2)	 Perencanaan Dan Penganggaran; 

3)	 Pengelolaan/Penatausahaan Kas; 

4)	 Pengadaan Barang Dan Jasa; 

5)	 Akuntansi Dan Pelaporan; 

6)	 Sistem Pengendalian Internal (Internal Audit); 

7)	 Hutang Dan Investasi Publik; 

8)	 Pengelolaan Aset; dan 

9)	 Audit Dan Pengawasan Eksternal. 

	 Masing-masing dari 9 bidang strategis di atas terdiri dari 1 sampai 4 

sasaran hasil (outcomes) dan masing-masing sasaran terdiri dari beberapa 

indikator. Sasaran merupakan komponen dalam bidang yang menggambarkan 

kondisi yang diharapkan yang mana ketercapaiannya dinilai oleh seberapa 

banyak indikator dari masing-masing sasaran tersebut dipenuhi. Total indi

kator penilaian sebanyak 139 indikator. Indikator tersebut diturunkan dari 

berbagai peraturan-perundangan nasional serta dengan mempertimbangkan 

tuntutan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan untuk menerapkan 

sistem pengelolaan keuangan yang baik. Namun penilaian kapasitas penge

lolaan keuangan daerah tersebut belum dikaitkan dengan pengaruhnya ter

hadap kualitas belanja dan pelayanan publik.

2.3.	 Atribut Belanja Berkualitas 

Untuk mengetahui pengertian belanja daerah dari sisi regulasi, maka ada 

beberapa peraturan perundangan yang bisa diacu, yaitu UU No. 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari ketiga peraturan perundangan tersebut 

pengertian mengenai belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban peme

rintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengertian 

belanja daerah dapat pula didefinisikan sebagai semua pengeluaran peme

rintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002: 52).
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	 Dalam penggunaannya, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, 

Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari 

urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

perundangan. Urusan dan wewenang dimaksud dapat dilihat pada bagan di 

Gambar 2.1.

 

Permendagri 
13/2006 

Urusan 
Pemerintahan 

Fungsi 

Organisasi 

Program dan 
Kegiatan 

Kelompok 
Belanja 

25 Urusan Wajib 

8 Urusan Pilihan 

9 Fungsi 

Disesuaikan dengan susunan organisasi 
pada masing-masing pemerintah daerah 

Disesuaikan dengan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah 

Belanja Tidak Langsung 

Belanja Langsung 

Gambar 2.1. Pembagian Urusan, Fungsi, Organisasi, Program dan Kegiatan serta 

Kelompok Belanja dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 

	 Selanjutnya, dilihat dari klasifikasi Belanja Daerah menurut kelompok 

belanja, maka Permendagri No. 13 Tahun 2006 membaginya dalam kelompok 

berikut ini:

Gambar 2.2. Klasifikasi Belanja Menurut Kelompok Belanja  

dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006
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	 Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi se

cara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Satuan Kerja Perang

kat Daerah (SKPD), sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang 

dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang 

kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. 

	 Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi ke

wenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, maka pemerintah pro

vinsi atau kabupaten/kota akan melaksanakan belanja daerah yang merupakan 

semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang keka

yaan bersih (ekuitas dana) dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan. 

Dalam belanja daerah ini, pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pem

bayaran kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun 

anggaran berikutnya.

	 Lebih lanjut, sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan me

ningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pen

didikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta me

ngembangkan sistem jaminan sosial. Karena manajemen Belanja Daerah 

merupakan bagian manajemen atau pengelolaan Keuangan Daerah yang 

tercermin dalam APBD maka secara umum Belanja Daerah yang berkualitas 

adalah belanja daerah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh PP No. 58 

Tahun 2005 tersebut.

	 Kualitas sebagai kata benda diartikan sebagai an inherent or distinguish 

characteristic, property, or attribute. Sebagai kata sifat, kualitas diartikan 

sebagai having a high degree of excellence. Dengan demikian kualitas belanja 

(atau belanja yang berkualitas) berarti suatu “ukuran” atas belanja yang 

mempunyai karakteristik dengan suatu derajat ekselensi yang tinggi.

	 Sesuai dengan prinsip dalam Keuangan Negara bahwa semua yang ber

kaitan dengan keuangan harus didasari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maka karakteristik yang melekat pada kualitas belanja seharus

nya juga berbasis peraturan perudangan yang berlaku. Dalam PP No. 58 Ta

hun 2005 Bagian Ketiga tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, 
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taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, trans

paran, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepa

tutan, dan manfaat untuk masyarakat.

	 Dengan demikian belanja berkualitas (daerah/APBD termasuk pusat/

APBN) mempunyai atribut-atribut sebagai berikut:

1.	 Belanja yang tertib

2.	 Belanja yang taat pada peraturan perundang-undangan

3.	 Belanja yang efisien

4.	 Belanja yang ekonomis

5.	 Belanja yang efektif

6.	 Belanja yang transparan

7.	 Belanja yang dapat dipertanggungawabkan dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

	 Dalam praktik dan interpretasi oleh para pakar, pengertian belanja ber

kualitas dikemukakan sebagai berikut:

1.	 Eddy Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura 

Pontianak, menyatakan bahwa kualitas belanja daerah di Indonesia meng

khawatirkan. Hal ini dikarenakan struktur Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah lebih dominan untuk belanja pegawai2.

2.	 Bambang Brojonegoro, Plt. Kepala BKF Kemenkeu, mengemukakan bah

wa kualitas belanja merupakan hal yang sangat fundamental dalam 

pelaksanaan belanja APBN. Sebagai catatan, total belanja pemerintah 

pada tahun 2013 mencapai Rp1.683 triliun. Dari total Rp1.683 triliun, 

sebanyak 20 persen lebih dialokasikan ke belanja subsidi (Rp317,2triliun) 

termasuk untuk subsidi BBM dan elpiji 3 kg yang mencapai Rp193,8 

triliun3.

3.	 Ratnawati Muyanto, peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi 

Daerah (KPPOD) menyatakan tingginya angka korupsi di Indonesia mem

buat belanja infrastruktur semakin tak berkualitas. KPPOD mencatat 

2	  Belanja Pegawai Kuras APBD. Kanal Berita Plasa MSN Indonesia. 04 November 2012
3	  Kualitas belanja jadi pertimbangan kebijakan harga BBM. Koran SINDO.  30 Oktober 2012.
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akibat korupsi, peningkatan anggaran tidak diikuti oleh membaiknya 

kualitas infrastruktur4.

4.	 Aditya (2010) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pembangunan 

ekonomi yang semakin merata, persoalan pokok yang dihadapi bukan 

hanya sekedar masalah kualitas penyerapan belanja neg

	 Pemerataan pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan besaran 

anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik. Apa artinya daya se

rap anggaran yang besar akan tetapi hanya didominasi untuk belanja subsidi 

dan pegawai. Yang terpenting adalah bagaimana memperbesar porsi belanja 

modal yang produktif yang akan berdampak langsung pada perekonomian. 

Dan tentunya porsi belanja modal yang produktif tersebut memberikan efek 

yang merata bagi pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya di pulau Jawa saja, 

tapi merata di seluruh Indonesia secara proporsional.

	 Dengan beberapa pendapat masyarakat tersebut dan kemudian dihu

bungkan dengan PP No. 58 Tahun 2005 maka dapat dipahami bahwa secara 

normatif belanja berkualitas atau kualitas belanja secara komprehensif sudah 

termaktub dalam peraturan perundang-undangan saat ini.

2.4. Belanja Daerah dan Pelayanan Publik 

Belanja daerah yang berkualitas diharapkan dapat mendukung terseleng

garanya pelayanan publik sesuai tujuan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi 

melalui pemberian otonomi seluas-luasnya memiliki dua tujuan utama. 

Pertama adalah tujuan kesejahteraan, yaitu menjadikan pemerintah daerah 

sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal melalui 

pemberian pelayanan publik dan menciptakan daya saing daerah yang pada 

gilirannya akan menyumbang kepada kesejahteraan nasional. Kedua adalah 

tujuan politik, yaitu pemerintah daerah akan menjadi instrumen pendidikan 

politik di tingkat lokal yang kalau berhasil akan menyumbang kepada pendi

dikan politik nasional, untuk mendukung proses demokratisasi dalam mewu

judkan masyarakat madani (Mendagri, 2012)5.

4	  Korupsi Memperburuk Kualitas Infrastruktur. Koran Tempo. 17 September 2012 
5	 Mendagri. 2012. Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerin
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	 Dalam pelaksanannya, daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda 

untuk mencapai tujuan otonomi tersebut. Khususnya dalam hal pelayanan 

publik, pemerintah ingin memastikan agar pelayanan publik yang terkait 

dengan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah da

pat diberikan secara merata dalam standar kelayakan tertentu. Menurut ke

tentuan PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimum (SPM), SPM merupakan ketentuan mengenai 

jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. Dengan demikian belanja daerah harus diperioritaskan untuk 

pencapaian SPM yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian/

Lembaga terkait. 

	 Hingga sejauh ini pelaksanaaan SPM diakui oleh pemerintah belum 

sesuai harapan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di hadapan 

sidang paripurna DPR RI tanggal 3 April 2012, dalam penyampaian keterangan 

pemerintah terdahap rancangan undang-undang tentang Pemerintahan 

Daerah yang akan merevisi UU No. 32 Tahun 2004. Menurut Menteri Dalam 

Negeri 6: 

“…. Bagian hulu dari kesejahteraan adalah urusan pemerintahan yang 

menjadi domain kewenangan Pemerintah Daerah. Muara dari urusan pe­

merintahan tersebut adalah pelayanan publik. Ada dua varian dari pelayanan 

publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yaitu penyediaan barang-

barang untuk kebutuhan publik (public goods) seperti jalan, jembatan, pasar 

terminal, rumah sakit dan lain-lainnya dan kedua adalah pengaturan-peng­

aturan publik (public regulations) yang dikemas dalam bentuk peraturan 

daerah seperti Perda Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Kependudukan, Perda 

Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lainnya. Penyediaan barang-barang pu­

blik dan pengaturan-pengaturan publik sejatinya adalah hasil akhir (end 

products) dari kinerja Pemerintah Daerah. Setelah lebih dari satu dekade 

pasca reformasi, pelaksanaan otonomi daerah masih memerlukan pembe­

nahan dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan 

tahan Daerah. 3 April 2013. www.kemendagri.go.id.
6	 Mendagri. 2012. Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerin

tahan Daerah. 3 April 2013. www.kemendagri.go.id.
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penyediaan pelayanan dasar yang masih belum menunjukkan pencapaian 

yang signifikan dari standar pelayanan minimal (SPM)”. 

	 Implementasi SPM yang belum sesuai harapan tersebut mendorong 

pemerintah membuat terobosan dengan mengaitkan implementasi SPM 

dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diistilahkan kebijakan DAK-SPM. 

Kebijakan tersebut juga didorong oleh evaluasi yang menyimpulkan bahwa 

implementasi DAK saat ini belum dapat mencapai tujuan yang diamanatkan 

(Kemenkeu, 2013). Tujuan kebijakan DAK untuk mendukung pencapaian 

prioritas nasional di daerah sehingga bersifat khusus, namun dalam perkem

bangannya jumlah bidang yang dibiayai DAK semakin banyak, demikian juga 

dengan jumlah daerah penerimanya, sehingga DAK kehilangan sifat khusus

nya. Oleh sebab itu bersamaan dengan rencana revisi UU No. 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah, pemerintah berencana melakukan reorientasi tujuan penggunaan 

DAK yang salah satunya untuk tujuan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) terutama pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau 

infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum.

2.5. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawab

an dan pengawasan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005, pasal1). Gam

bar berikut menunjukkan kegiatan-kegiatan dimaksud:
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Gambar 2.3. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Mardiasmo (2005:5)

	 Dari gambar tersebut jelas bahwa kegiatan pertama adalah perencanaan. 

Kegiatan perencanaan dalam hal ini mencakup kegiatan penganggaran, ka

rena hasil akhirnya adalah APBD.

	 Saat ini Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dituntut untuk me

ningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan, 

termasuk pengelolaan atau manajemen keuangan daerah (APBD). Namun 

pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah belum menjalankan fungsi 

dan peranannya dengan baik. Kondisi seperti ini muncul karena antara lain 

masih lemahnya manajemen perencanaan dan penganggaran. Pada pengang

garan misalnya, pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar 

alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan inkremental, yang 

didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum 

seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Selain itu, pendekatan lain yang 

juga digunakan adalah line-item budget yaitu perencanaan anggaran yang 

didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. 

	 Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk meng

hilangkan satu atau lebih pos pengeluaran atau belanja yang telah ada, 
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meskipun pos tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja 

yang bersangkutan. Sementara itu, analisis mendalam untuk mengetahui 

struktur, komponen dan tingkat biaya dari setiap kegiatan belum pernah 

secara serius dilakukan.

	 Lemahnya perencanaan dan penganggaran tersebut akhirnya memun

culkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semuanya 

mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintahan 

daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang meng

alami underfinancing adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk me

menuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan unit kerja yang menikmati 

overfinancing masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah. Hal ini me

nyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik.Dalam jangka panjang, kondisi 

tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai 

stimulator, fasilitator, koordinator dan enterpreneur dalam proses pemba

ngunan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Manajemen Perencanaan Belanja atau Pengeluaran APBD

Pemerintah dalam setiap Pengantar Nota Keuangan kepada DPR selalu meng

ingatkan bahwa Belanja atau Pengeluaran APBD mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Efektivitas pengeluaran APBD akan berpengaruh langsung terhadap efekti

vitas pelayanan publik, yang pada gilirannya akan menentukan keberhasilan 

pembangunan daerah. Disamping itu, ada banyak problematika dalam masa

lah keuangan sebuah organisasi termasuk organisasi publik seperti peme

rintah, yang semua problematika itu haruslah dikelola dengan bail (Halim, 

2013). Hal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD 

memerlukan manajemen yang memadai. 

	 Proses Perencanaan APBD bukan merupakan suatu proses yang seder

hana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan yang melibatkan ber

bagai pihak dengan kepentingan yangsangat beragam. Proses penyusunan 

rencana dan anggaran yang baik tentunya akan merespon kepentingan ma

syarakat dan mewujudkannya dalam anggaran yang efisien, sehingga meng

hasilkan output dan outcome yang sesuai dengan perencanaannya. Tantangan 
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dalam proses penyusunan APBD yaitu bagaimana menciptakan hubungan 

yang jelas antara input (anggaran dalam APBD) dengan output dan outcome 

dari program dan kegiatan.

	 Partisipasi masyarakat dan dukungan politik dari DPRD juga sangat 

menentukan efektivitas pengeluaran APBD, karena kedua unsur tersebut 

akan menentukan outcome yang akan dicapai dan sekaligus menilai apakah 

pemerintah daerah telah berhasil mencapainya. Tantangan lainnya adalah 

kesinambungan, karena pada dasarnya sebagian besar program dan kegiatan 

tidak akan bisa dilihat dampaknya secara nyata dalam waktu yang singkat, 

dan juga harus selalu ditunjang dengan program/kegiatan lain yang saling 

terkait dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

	 Selain permasalahan dan tantangan yang ada di daerah, terdapat bebe

rapa hal yang jugamenjadi kendala di luar proses yang berlangsung di daerah. 

Tantangan tersebut adalah sinergi antara program nasional dengan kebijakan 

di daerah. APBD akan menjadi tidak efektif apabila tidak sejalan dengan pro

gram pembangunan nasional, atau sebaliknya. Untuk menilai apakah rencana 

kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan oleh provinsi sudah se

suai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah, dilakukan evaluasi 

atas Rancangan APBD provinsi oleh Pemerintah. Hal yang sama juga dilakukan 

oleh gubernur terhadap APBD kabupaten /kota. 

	 APBD kabupaten/kota tidak hanya harus sinkron dengan kebijakan nasi

onal, tetapi juga dengan kebijakan di tingkat regional di provinsi yang ber

sangkutan. Kebijakan yang bersifat regional sekaligus dipadukan dengan 

kebijakan pada tingkat nasional harus dituangkan dalam kebijakan APBD 

kabupaten/kota. 

Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran APBD

Perencanaan daerah diarahkan agar proses penyusunan APBD semaksimal 

mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam 

penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta 

distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 

	 Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah ketepatan waktu dalam 

penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi 

untukseluruh jenis belanja. Rencana keuangan tahunan tersebut harus pula 
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didasarkan pada prinsippencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD 

secara terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada 

anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja.

	 Selain itu terdapat beberapa tahapan yang juga harus dilalui dan meli

batkan berbagai pihak terkait, seperti penjaringan aspirasi masyarakat, perse

tujuan DPRD, evaluasi oleh pemerintah provinsi bagi kabupaten/kota atau 

evaluasi oleh Pemerintah bagi provinsi. Seluruh pembahasan dengan pihak 

terkait, seperti DPRD, tahapan dan jadwal pembahasan harus disepakati agar 

proses penyusunan APBD dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal ini 

merupakan indikator efektif tidaknya perencanaan dan penganggaran di 

suatu daerah. 

2.6.	 Regulasi yang berkaitan dengan Pengelolaan 
Keuangan Daerah

Untuk mengimplimentasikan desentralisasi di daerah, pemerintah merancang 

dan membuat berbagai regulasi tentang desentralisasi termasuk regulasi 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan efisien. Dalam hal 

ini beberapa Undang-Undang beserta peraturan turunannya telah dirancang 

oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan peningkatan pengelolaan ke

uangan daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada belanja daerah 

yang optimal. Berikut disajikan beberapa Undang-Undang serta peraturan yang 

berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

A. 	 Undang-undang:

1.	 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.	 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.	 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4.	 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5.	 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
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B.	 Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah

1.	 Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran penda

patan dan belanja negara.

2.	 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan peng

adaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana telah di ubah oleh 

ke-1: Keppres No. 61 Tahun 2004; ke-2: Keppres No. 32 Tahun 2005: 

ke-3: Perpres No. 70 Tahun 2005; ke-4: Perpres No. 8 Tahun 2006; 

ke-5; Perpres No. 79 Tahun 2006; ke-6; Perpres No. 85 Tahun 2006; 

ke-7: Perpres No. 95 Tahun 2007.

C.	 Pengelolaan Uang

1.	 PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang negara/daerah 

(Pelaksanaan pasal 28(1) UU No. 1 Tahun 2004:

•	 Permenkeu No. 57/PMK.05/2007 tentang pengelolaan rekening 

milik kementrian/negara/lembaga/kantor/satuan kerja.

•	 Permenkeu No. 58/PMK.05/2007 tentang penertiban Rekening 

Pemerintah pada kementrian negara/lembaga.

•	 Permenkeu No. 67/PMK.05/2007 tentang pengenaan sanksi 

dalam rangka pengelolaan dan penertiban Rekening Pemerintah 

pada kementrian Negara/Lembaga/Kontor/Satuan Kerja.

2.	 PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

•	 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang telah di ubah oleh Permendagri No. 59 

Tahun 2007 serta di ubah oleh Permendagri No. 21 Tahun 

2011.

•	 Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan 

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

2007

3.	 PP No. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan penyetoran penerimaan 

Negara Bukan Pajak.

4.	 PP No. 73 Tahun 1999 Tentang Tata cata penggunaan penerimaan 

Negara bukan pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu. 

5.	 PP No. 1 Tahun 2004 Tentang Tata cara penyampaian rencana dan 

laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak.
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6.	 PP No. 29 Tahun 2009 Tentang Tata cara penentuan jumlah, pemba

yaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang ter

utang.

7.	 PP No. 22 Tahun 2005 Tentang pemeriksaan penerimaan Negara 

Bukan Pajak. 

D.	 Pengelolaan Piutang dan Utang

1.	 PP No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata cara penghapusan Piutang 

Negara/Daerah dan Perubahannya oleh PP No. 33 Tahun 2006

2.	 PP No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/

atau penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah 

Luar negeri (pelaksanaan Pasal 38 (4) UU No. 1 Tahun 2004)

3.	 PP No. 54 Tahun 2008 Tentang Tata cara pengadaan dan penerusan 

Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah (Pelaksanaan pasal 38(4) 

UU No. 1 Tahun 2004)

4.	 PP No. 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Pelaksanaan 

Pasal 45, UU No. 33 Tahun 2004).

5.	 PP No. 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah

E.	 Pengelolaan Investasi: PP No. 8 Tahun 2007 Tentang Investasi Peme

rintah.

F.	 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD:

1.	 PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Ins

tansi Pemerintah.

2.	 PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang merupakan amandemen PP No. 24 Tahun 2005 tentang hal 

yang sama.

G. 	 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: PP No. 23 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum.

H. 	 Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: PP No. 38 Tahun 2007.

I. 	 Regulasi sektoral, dalam kajian ini sektor pendanaan pendidikan: PP No. 

47 Tahun 2008 dan PP No. 48 Tahun 2008. 
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	 Singkatnya, regulasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan 

regulasi lain yang membentuk sistem pengelolaan pemerintahan daerah. Hal 

ini menjadi kekhasan akutansi sektor publik yang tidak terlepas dari sistem 

dan lingkungan yang mencirikan karakteristik organisasi sektor publik itu 

sendiri (Halim dan Kusufi, 2012).

2.7.	 Public Expenditure Review 

Indonesia berhasil membuat kemajuan dalam melakukan reformasi terhadap 

keuangan publik dan meningkatkan transparansi. Pengelolaan keuangan 

publik yang disebut dengan istilah “Public Financial Management” (PFM), 

mulai dari formulasi anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan serta 

pemeriksaan, telah memiliki landasan hukum yang kuat. Tantangan di masa 

depan terutama bagaimana pelaksanaan atau implimentasi regulasi atau 

peraturan yang tepat di segala bidang yang mencakup anggaran berbasis 

kinerja, menyusun Kerangka Kerja Pengeluaran yang lebih baik serta pengu

atan terhadap lembaga audit baik internal maupun eksternal. 

	 Reformasi PFM merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin 

bahwa sumber-sumber fiskal yang baru dialokasikan dan digunakan secara 

efisien. Masalah implementasi yang paling besar terletak pada pencairan 

anggaran untuk investasi publik. Pencairan anggaran sering berjalan lambat, 

akibatnya sebagian besar anggaran yang telah dicanangkan baru bisa dike

luarkan menjelang akhir tahun anggaran. Juga, terdapat pengeluaran yang 

lebih kecil terhadap pengeluaran modal dibandingkan anggaran awal. Kon

disi ini diluar kenyataan dimana anggaran secara keseluruhan direvisi dan 

dinaikkan dalam jumlah yang cukup besar pada pertengahan tahun. Di 

samping berbagai isu implementasi, masih ada lagi isu penyalahgunaan atau 

penyelewengan terhadap pengeluaran publik. Tambahan sumber daya ke

uangan yang cukup besar kini mengalir ke pemerintah daerah, sehingga 

penanganan masalah penyalah gunaan keuangan di tingkat daerah kini 

sangat mendesak dilakukan.

	 Kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia (2007) menunjukkan bahwa sis

tem anggaran Indonesia tidak fleksibel. Dokumen anggaran Indonesia terlalu 

rinci, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyiapkannya, dan 
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juga menimbulkan banyak komplikasi dalam implementasinya. Pembahasan 

dan diskusi parlemen terlalu memfokuskan pada hal-hal yang sangat rinci, 

tidak melihat pada hubungan antara kebijakan dan alokasi anggaran secara 

lebih luas, dan memakan waktu yang lama. Fakta menunjukkan bahwa, wa

laupun pemerintah telah menyetujui otorisasi dokumen anggaran pada awal 

tahun, pengeluaran tetap berjalan lamban akibat terdapatnya hambatan 

pada saat implementasi. Karena informasi rinci yang begitu banyak, anggaran 

untuk setiap proyek sering harus menjalani proses revisi yang panjang. 

Kerangka regulasi dan peraturan untuk pengadaan publik telah mengalami 

peningkatan, tetapi kapasitas untuk melaksanakan pengadaan yang tepat 

waktu dan transparan belum memuaskan. 

	 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan perangkat penting dalam sistem 

transfer ini, yang mampu mendanai sekitar 70 persen dari seluruh pengeluaran 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan lebih dari 80 persen pengeluaran 

kabupaten/kota. Jumlah anggaran yang telah ditransfer ke pemerintah 

daerah mengalami peningkatan secara nominal sebanyak 47 persen terutama 

yang menguntungkan bagi daerah-daerah paling miskin di Indonesia, yang 

mengalami kenaikan pendapatan yang melonjak. Alokasi DAU bahkan meng

alami peningkatan sebesar 64 persen, dengan implikasi yang signifikan atas 

struktur perimbangan serta dampak pemerataan. Daerah provinsi terpencil 

dengan angka kemiskinan yang tinggi termasuk Provinsi Aceh, Papua, dan 

Maluku telah menerima peningkatan alokasi anggaran sampai lebih dari 100 

persen. Dana transfer ini akan terus mendominasi sumber keuangan daerah, 

terutama pemerintah kabupaten/kota, karena dasar dari pendapatan asli 

daerah mereka kecil sementara transfer dari pusat sudah mencapai lebih dari 

80 persen pendapatan daerah, dan bahkan akan semakin bertambah. DAU 

sendiri sepertinya akan semakin dominan karena pendapatan dari minyak 

dan gas diperkirakan akan mengalami penurunan disebabkan menurunnya 

produksi minyak dan gas, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. 

	 Saat ini, tantangan utama dalam pembangunan Indonesia bukanlah 

mentransfer sumber daya dalam jumlah yang signifikan ke daerah-daerah 

yang miskin, tetapi bagaimana menjamin bahwa sumber daya yang sudah 

ada digunakan secara efektif. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan 

untuk membelanjakan tambahan sumberdayanya. Sebagian besar pemerintah 
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daerah memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memberikan per

ubahan pada kehidupan masyarakatnya. Bahkan daerah miskin dengan sum

ber fiskal yang relatif rendah (terutama Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur) telah mengalami kenaikan DAU secara rata-rata 75 persen pada 

2011. 

	 Sejak digulirnya desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan 

untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri. Pemerintah pro

vinsi dan daerah kini mengelola sekitar 37-38 persen dari total pengeluaran 

publik (APBN) dan mereka juga melaksanakan lebih dari 50 persen investasi 

publik. Komposisi investasi publik telah berubah secara substansial sejak 

pelaksanaan desentralisasi. Total pengeluaran publik meningkat sebesar 9 

persen dalam angka riil antara 2001 dan 2005. Peningkatan pengeluaran 

pemerintah ini sebagian besar didanai oleh peningkatan proporsional dari 

pendapatan pajak di luar migas (minyak dan gas). Pengeluaran tersebut 

ditandai oleh: (1) Peningkatan tajam secara riil dalam transfer kepada daerah, 

yang sekarang berjumlah sebesar sepertiga dari pengeluaran pemerintah 

pusat. Saat ini transfer dana ke daerah merupakan pengeluaran paling besar 

pada pemerintah pusat, (2), Fluktuasi yang begitu besar antara belanja rutin 

dan belanja pembangunan (3), serta peningkatan yang signifikan dalam 

subsidi.

	 Meskipun total pengeluaran telah meningkat, daya serap pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota masih lemah. Peningkatan dalam pengeluaran 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota disinyalir dibiayai oleh sisa lebih 

pembiayaan anggaran (SILPA atausisa tahun sebelumnya). SILPA dari ang

garan tahun 2006 berjumlah cukup besar dari anggaran pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota (masing-masing 47 persen dan 23 persen). Pengeluaran 

provinsi hampir mencapai dua kalinya pada tahun 2007 dibandingkan de

ngan tahun 2005, sementara pengeluaran pemerintah kabupaten/kota me

ningkat sebesar 67 persen dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

	 Pemerintah daerah di Aceh telah mulai melaksanakan format anggaran 

yang baru sejak tahun 2007, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. 

Format anggaran yang baru dibagi menjadi dua kategori besar: belanja tidak 

langsung dan belanja langsung. Permendagri No. 13 Tahun 2006 memper

kenalkan standar anggaran baru berbasis kinerja, menggantikan format 
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belanja aparat pemerintah dan belanja publik sesuai dengan Kepmendagri 

No. 29 Tahun 2002.

	 Perubahan pada format anggaran berpengaruh besar pada sisi belanja, 

yang menciptakan tantangan dalam mengawasi pengeluaran daerah secara 

cermat. Tantangan utama adalah bahwa klasifikasi ekonomi barang dan jasa, 

operasional dan pemeliharaan, dan biaya-biaya perjalanan kini telah dilebur 

menjadi satu kategori tunggal, yakni “biaya barang dan jasa.” Studi terdahulu 

(Bank Dunia, 2006) menyoroti bahwa alokasi pengeluaran operasional dan 

pemeliharaan di Aceh sangat rendah (0,3 persen dari total anggaran tahun 

2005), sementara pengeluaran untuk biaya perjalanan dan barang-barang 

dan jasa semakin meningkat.

	 Disisi lain, peningkatan jumlah anggaran belanja pegawai yang terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya seharusnya diimbangi dengan pe

ningkatan produktivitas kinerja dari pegawai pemerintah itu sendiri, namun 

kondisi yang terlihat saat ini belum menunjukkan adanya peningkatan meski

pun pemerintah telah mengupayakan program reformasi birokrasi. Berda

sarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 

2011 terdapat 124 daerah yang 50% lebih anggarannya dialokasikan untuk 

belanja pegawai dan pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 302 

daerah. Bahkan, 16 daerah menganggarkan belanja pegawainya di atas 70%. 

Pada tahun 2012 bertambah buruk lagi: terdapat 291 daerah yang mempro

yeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen. Kondisi yang mengkhawatirkan 

adalah jumlahnya yang meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan 

dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah ter

sebut terdapat 11 kabupaten/kota yang memiliki belanja pegawai 70% ke 

atas, dengan nilai tertinggi sebesar 76,7% sebagaimana ditempati oleh Kota 

Langsa dan Aceh Besar (NAD).

3
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Metode Penelitian

3.1.	 Kerangka Penelitian

Penelitian tentang evaluasi regulasi pengelolaan keuangan daerah dan 

pengaruhnya terhadap kualitas belanja di Indonesia masih sangat 

jarang dilakukan. Penelitian ini berangkat dari analisis perkembangan 

yang terjadi dalam pembentukan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang 

hingga saat ini dinilai telah memasuki fase ke-3, dimana proses transformasi 

dari bentuk tradisional ke arah pengelolaan yang modern masih berlangsung. 

Untuk memperlancar proses tersebut berbagai bentuk ketidaksinkronan (dis

harmonisasi) peraturan pengelolaan keuangan daerah terutama dirasakan 

pada proses perencanaan dan penganggaran. Upaya daerah menyikapi 

ketidaksinkronan antar berbagai regulasi ini, diduga berdampak terhadap 

kualitas belanja daerah yang direalisasikan sepanjang tahun anggaran.

	 Penelitian ini dibatasi pada aspek perencanaan dan penganggaran da

lam siklus pengelolaan keuangan daerah. Menurut ketentuan PP No. 58 Tahun 

2005 terdapat empat aspek yang termasuk dalam perencanaan dan pengang

garan daerah, yaitu: 1) ketentuan mengenai pejabat-pejabat yang mengelola 

keuangan daerah; 2) ketentuan mengenai struktur APBD, meliputi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan. 3) ketentuan mengenai penyusunan RKPD, KUA, 

PPAS, dan RKA-SKPD; 4) ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan 

3
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APBD. Keempat aspek tersebut akan masuk dalam siklus pengelolaan ke

uangan daerah berikutnya seperti pelaksanaan anggaran, monitoring dan 

evaluasi, penatausahaan, akutansi dan pelaporan. Pada akhirnya, kemampuan 

pengelolaan keuangan daerah akan dapat dinilai kualitas belanja daerah. 

Kualitas belanja daerah ditentukan oleh 7 kategori: tertib, taat, efisien, eko

nomis, efektif, transparan dan akuntabel. Kerangka penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut: 

3.2.	 Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diper

oleh langsung dengan metode survey dari responden yang berasal dari 8 

daerah sampel. Instrumen untuk pengumpulan data primer menggunakan 

kuisioner dan dilakukan pendalaman informasi melalui Focus Group Discussion 

(FGD). 

	 Responden penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah seperti Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, Satuan Kerja Pengelola Ke

uangan Daerah, dan Dinas Pendidikan. Sedangkan dari unsur DPRD terdiri 
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dari Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran DPRD. Tiap daerah sampel, 

responden dan peserta FGD sebanyak 15 orang dengan perincian seperti 

terlihat di Tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Responden Penelitian

No Stakeholders Responden

1 Pemerintah Daerah Sekretaris Daerah (1 orang)1.	
(Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD))
Bappeda (2 orang)2.	

Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa •	
Pengguna Anggaran atau Pejabat 
Pembuat Komitmen 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) •	
terkait urusan Pendidikan

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 3.	
(Dinas/Badan Pengelola Keuangan Daerah 
atau sebutan lain) (5 orang))

Kepala Satuan Kerja (Selaku Pejabat •	
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD))
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) •	
terkait penyusunan RAPBD
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) •	
terkait penerimaan Daerah
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) •	
terkait Belanja Daerah 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) •	
terkait Akuntansi/Pelaporan Keuangan 
Daerah

Dinas Pendidikan (5 orang)4.	
Kepala Dinas (Pejabat Pengguna •	
Anggaran)
Kepala bidang/subbidang penyusunan •	
program Dinas
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) •	
terkait Program/Kegiatan SD/MI dan SMP/
MTs
Kepala sekolah SD dan MI•	
Kepala sekolah SMP dan MTs•	

2 DPRD 2 orang terdiri:
Ketua atau anggota komisi yang menangani •	
bidang pendidikan
Ketua atau anggota Badan Anggaran •	



Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya . . .28

	 Adapun kuisioner penelitian dikirim bersamaan dengan surat dari Direk

torat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan ke Dae

rah. Paling lambat, seminggu sebelum ke lapang, staf DJPK memberi informasi 

dan mengundang peserta FGD. 

3.3.	 Pemilihan Daerah Sampel

Daerah sampel dipilih berdasarkan kriteria: 1) Perencanaan dan penganggaran 

(baik dan buruk) terutama pada aspek alokasi belanja urusan wajib terkait tiga 

pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum; dan 2) 

Kualitas Pelayanan dalam 2 kategori baik dan buruk. Daerah sampel penelitian 

terlihat pada Tabel 3.2. Disamping daerah sampel tersebut, juga dilakukan 

kunjungan ke Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung dalam rangka 

melakukan observasi praktek penganggaran sesuai prioritas pembangunan 

daerahnya.

Tabel 3.2.  
Daerah Sampel Penelitian

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Baik Buruk

KU
A

LI
TA

S 
PE

LA
YA

N
A

N Baik

Prov. DIY•	
Kab. Badung •	

Kota Makassar•	
Prov. Riau•	

Buruk
Prov. Kaltim, •	
Prov. Bangka Belitung•	

Kota Pekan Baru•	
Kab. Lombok Timur•	

3.4.	 Metode Analisis

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mempelajari:

-	 Penilaian responden terhadap atribut dan indikator belanja berkualitas.

-	 Evaluasi penilaian responden terhadap regulasi pengelolaan keuangan 

daerah khususnya pada aspek perencanaan dan peganggaran.

-	 Pengaruh masalah regulasi terhadap atribut belanja berkualitas.

4
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Review Regulasi 
Belanja Kualitas 
dan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Review ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai atribut 

belanja berkualitas yang dimuat dalam regulasi dan aspek-aspek pe

ngelolaan keuangan daerah (PKD) yang relevan dengan ruang lingkup 

kajian. Bagian ini terdiri dari empat bagian: review regulasi belanja berkualitas, 

wacana publik mengenai belanja berkualitas, keterkaitan atribut dan indikator 

belanja berkualitas, definisi belanja berkualitas, review terhadap regulasi 

PKD, dan rangkuman bab.

4.1.	 Review Regulasi Belanja Berkualitas 

Secara normatif, belanja berkualitas mengacu pada ketentuan PP No. 58 Tahun 

2005 Pasal 4(1) yang berbunyi: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

dan manfaat untuk masyarakat”. Bagian penjelasan ayat tersebut memberikan 

pengertian:

4
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•	 Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masuk

an tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai kelu

aran tertentu.

•	 Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada tingkat harga yang terendah.

•	 Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

•	 Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan ma

syarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah.

•	 Bertanggung jawab merupakan perujudan kewajiban seseorang atau 

satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pe

ngendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

•	 Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendana

annya.

•	 Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan 

wajar dan proporsional.

	 Sehingga berdasarkan acuan normatif tersebut, kriteria belanja berku

alitas daerah adalah:

1.	 tertib, 

2.	 taat pada peraturan perundang-undangan, 

3.	 efisien, 

4.	 ekonomis, 

5.	 efektif, 

6.	 transparan, dan

7.	 bertanggung jawab

	 PP No. 58 Tahun 2005 merupakan amanat dari Pasal 182 dan Pasal 194 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 

86 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 182 UU No. 32 Tahun 2004 menyebut

kan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
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kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. Adapun Pasal 194 menyebutkan penyusunan, pelak

sanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan perda yang berpedoman pada 

peraturan pemerintah. Dengan demikian, kriteria kualitas belanja dalam PP 

No. 58 Tahun 2005 merupakan kriteria normatif yang diamanatkan oleh 

undang-undang. Sedangkan Pasal 69 UU No. 33 Tahun 2004 memberikan 

penegasan mengenai kaitan antara perencanaan dan penganggaran. Dalam 

pasal ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, pemda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi dasar penyusunan 

APBD. RKPD tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dimana pokok-pokok penyusunannya 

diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Pengelolaan keuangan yang meliputi 

aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengendalian, peng

awasan dan pemeriksaan menurut ketentuan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu PP No. 58 Tahun 

2005. Dengan demikian, pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengama

natkan perlunya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara 

penyusunan perencanaan dan anggaran, sedangkan pasal-pasal UU No. 33 

Tahun 2004 mengamanatkan perlunya regulasi yang menjabarkan mengenai 

pengelolaan keuangan daerah. Amanat kedua undang-undang tersebut 

diwujudkan dalam PP No. 58 Tahun 2005.

	 Namun pada pasal-pasal sebelumnya dari kedua undang-undang ter

sebut juga terdapat amanat mengenai diperlukannya peraturan pemerintah 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 156 UU No. 32 Tahun 

2004 tersebut disebutkan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah, dan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, 

kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang be

rupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertang

gungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat 

perangkat daerah. Adapun Pasal 69 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan, 

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 



Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya . . .32

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

RKPD tersebut merupakan dasar penyusunan rancangan APBD, yang sebe

lumnya dijabarkan dalam RKA SKPD. Adapun ketentuan mengenai pokok-

pokok penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan 

Pasal 86 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Ke

uangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bila ditarik ke belakang, 

dalam Pasal 66 disebutkan mengenai asas umum pengelolaan keuangan 

dalam rangka desentralisasi. 

	 Pada tahun 2003 pemerintah menetapkan UU No. 17 Tahun 2003 ten

tang Keuangan Negara Pasal 3 menyebutkan bahwa keuangan negara dike

lola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekono

mis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 

keadilan dan kepatutan. Keuangan negara yang dimaksudkan UU ini terma

suk penerimaan, pengeluaran dan kekayaan daerah. Skema 4.1 memperli

hatkan keterkaitan antar regulasi tersebut diatas.

PP No 58 Tahun 2005 :
Keuangan daerah dikelola secara

tertib, taat pada peraturan
perundang undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab (Pasal 4)

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Hubungan Antar Regulasi Atribut Belanja Berkualitas
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	 Atribut belanja berkualitas juga terkait dengan laporan keuangan peme

rintah daerah. Setahun setelah ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2003, Peme

rintah menetapkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

yang menjadi dasar terbitnya PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuang

an dan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, dalam rangka 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD maka pemerintah daerah wajib 

menyusun dan menyajikan (Pasal 2) yaitu laporan keuangan dan laporan 

kinerja. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pemeriksaan keuangan ne

gara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemerik

saan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut dilakukan 

oleh BPK. 

	 Laporan kinerja pemerintah daerah diatur dalam PP No. 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 17 PP 

tersebut menyebutkan bahwa laporan kinerja berisi laporan mengenai kelu

aran (ouput) dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-

masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 

APBN/APBD. Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan 

isi rencana kerja dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah terkait. 

	 Laporan kinerja disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya 

kepada bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne

gara. Laporan Kinerja tersebut disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bu

lan setelah tahun anggaran berakhir. Belanja berkualitas juga erat kaitannya 

dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diatur dalam PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dae

rah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

kepada masyarakat. Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan 

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyeleng

garaan urusan desentralisasi meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 
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	 Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan hubungan Laporan 

Keuangan, Laporan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

dengan predikat kualitas belanja daerah. Predikat kualitas belanja disini, 

ditentukan oleh hasil penilaian dari masing-masing predikat yang diperoleh 

dari laporan pemerintah daerah. Gambar 4.2. memperlihatkan hubungan 

atribut belanja berkualitas dengan laporan pemerintah daerah.

Tertib 
Taat 

Ekonomis 
Efektif 
Efisien 

Transparan 
Akuntabel 

Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Laporan Kinerja  Instansi 
Pemerintah (LAKIP) 

Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) 

Opini BPK 

Perdikat 
LAKIP 

Perdikat 
LPPD 

Predikat   

Belanja 

Berkualitas 

PP 58/2005 
ttg 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

• PP No 8/2006  ttg 
Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah 

• PP No 3/2007 ttg LPPD, 
LKPJ dan ILPPD 

• Per-BPK No 1/2007 ttg 
SPKN 

• Permen PAN-RB No 
13/2010 ttg Evaluasi LAKIP 

• Permendagri  ttg Evaluasi 
LPPD 

  

Gambar 4.2. Hubungan Laporan Pemerintah Daerah dan Predikat Belanja 

Berkualitas Pemerintah Daerah

4.2.	 Wacana Terkait Belanja Berkualitas 

Isu belanja berkualitas menjadi perhatian para pengambil kebijakan maupun 

politisi. Pada prakteknya, pemahaman mengenai belanja berkualitas dari wa

cana yang berkembang digunakan dengan atribut yang berbeda-beda. 

	 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida 

Salsiah Alisjahbana, mengaitkan belanja berkualitas dengan dua hal: 1) fokus 

alokasi pada prioritas; 2) meningkatkan efisiensi belanja1. Pada kesempatan 

1	 Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. 2007. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 
2008: Meningkatkan Kualitas Belanja Kementerian/Lembaga. Konferensi Pers pada kamis 16 
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lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga berpendapat bahwa meningkatkan 

kualitas belanja merupakan salah satu cara menghadapi ancaman krisis du

nia. Belanja yang berkualitas menurutnya terkait dengan pencapaian indikator 

kinerja, dimana saat ini tengah dilakukan penyederhanaan kuantitas indikator 

kinerja sebagai bagian dari upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. 

Perbaikan belanja berkualitas menurutnya dapat dicapai melalui linking 

performance evaluation to budgeting2. 

	 Lebih tajam lagi Direktur Eksekutif Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, 

berpendapat bahwa untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global 

saat ini, Pemerintah Indonesia harus memperbaiki kualitas pengeluaran. Sri 

Mulyani menjelaskan, ada tiga hal terkait belanja berikualitas: 1) pengeluaran 

pemerintah harus diprioritaskan untuk kegiatan yang produktif. Ia mencon

tohkan infrastruktur, karena tak hanya memperbaiki kualitas pertumbuhan 

tetapi juga menciptakan keberlanjutan dari pertumbuhan itu sendiri. 2) fokus 

pada progran pengentasan kemiskinan. Penajaman kebijakan bukan hanya 

secara global tetapi lebih pada tindakan langsung yang dapat menyelesaikan 

permasalahan itu. 3) arah kebijakan pemerintah dalam melakukan kegiatan 

ekonomi yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi pen

ting karena hasilnya nanti dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi3.

	 Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel menyoroti empat hal 

terkait dengan kualitas belanja yang optimal: 1) desain ulang kebijakan 

subsidi energi yang lebih efektif dan efesien. 2) prioritas dan memperbesar 

belanja modal terutama untuk proyek infrastruktur yang mendukung MP3EI 

dan MP3KI. Belanja pegawai diminimalisir dengan memperbaiki sistem pe

ngelolaan dan kesejahteraan pegawai negeri dan pensiun; 3) peningkatan 

belanja negara untuk bantuan sosial dalam mewujudkan jaring pengaman 

sosial. 4) penerapan reward/punishment dalam penyerapan dan penggunaan 

anggaran di Kementrian dan Lembaga agar tidak menumpuk di kuartal ke 

empat4. 

Agustus 2007 di Departemen Keuangan.
2	 Optimalisasi Kualitas Belanja. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan. Senin 5 Desember 2011. 
3	 Kualitas Belanja, Kunci Redam Krisis Global. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/335034-kunci-

meredam-krisis-global-dari-sri-mulyani.
4	 Pemerintah Harus Tingkatkan Quality Spending Belanja Negara. http://www.transparansi.or.id/2012/08/

pemerintah-harus-tingkatkan-quality-spending-belanja-negara/
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	 Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro

krasi (MenPAN-RB), Azwar Abubakar, berpendapat belanja berkualitas terkait 

dengan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

serta diperlihatkan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, K/L/pemda se

perti raihan opini WTP dari BPK, instansi yang LAKIP-nya bagus, dan menu

runnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)5.

	 Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro, 

mengungkapkan bahwa dalam upaya memperbaiki belanja berkualitas, pe

merintah menjaga agar subsidi energi tidak tumbuh terlalu tinggi6. Alokasi 

belanja subsidi energi yang tinggi berarti mengurangi alokasi belanja untuk 

prioritas pembangunan lain seperti pembangunan infrastruktur, meningkatkan 

pelayanan publik, pengentasan kemiskinan atau menciptakan lapangan kerja. 

Media massa menggunakan istilah kualitas belanja dalam konteks lain lagi. 

Misalnya, dengan menggunakan data realisasi belanja yang dikemukakan oleh 

Dirjen Perbendaharaan Negara, Heri Purnomo, dimana belanja modal dalam 

semester pertama tahun anggaran 2010 baru mencapai 16,4%. Rendahnya 

penyerapan belanja modal tersebut digunakan sebagai dasar penilaian kuali

tas belanja pemerintah7. Belanja berkualitas juga dikaitkan dengan kualitas 

penyerapan anggaran8. Penggunaan sistem baru dalam pengelolaan keuang

an negara yakni Sistem Perbendaharaan dan Anggara Negara (SPAN) memper

mudah proses pencairan anggaran proyek sehingga proyek tidak dilakukan 

secara terburu-buru. Selaras dengan pendapat tersebut, Kepala Badan Kebi

jakan Fiskal, pada kesempatan lain juga menyoroti belanja berkualitas dari 

aspek penyerapan belanja9.

	 Berdasarkan berbagai review regulasi belanja berkualitas dan wacana 

yang berkembang di publik, dapat ditarik benang merah penggunaan indi

kator kualitas belanja sebagai berikut. 

5	 Tingkatkan Kualitas Belanja, Daerah didorong Gandeng Kemendagri. http://www.jpnn.com/
read/2013/03/13/162390/Tingkatkan-Kualitas-Belanja,-Daerah-Didorong-Gandeng-Kemendagri-#

6	 R-APBN 2013 Fokus Pada Kualitas Belanja. Bisnis Indonesia 30 Juli 2012.
7	 Kualitas Belanja Pemerintah Turun. Bisnis Indonesia, 22 Juni 2010.
8	 Pencairan APBN Dipercepat. Kompas, 27 Desember 2012.
9	 Kualitas Belanja Dinilai Membaik. Bisnis Indonesia, 22 Mei 2011
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1)	 Ketepatan waktu penetapan APBD.

2)	 Realisasi belanja sesuai jadwal rencana. 

3)	 Realisasi pendapatan sesuai jadwal rencana. 

4)	 Disiplin terhadap program prioritas Pemda.

5)	 Opini BPK atas laporan keuangan Pemda. 

6)	 Pertanggungjawabannya. 

7)	 Transparansinya. 

8)	 Alokasi belanja modal yang meningkat. 

9)	 Belanja subsidi yang tepat sasaran dan efisien. 

10)	 Porsi belanja pegawai < 50%.

11)	 Belanja yang ekonomis (efisien). 

12)	 Belanja yang efektif.

4.3.	 Keterkaitan Atribut dan Indikator Belanja 
Berkualitas 

Dua belas indikator belanja berkualitas tersebut selanjutnya dapat dikelom

pokkan kedalam 5 atribut belanja berkualitas (Latent Variable), yaitu: 1) Pri

oritas Belanja Daerah; 2) Ketepatan Alokasi Belanja; 3) Ketepatan Waktu; 4) 

Akuntabilitas dan Transparansi , dan 5) Efektivitas dan efisiensi belanja (Cost 

efficiency and effectiveness). Keterkaitannya seperti ditunjukkan melalui 

Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4. Keterkaitan antar Atribut dan Indikator Belanja Berkualitas 
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	 Gambar 4.4. memperlihatkan bahwa variabel prioritas belanja daerah 

menggunakan indikator disiplin terhadap program prioritas Pemda. Untuk 

variabel ketepatan alokasi belanja dengan indikator alokasi belanja modal, 

alokasi belanja subsidi-hibah-dan bansos, serta alokasi belanja pegawai. 

Variabel ketepatan waktu mencakup 3 indikator yakni tepat waktu penetapan 

APBD, tepat waktu realisasi belanja, tepat waktu realisasi pendapatan. Ada

pun variabel akuntabilitas dan transparansi mempunyai indikator opini BPK 

terhadap laporan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diak

ses publik. Variabel efektivitas dan efisiensi belanja indikatornya terdiri atas 

ekonomis/efisiensi, dan efektivitas. 

	 Kelima latent variable tersebut secara kualitatif saling terkait. Keterkait

annya dapat dijelaskan pada bahasan berikut. Sesuai dengan “nature”nya, 

anggaran merupakan sesuatu yang terbatas. Oleh sebab itu setiap peren

canaan dan penganggaran atas sebuah program dan kegiatan akan bermuara 

pada keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran tersebut memunculkan 

“urutan pilihan” atau prioritas. Dalam bahasa manajemen keuangan hal ter

sebut dikenal sebagai “capital rationing”. Belanja berkualitas tentu akan 

menempatkan atribut prioritas untuk dilaksanakan dengan disiplin tinggi. 

Kedisiplinan yang tinggi terhadap prioritas akan menentukan ketepatan alo

kasi anggaran seperti yang ditunjukkan oleh indikator besaran alokasi belanja 

modal, alokasi belanja subsidi, hibah dan bansos, serta belanja pegawai. Jadi 

ketepatan alokasi merupakan salah satu atribut kualitas belanja. Selanjutnya, 

prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik, dan kemudian dianggarkan 

tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, dan 

demikian pula jika realisasi belanja maupun pendapatan tidak tepat waktu. 

Jadi atribut ketepatan waktu merupakan hal yang tidak kalah penting dalam 

belanja yang berkualitas. Lebih jauh, belanja yang berkualitas dapat dipahami 

dengan jelas bahwa belanja tersebut memenuhi konsep 3 E’s (Ekonomi, 

Efisien, dan Efektif). Untuk itu, maka atribut tersebut haruslah sejalan atau 

didukung dengan atribut ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja. 

Selain itu, pastilah tuntutan atas belanja pemerintah yang dikelola harus 

transparan dan akuntabel atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas belanja 

yang dilakukan. Jadi atribut transparansi dan akuntabilitas dapat dipahami 

sebagai salah satu atribut pada kualitas belanja. 
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4.4.	 Definisi Belanja Berkualitas

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja berkualitas ada

lah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan dae­

rah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan 

dan akuntabel.

	 Pernyataan prioritas daerah dapat saja berbeda, antara satu daerah de

ngan daerah lain. Namun esensi prioritas daerah, seperti tertuang dalam visi-

misi daerah, adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintah daerah, 

yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pening

katan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pening

katan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peme

rataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini sesuai dengan arah penye

lenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 

Tahun 2004.

	 Pencapaian prioritas daerah tentu akan dihadapkan dengan kendala 

keterbatasan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya keuangan. 

Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan perlu dilakukan dalam prinsip value 

for money yaitu dilaksanakan secara efisien, ekonomis dan efektif (3E’s) da

lam kerangka waktu yang tepat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan 

daerah untuk menghasilkan belanja berkualitas dilakukan dalam perspektif 

new public management yang menekankan pentingnya aspek akuntabilitas 

dan transparansi. Definisi belanja berkualitas ini memberikan pedoman bagi 

pengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah mengenai bagaimana 

standar penilaian belanja berkualitas hendak disusun dan diwujudkan dalam 

pengelolaan keuangan di daerah.

4.5.	 Review Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana ditekankan diatas, belanja berkualitas erat kaitannya dengan 

pola pengelolaan keuangan daerah (PKD). Pola PKD diatur dalam regulasi PP 

No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Pasal 3 PP 

No. 58 Tahun 2005 menyebutkan 19 aspek PKD, dimana review ini hanya 

difokuskan pada tahap perencanaan dan penganggaran yakni: 1) Pejabat-
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pejabat yang mengelola keuangan daerah; 2) Struktur APBD; 3) penyusunan 

RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; 4) penyusunan dan penetapan APBD.

	 Aspek pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah diatur dalam 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 13. Aspek struktur APBD yang meliputi belanja, 

pendapatan dan pembiayaan yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 

Pasal 20. Aspek penyusunan rancangan anggaran yang dimulai dari hubungan 

RKPD dengan KUA, PPAS dan RKA-SKPD yang diatur dalam Pasal 33 sampai 

dengan Pasal 42. Aspek penyusunan dan penetapan APBD mulai dari penyi

apan RAPBD, pembahasan RAPBD, evaluasi RAPBD dan penjabaran APBD 

yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 54. 

	 Disamping itu terdapat aspek-aspek lain yang terkait dengan perencanaan 

anggaran yang juga dikaji dalam penelitian ini seperti aspek pelaksanaan 

APBD, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta kebi

jakan dana transfer. Secara keseluruhan, berdasarkan regulasi PKD aspek dan 

variabel perencanaan dan penganggaran yang menjadi topik kajian penelitian 

ini disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.  
Aspek dan Variabel Perencanaan dan Penganggaran 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dikaji

 Aspek Variabel 

1 Jabatan PKD 1) Strukur; 2) Tupoksi; 3) Jenis; 
4) Mekanisme Kerja; 5) Kapasitas SDM 

2 Struktur APBD 1) Pendapatan; 2) Belanja; 3) Pembiayaan 

3 Penyusunan Rencana 1) Penyusunan RKPD; 2) KUA-PPAS; 3) RKA-SKPD 

4 Penyusunan Dan 
Penetapan APBD 

1) Penyiapan RAPBD; 2) Pembahasan RAPBD; 3) 
Evaluasi RAPBD; 4) Penjabaran APBD 

5 
Aspek Lainnya 1) Pelaksanaan APBD; 2) Penatausahaan;

3) Pelaporan; 4) 5) Pembinaan dan Pengawasan; 
6) Kebijakan Dana Transfer.
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4.6. Rangkuman

Secara normatif atribut belanja berkualitas telah disebutkan dalam Pasal 4 

ayat 1 PP No. 58 Tahun 2005 yang berbunyi “keuangan daerah dikelola secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ketentuan ini menjadi amanat 

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Bila dirunut kebelakang, 

norma ini serupa dengan azas keuangan negara seperti diatur dalam UU No. 

17 Tahun 2003.

	 Isu belanja berkualitas terus berkembang menjadi wacana publik. Ter

identifikasi dua belas indikator terkait belanja berkualitas, yaitu: 1) Ketepatan 

waktu penetapan APBD; 2) Realisasi belanja sesuai jadwal rencana; 3) Realisasi 

pendapatan sesuai jadwal rencana; 4) Disiplin terhadap program prioritas 

Pemda; 5) Opini BPK atas laporan keuangan Pemda; 6) Pertanggungjawabannya; 

7) Transparansinya; 8) Alokasi belanja modal yang meningkat; 9) Belanja 

subsidi yang tepat sasaran dan efisien; 10) Porsi belanja pegawai < 50%; 11) 

Belanja yang ekonomis (efisien), dan 12) Belanja yang efektif. Kedua belas 

indikator tersebut (measured variable) dapat dikelompokkan dalam lima 

atribut (latent variable) belanja berkualitas, yaitu: 1) prioritas belanja; 2) ke

tepatan alokasi belanja; 3) ketepatan waktu; 4) transparansi dan akuntabilitas; 

5) efektivitas dan efisiensi belanja. Atribut tersebut memiliki keterkaitan satu 

dengan yang lain dalam membentuk belanja berkualitas. Disimpulkan definisi 

belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan 

prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efek­

tif, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

	 PP No. 58 Tahun 2005 menjabarkan aspek-aspek penting perencanaan 

dan penganggaran PKD, terdapat empat aspek yang terkait dengan masalah 

penelitian yaitu: 1) Jabatan PKD; 2) Struktur APBD; 3) Penyusunan rencana; 

4) Penyusunan dan penetapan APBD. Aspek tersebut menjadi fokus kajian ini 

ditambah dengan satu aspek lainnya. Aspek-aspek tersebut diduga mempe

ngaruhi belanja berkualitas di daerah.
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Hasil Fgd  
dan Pembahasan

FGD dilaksanakan di 8 lokasi daerah sampel, yang diikuti oleh 86 orang 

terdiri 45 orang berasal dari unsur kabupaten/kota dan 41 dari unsur 

provinsi. Hasil FGD selanjutnya diolah untuk diperoleh informasi peni

laian atribut belanja berkualitas, urutan indikator belanja berkualitas dan 

identifikasi masalah regulasi. Secara lengkap hasil identifikasi dan klasifikasi 

permasalahan regulasi PKD berdasarkan hasil notulensi FGD daerah sampel 

disertakan pada Lampiran-1. 

5.1.	 Deskripsi Penilaian dan Urutan Indikator Belanja 
Berkualitas

Setelah indikator belanja berkualitas dirumuskan dan digambarkan hubungan 

keterkaitan antara atribut dan indikatornya, informasi tersebut selanjutnya 

disampaikan kepada responden. Responden selanjutnya melakukan penilaian 

terhadap atribut dan indikator belanja berkualitas dan memberikan penilaian 

mengenai urutannya. Hasil penilaian tersebut dibahas sebagai berikut. 

5
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5.1.1.	 Deskripsi Penilaian Atribut Belanja Berkualitas

Secara umum belanja kualitas dengan atribut dan indikator serta saling ke

terkaitannya yang dikemukakan di Bab 4 dapat dipahami dan disetujui oleh 

peserta FGD. Hal yang perlu diperhatikan tentang atribut-atribut tersebut 

adalah bahwa adanya saling keterkaitan antara atribut tersebut. Dalam FGD, 

peserta dibebaskan mengungkapkan pengalaman di pemdanya masing-ma

sing tentang penerapan atribut dimaksud. Atas dasar pemahaman tersebut 

maka akan lebih memudahkan para responden menilai belanja berkualitas 

di daerah mereka. 

Atribut Prioritas Daerah

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa belanja berkualitas dimulai dengan 

perencanaan dan penganggaran. Dalam kaitan ini, perencanaan akan sangat 

terkait dengan prioritas bila sudah akan sampai ke penganggaran. Oleh se

bab itu prioritas daerah dapat dipahami menjadi atribut belanja berkualitas 

daerah. Hasil penilaian responden terhadap kedisplinan terhadap prioritas 

daerah berdasarkan pengalaman di daerah masing-masing seperti ditunjukkan 

pada Gambar 5.1. Analisis terhadap penilain respon dibuat dalam dua kate

gori: disiplin dan tidak disiplin.

Gambar 5.1. Persentase Penilaian Ketidakdisiplinan  

terhadap Prioritas Belanja Pemerintah Daerah 
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	 Gambar 5.1. memperlihatkan penilaian responden bahwa paling sedikit 

6,67% pemerintah daerah kabupaten/kota tidak disiplin dalam merencanakan 

dan menganggarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas daerah. 

Di tingkat provinsi, hasilnya relatif tidak berbeda yakni sekitar 7,32% belum 

disiplin. Ketidakdisiplinan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

FGD lebih banyak diakibatkan oleh “faktor politik,” khususnya dari “keinginan” 

anggota DPRD atas nama konstituen yang memunculkan program atau kegi

atan di luar yang sudah direncanakan. Jadi jelas penilaian kedisiplinan pada 

prioritas daerah ini merupakan hal yang cukup meyakinkan dalam menilai 

kualitas belanja daerah.

	 Pentingnya atribut prioritas daerah ditunjukkan oleh alokasi belanja di 

Kabupaten Badung dan Kabupaten Belitung. Kedua daerah tersebut memprio

ritaskan sektor pariwisata sebagai leading sektor pembangunan daerah. Ang

garan pun dialokasikan secara memadai untuk mendukung kegiatan-kegiatan 

pengembangan kepariwisataan seperti promosi, pembangunan sarana-pra

sarana hingga penyiapan sumber daya manusia. Bahkan Kabupaten Badung 

menyisihkan 10% penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran yang diperolehnya 

untuk dibagikan ke provinsi dan kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Bali un

tuk menunjang pengembangan sektor pariwisata. Demikian pula Kabupaten 

Belitung, mengalokasikan anggaran yang besar dalam rangka membangun 

destinasi wisata yang semakin terkenal sejak pemutaran Film Laskar Pelangi. 

Disiplin terhadap prioritas daerah telah memberikan gambaran kedua daerah 

berkualitas dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. 

Atribut Ketepatan Alokasi Belanja

Atribut aloksi belanja pada saat FGD mendapat perhatian yang cukup intens 

oleh para peserta. Hal ini terutama pada indikator alokasi belanja modal dan 

alokasi belanja pegawai. Peserta mempersoalkan hal ini karena akan lebih 

banyak terkait dengan persoalan mereka. Untuk belanja hibah dan bansos, 

indikator tersebut banyak dikaitkan dengan kepentingan elit politik, baik di 

eksekutif maupun di legislatif. 

	 Hasil kuisioner menunjukkan bahwa 31,12% responden di kabupaten/

kota berpendapat, alokasi belanja modal di Pemdanya tidak meningkat. 

Angka indikator ini di tingkat provinsi menunjukkan 34,15%, yang berarti 
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tidak berbeda jauh dengan tingkat kabupaten/kota. Hasil penilaian untuk 

indikator belanja pegawai, terdapat 44,44% responden kabupaten/kota me

nyatakan bila porsi belanja pegawai kurang dari 50% tidak dapat dipenuhi. 

Untuk di tingkat provinsi terdapat 24,39% dan secara keseluruhan 34,88% 

responden menyatakan ketidak terpenuhinya indikator tersebut. Dari hasil 

FGD ini jelas dikemukakan bahwa adanya pegawai yang jumlahnya besar di 

kabupaten/kota yakni guru menyebabkan alokasi anggaran untuk belanja 

pegawai tidak mungkin dibawah 50%. Di tingkat provinsi masalah guru tidak 

menonjol. Untuk penilaian terhadap indikator belanja hibah, bansos dan 

subsidi yang tepat sasaran dan efisien penilaian responden di tingkat kabu

paten/kota terdapat 6,82%, dan di tingkat Provinsi sebesar 16,67% dan kese

luruhan 11,25. Hal ini juga dapat dimengerti pada saat FGD bahwa di tingkat 

provinsi, cakupan bantuan jauh lebih luas daripada di tingkat kabupaten/

kota. Dalam hal alokasi belanja modal, terdapat 32,56% alokasi belanja mo

dal tidak dapat ditingkatkan mengingat kondisi dan prioritas daerah berbeda-

beda. Bagi daerah dengan kondisi infrastruktur belum memadai dapat saja 

alokasi belanja modal terus meningkat dengan catatan tersedia anggaran 

yang memadai, namun bagi daerah dengan kondisi infrastruktur yang telah 

memadai seperti Kabupaten Badung dan Provinsi DIY maka biaya pemeliharaan 

yang akan lebih tinggi. Hasil penilaian indikator ketepatan alokasi belanja 

daerah disajikan melalui Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Persentase Penilaian Ketidaktepatan Alokasi Belanja Daerah
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Atribut Ketepatan Waktu

Terdapat 3 indikator pada atribut ini. Ketiga indikator tersebut adalah kete

patan waktu penetapan APBD, ketepatan realisasi belanja, dan ketepatan 

waktu realisasi pendapatan. Hasil penilaian dari para responden untuk indi

kator ketepatan waktu penetapan APBD di tingkat kabupaten/kota menun

jukan 20% tidak tepat waktu, sedangkan di tingkat Provinsi 9,76% dan secara 

keseluruhan sekurang-kurangnya 15,11% daerah tidak tepat waktu dalam 

penetapan APBD. Penilaian responden untuk indikator ini seperti terlihat di 

Gambar 5.3. Dalam FGD dapat ditarik kesimpulan terkait hal ini bahwa di ting

kat kabupaten/kota tentu saja lebih tidak tepat waktu, karena di kabupaten/

kota ada kecenderungan masih menunggu informasi dari APBD provinsi 

untuk penyusunan APBD kabupaten/kota. Padahal dalam aturannya periode 

penyusunan dan penetapan APBD tidak ada perbedaan, sementara APBD 

kabupaten/kota harus dievaluasi oleh provinsi.

	 Untuk indikator ketepatan realisasi belanja responden di kabupaten/

kota menyatakan bahwa 15,56% tidak tepat realisasi belanjanya. Di tingkat 

provinsi angka tersebut menunjukkan sebesar 17,07% dan secara keseluruhan 

16,28%. Jadi, hampir tidak ada perbedaan pendapat pada ketepatan realisasi 

belanja ini untuk provinsi dan kabupaten/kota. Untuk indikator ketepatan 

realisasi pendapatan ada perbedaan antara hasil pendapat responden di 

kabupaten/kota dengan provinsi. Angkanya adalah 13,33% di tingkat kabu

paten/kota, dan 4,88% di provinsi. Jadi di tingkat kabupaten/kota lebih tidak 

tepat waktu dari pada di provinsi untuk realisasi belanja. Ini tentu saja terkait 

dengan ketepatan penetapan APBD. Hal ini dapat dipahami karena di kabu

paten/kota jenis pendapatan seperti dari pajak daerah lebih banyak jenisnya 

daripada di provinsi. Masalah ketidak tepatan waktu ini erat kaitannya 

dengan lamanya proses pembahasan anggaran, juklak/juknis yang terlambat 

atau sering berubah dan keterlambatan informasi tentang pendapatan 

daerah. Secara ringkas penilaian ini disajikan melalui Gambar 5.3.
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Gambar 5.3. Persentase Penilaian Ketidaktepatan Waktu  

Pengelolaan Keuangan Daerah

Atribut Akuntabilitas dan Transparansi

Untuk atribut akuntabilitas dan transparansi terdapat 3 indikator di dalamnya, 

yaitu opini BPK, pertanggungjawaban dan transparansi. Indikator pertama 

adalah opini BPK. Responden di Kabupaten/Kota berpendapat bahwa 8,89% 

opini BPK yang diperoleh pemerintah daerahnya kurang baik, sedangkan 

12,20% untuk responden tingkat di Provinsi, dan 10,47% secara keseluruhan. 

Jadi sebagian responden tampaknya masih meragukan kualitas belanja dae

rahnya dilihat dari opini. 

	 Indikator kedua yakni pengelolaan APBD yang dapat dipertanggung

jawabkan. Responden di kabupaten/kota berpendapat 9,09% belum dapat 

dipertanggungjawabkan. Di tingkat Provinsi, angka tersebut menunjukkan 

10% dan secara keseluruhan 9,52%. Jadi, hasil tersebut menunjukkan relatif 

tidak beda penilaian responden Kabupaten/Kota dengan Provinsi dalam hal 

pertanggungjawaban APBD. Dapat dikatakan setidaknya sekitar 9,52% res

ponden masih meragukan pertanggungjawaban keuangan daerahnya, yang 

pada gilirannya meragukan kualitas belanja daerahnya. Indikator ketiga yakni 

Dapat Diakses Publik menunjukkan hasil pendapat responden di tingkat 

Kabupaten/Kota adalah 4,45%, dan di tingkat provinsi 9,76% atau keseluruhan 

6,98%, informasi anggaran tidak dapat diakses publik. Hal ini dapat menun
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jukkan bahwa tingkat aksesibiltas di Provinsi lebih rendah dari pada 

Kabupaten/Kota. Hasil penilaian responden terhadap indikator ini disajikan 

melalui Gambar 5.4.

Gambar 5.4. Persentase Penilaian Belanja Daerah  

yang Tidak Akuntabel dan Tidak Transparan

	 Ketiga indikator tersebut jika dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas 

Belanja dapat berarti bahwa bila akuntabilitas dan transparansi masih ada 

yang meragukan maka tingkat efisiensi dan efektivitas belanja akan rendah. 

Pada gilirannya dapat diartikan kualitas belanja juga rendah. 

Atribut Efektivitas dan Efisiensi Belanja 

Atribut ini merupakan atribut yang lebih dapat dipahami, karena efisiensi 

dan efektivitas belanja lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Efisiensi disini 

disamakan dengan pengertian ekonomis belanja dipahami sebagai peng

hematan atas realisasi belanja untuk mencapai prioritas pembangunan dae

rah. Dalam pemahaman tersebut, secara keseluruhan hanya 3,57% responden 

menilai bahwa belanja dilakukan secara tidak efisien, sedangkan dari respon

den kabupaten/kota seluruhnya menilai bahwa anggaran telah dibelanjakan 

secara ekonomis atau efisien. Adapun responden provinsi memperlihatkan 
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penilaian lebih tinggi (7,7%) yang menyatakan belanja daerahnya tidak 

ekonomis. 

	 Efektivitas belanja dipahami sebagai kegunaan output dari kegiatan. 

Contoh riil yang diperoleh dari FGD adalah pembangunan “Jembatan 

Abunawas”, yaitu sebuah pembangunan jembatan yang telah berhasil 

dibangun tapi tidak digunakan, karena belum dipersiapkan jalan atas jem

batan tersebut. Demikian pula dijumpai “Pasar Keliru”, dimana pasar yang 

dibangun selanjutnya tidak digunakan karena masyaraat menilai keliru tem

pat dibangunnya. Dari hasil analisis kuisioner, di tingkat kabupaten/kota ha

nya sekitar 2,22% responden menyatakan tidak efektif, sedangkan di tingkat 

provinsi lebih tinggi memberikan penilaian ketidakefektifan belanja (7,90%). 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan penilaian ketidakefektifan belanja 

daerah minimal 4,82%. 

	 Berdasarkan penilaian kedua indikator efektivitas dan efisiensi belanja 

ini, dapat dipahami bahwa bagi pemerintah daerah memang efektivitas be

lanja lebih menjadi masalah daripada efisiensinya. Jadi, pada atribut efisiensi 

dan efektivitas ini indikator efektivitas merupakan hal yang dominan dalam 

menilai kualitas belanja daerah. Secara ringkas penilaian responden disajikan 

melalui Gambar 5.5. 

Gambar 5.5. Persentase Penilaian Belanja Daerah  

yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien
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5.1.2.	 Urutan Indikator Belanja Berkualitas 

Disamping memberikan penilaian terhadap indikator belanja berkualitas, res

ponden juga diminta untuk memberikan penilaian urutan indikator kualitas 

belanja. Hasil analisis penilaian responden memberikan penilaian urutan 

indikator belanja berkualitas seperti terlihat pada Tabel 5.1. Secara teoritis 

belanja berkualitas dimulai dari berkualitasnya perencanaan dan pengang

garan yakni penentuan prioritas pembangunan daerah. Namun berkembang

nya pandangan bahwa belanja daerah saat ini kurang berkualitas menemukan 

pembenarannya, karena berdasarkan hasil penilaian responden di daerah 

penelitian, urutan pertama yang menentukan kualitas belanja bagi pemda 

adalah “opini BPK”. Padahal indikator “opini BPK” tersebut merupakan hilir 

dari proses perencanaan dan penganggaran, dimana hulunya adalah penen

tuan prioritas belanja daerah. Fakta ini merupakan temuan yang sangat ber

harga dari penelitian ini.

	 Oleh sebab itu dalam penilaian terhadap belanja berkualitas harus di

utamakan pada hulu perencanaan dan penganggaran. Reward yang diberikan 

atas kualitas perencanaan dan penganggaran daerah (seperti Penghargaan 

Pangripta Nusantara Pratama) tidak lebih dikenal masyarakat daripada opini 

BPK. Bahkan Kementerian Keuangan-pun hanya memberikan penghargaan 

kepada daerah berdasarkan opini BPK atas laporan keuangan. Hanya saja 

disiplin terhadap prioritas daerah tersebut banyak mendapat gangguan 

dalam pelaksanaan. Gangguan tersebut dapat bersumber dari belum paham

nya masyarakat terhadap mekanisme perencanaan dan penganggaran publik, 

sehingga masyarakat (dan DPRD) hanya memikirkan kepentingannya sendiri 

sedangkan pemerintah daerah melihat dalam cakupan yang lebih luas. 

Tabel 5.1.  
Penilaian Urutan Indikator Belanja Berkualitas 

KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA+
PROVINSI

Opini BPK 1 Opini BPK 1 Opini BPK 1

Pertanggung
jawaban 2 Belanja ekonomis/

efisien 2 Pertanggung
jawaban 2
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KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA+
PROVINSI

Disiplin prioritas 3 Porsi blj pegawai 3 Disiplin prioritas 3

Transparansi 4 Alokasi blj modal 4 Transparansi 4

Realisasi belanja 6 Transparansi 5 Belanja Efekif 5

Ketepatan APBD 7 Pertanggung
jawaban 6 Realisasi belanja 6

Alokasi blj modal 8 Ketepatan APBD 7 Alokasi blj modal 8

Belanja ekonomis/
efisien 9 Belanja Efekif 8 Ketepatan APBD 7

Realisasi 
pendapatan 11 Disiplin prioritas 9 Belanja ekonomis/

efisien 9

Porsi blj pegawai 11 Realisasi belanja 10 Realisasi 
pendapatan 11

Belanja subsidi 12 Realisasi 
pendapatan 11 Porsi blj pegawai 11

Belanja Efekif 12 Belanja subsidi 12 Belanja subsidi 12

	 Proses penganggaran dan perencanaan prioritas daerah ini membutuhkan 

waktu untuk dipahami (melalui pendidikan) oleh masyarakat dan stakeholder 

pembangunan. Dalam jangka pendek ada daerah yang menerapkan proses 

politik agar perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas pemba

ngunan daerah. 

 	 Pembinaan terhadap kualitas belanja daerah harus ditekankan pada 

aspek perencanaan dan penganggaran, yaitu kemampuan menyusun rencana 

prioritas belanja dan disiplin menjalankan rencana prioritas tersebut. Kesa

lahan konsep pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang telah berkem

bang saat ini agar dapat dikoreksi sesuai teori manajemen keuangan publik 

yang sebenarnya. 

5.2.	 Evaluasi dan Identifikasi Masalah Regulasi PKD 

Esensi pertanyaan kedua penelitian adalah mengidentifikasi masalah regulasi 

yang mempengaruhi belanja berkualitas. Identifikasi masalah regulasi diru

muskan dari hasil FGD dianalisis menjadi: 1) masalah regulasi terkait peren
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canaan dan penganggaran, dan 2) masalah regulasi terkait atribut belanja 

berkualitas.

5.2.1.	 Evaluasi Masalah Regulasi PKD

Evaluasi regulasi PKD berdasarkan hasil analisis kuesioner dan diskusi FGD 

dengan responden. Analisis lebih di tekankan pada informasi dari hasil FGD, 

sedangkan data yang diperoleh melalui kuesioner sebagai informasi pendu

kung saja untuk menguatkan informasi yang di peroleh melalui FGD. 

	 Masalah PKD dibatasi pada lima aspek yaitu: (1) terkait dengan Jabatan 

Pengelolaan Keuangan Daerah, (2), Struktur APBD, (3), Penyusunan Rencana 

Keuangan Daerah, (4), Penyusunan dan Penetapan APBD, serta ( 5), Aspek 

lainnya.

Jabatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mengevaluasi keterkaitan antara regulasi dengan jabatan para penge

lola Keuangan daerah yang akan berdampak kepada kualitas belanja ini, 

terdapat empat indikator yang ingin di gali lebih mendalam yaitu struktur 

PKD, tupoksi PKD, jenis (klasifikasi jabatan PKD), mekanisme atau tata laksana 

kerja PKD serta kapasitas SDM PKD dalam memahami dan menjalankan 

pekerjaan. 

	 Untuk pertanyaan apakah regulasi tentang struktur (susunan jabatan 

tersebut dalam struktur organisasi) untuk jabatan PKD telah mendukung 

belanja yang berkualitas? Adapun jawaban tidak setuju yang di berikan oleh 

responden 6,67% (kabupaten/kota), 2,5% (provinsi), dan secara keseluruhan 

4,7%. Ini menunjukkan bahwa struktur PKD yang ada saat ini belum sepe

nuhnya dapat menjamin kulaitas belanja daerah yang baik. Rangkuman peni

laian responden seperti terlihat melalui Gambar 5.6.
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Gambar 5.6. Penilaian Tidak Setuju Terhadap Regulasi Jabatan PKD  

telah Mendukung Belanja Berkualitas

	 Untuk pertanyaan apakah regulasi tentang tugas pokok dan fungsi 

jabatan PKD telah mendukung belanja yang berkualitas? Sebanyak 13,33% 

responden kab/kota menjawab tidak setuju, 5% responden di Provinsi men

jawab dengan katagori yang sama. Tanpa melihat asal usul responden, per

sentase yang menjawab tidak setuju atas pertanyaan di atas adalah 9,41%. 

Ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan PKD belum dapat 

menjamin terbentuknya kulitas belanja daerah yang baik. Untuk mendukung 

hasil yang diperoleh dalam kuesioner, informasi juga di gali dengan melakukan 

FGD yang menunjukkan bahwa masih terdapat kerancuan tupoksi para PKD 

di daerah. Sebagai contoh misalnya Kedudukan Pengguna Anggaran (PA), 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 

Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan 

barang/jasa di daerah ternyata masih menjadi persoalan besar di kalangan 

aparatur daerah. Adanya perbedaan kriteria dan persyaratan dalam meng

angkat pejabat yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengadaan 

barang/jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, disisi lain pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih menjadi persoalan. 
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	 Adanya PPTK dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang mempunyai fungsi dan 

kedudukan yang hampir sama dengan PPK dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 

masih menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan PPTK yang melaksanakan 

pengadaan barang/jasa. Demikian pula dengan penetapan PPK dan Pejabat 

Pengadaan yang disyaratkan mempunyai sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa dikaitkan dengan PNS yang memegang jabatan karier, sehingga 

bisa saja terjadi konflik internal antar aparatur sebagai akibat adanya pejabat 

yang secara karier lebih tinggi pangkatnya namun dalam pengadaan barang/

jasa tidak bisa bertindak sebagai PPK. Selanjutnya fungsi gubernur sebagai 

wakil Pemerintah pusat di daerah tidak sejalan dengan fungsi PKD, dimana 

tidak simetris antara apa yang diawasi oleh gubernur dan kementerian.

	 Untuk pertanyaan apakah regulasi tentang jenis jabatan pengelola 

keuangan daerah (PKD) yang ada telah mendukung belanja berkualitas? 

Responden yang berasal dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju sebanyak 

4,54%, sedangkan responden dari provinsi menjawab dengan kategori yang 

sama sebanyak 7,50%. Sedangkan tanpa melihat asal-usul daerah, maka 

jumlah persentase yang menjawab tidak setuju adalah 5,95%. Ini juga 

menunjukkan bahwa jenis jabatan dalam PKD belum dapat memberikan 

belanja berkualitas disebabkan karena masih terdapat penafsiran PKD dalam 

regulasi yang ada. Berdasarkan pendalaman dari hasil FGD menunjukkan 

bahwa jenis PKD dipersepsikan dan ditafsirkan secara berbeda. Kedudukan 

Pengguna Anggaran (PA), di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Perpres No. 54 

Tahun 2010 mendefinisikan bahwa Pengguna Anggaran (PA) sebagai adalah 

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran baik di Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada 

Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Definisi ini mengacu pada definisi PA 

dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2004, karena dalam pertimbangan 

Perpres menyebutkan UU No. 1 Tahun 2004. Mengenai siapa yang dapat 

menjadi PA dalam Perpres tersebut tidak disebutkan, sehingga untuk me

nentukan siapa saja yang dapat menjadi PA adalah dengan melihat aturan 

pada UU No. 1 Tahun 2004.

	 Untuk kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), di jelaskan dalam 

pasal 1 Angka 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 mendefinisikan Kuasa Pengguna 

Anggaran sebagai pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan 
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APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Se

bagaimana definisi PA, definisi KPA tersebut mengacu pada definisi KPA 

dalam pasal 1 angka 18 UU No. 1 Tahun 2004. 

	 Mengenai siapa yang dapat menjadi KPA tidak diatur, mengingat bahwa 

definisi KPA adalah pemegang kuasa dari Pengguna Anggaran, karena pe

netapannya berupa pelimpahan wewenang dengan memberi kuasa maka 

siapa saja dapat ditetapkan oleh PA sebagai KPA dengan pertimbangan 

tertentu. Pemilihan siapa yang akan ditetapkan sebagai KPA pada dasarnya 

wewenang dari PA, namun demikian dari hasil FGD terungkap, khusus untuk 

Kepala Unit Kerja pada SKPD yang akan ditetapkan sebagai KPA oleh Kepala 

Daerah harus diusulkan oleh Pengguna Anggaran (dalam hal ini adalah 

Kepala SKPD) berdasarkan pasal 11 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 dan pen

jelasan pasal 5 UU No. 1 Tahun 2004. 

	 Kedudukan KPA harus dilihat sebagai aparatur yang menjalankan kuasa, 

sehingga kewenangan KPA terbatas berdasarkan khusus pada pelimpahan 

kewenangan yang diberikan, dengan demikian ketika KPA ditetapkan dalam 

pengadaan barang/jasa maka kewenangannya pun sesuai dengan kewe

nangan PA sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Di

samping itu juga KPA bukanlah jabatan, baik secara struktural maupun 

fungsional, sehingga pertimbangan dalam pemilihan aparatur yang ditetap

kan sebagai KPA tidak terikat apakah KPA harus pejabat struktural ataupun 

pejabat fungsional. Pertimbangan yang baik dapat berdasarkan pada 

tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban 

kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (3) PP No. 58 Tahun 

2005. Sementara kedudukan PPTK, di jelaskan dalam pasal 1 Angka 16 PP 

No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 

bidang tugasnya. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005, PA/

KPA menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK untuk melaksanakan 

program dan kegiatan, dengan tugas yang telah di tetapkan.

	 Untuk pertanyaan apakah regulasi mengenai mekanisme atau tatalaksana 

kerja (hubungan kerja antar pejabat PKD dan pejabat PKD dengan pejabat 
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struktural SKPD) jabatan PKD mendukung belanja yang berkualitas? Untuk 

pertanyaan ini, responden dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju 

sebanyak 11,36%, sedangkan responden dari provinsi adalah 5%. Jika respon

den digabung keduanya, maka persentase yang menjawab tidak setuju atas 

pertanyaan di atas adalah 8,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme 

atau tatalaksana kerja yang ada saat ini oleh PKD belum optimal memberikan 

kontribusi kepada belanja yang berkualitas di daerah. Ini disebabkan oleh 

karena regulasi yang ada belum mengatur secara tegas hubungan kerja PKD 

provinsi dan kabupaten/kota.

	 Melengkapi analisis, responden juga di tanyakan tentang: apakah regu

lasi tentang kapasitas SDM para pejabat PKD telah mendukung belanja 

berkualitas? Untuk pertanyaan ini, sebanyak 22,72% responden yang berasal 

dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju, dan 12,2% responden yang 

bersal dari pemda provinsi menjawab dengan katagori yang sama. Jika di 

analisis secara keseluruhan diperoleh angka sebanyak 17,64%, responden 

menjawab tidak setuju atas pertanyaan di atas. Kondisi ini menujukkan bah

wa masih belum optimalnya regulasi yang mengatur tentang kapasitas SDM 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang pada gilirannya akan berdampak 

pada belanja yang berkualitas. 

Struktur APBD

Untuk membahas masalah regulasi yang terkait dengan APBD, ada beberapa 

pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam 

baik melalui pengedaran kuesioner maupun melalui FGD. Ketika ditanya 

apakah regulasi yang ada saat ini tentang pendapatan daerah telah sinkron? 

Untuk pertanyaan ini, responden dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju 

sebanyak 25%, sedangkan responden dari pemda provinsi menjawab dengan 

kategori yang sama sebanyak 12,82%. Jika respondennya di gabung (kab/

kota dan provinsi), jawaban tidak setuju sebanyak 18,99%. Kondisi ini meng

gambarkan bahwa regulasi yang berkaitan dengan pendapatan masih belum 

sinkron antara satu dengan yang lain. 

	 Melalui FGD di peroleh informasi yang berkaitan dengan pertanyaan di 

atas antara lain: (a) terjadi ketidaksinkronisan antara ketentuan penyusunan 

APBD dengan pelaporan APBD. Artinya pada saat penyusunan APBD daerah 
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cenderung menggunakan PP No. 58 Tahun 2005, sedangkan saat pelaporan 

APBD, daerah cenderung menggunakan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Stan

dar Akuntansi Pemerintah; (b) Belum optimalnya fungsi Regulasi yang meng

atur tentang hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota secara transparansi; (c) 

Masih terdapat ketidakserasian pemerintah daerah dengan regulasi sektoral 

menyebabkan daerah sulit untuk mengelola petensi pendapatannya. Artinya 

adanya perbedaan antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 26 Tahun 

2007(penataan ruang); serta (d) khusus untuk bidang pendidikan, adanya 

ketidaksinkronan antara ketentuan penyusunan rencana pendapatan dan 

anggaran Sekolah (RAPBS) dengan ketentuan penyusunan APBD, (f) Permen

dagri No. 13 Tahun 2006, tidak mengatur tentang bagi hasil PHR ke kelurahan, 

padahal daerah membutuhkannya. 

	 Berkaitan dengan pertanyaan apakah regulasi belanja daerah telah ada

nya sinkronisasi? Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa, sebanyak 

30,95% responden dari kabupaten/ kota menjawab tidak setuju, sementara 

responden dari pemda provinsi yang menjawab tidak setuju adalah 28,95%. 

Sedangkan jika dilihat dari total responden, maka yang menjawab kategori 

tidak setuju adalah 30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tentang 

belanja masih belum sinkron. 

	 Regulasi belanja yang belum sinkron ini juga di dukung oleh hasil FGD 

yang menujukkan bahwa alokasi belanja daerah masih terdapat regulasi 

yang belum sinergis antara satu dengan yang lainnya. Informasi lengkap 

tentang kondisi tersebut dapat dijelaskan antara lain: (a) Ketentuan regulasi 

tentang struktur APBD yang berkaitan proporsi belanja langsung, belanja 

tidak langsung serta belanja modal belum memadai (Permendagri No. 13 

Tahun 2006), (b) Pengelompokan belanja yang kurang tegas/jelas tentang 

belanja modal dan belanja barang/jasa (pasal 50, 51, 52, 53 dan 54 Per

mendagri No. 13 Tahun 2006), (c) Alokasi belanja modal cenderung menurun 

karena kondisi infrastruktur yang sudah baik. Dalam permendagri No. 37 

Tahun 2012 menyebutkan bahwa alokasi belanja modal minimal 30%, (d) 

Alokasi belanja atas dasar aspirasi DPRD berbenturan dengan kewenangan/

urusan (PP No. 38 Tahun 2007 vs PP No. 58 Tahun 2005), dan (e) terkait de

ngan belanja Bansos dan Hibah, dimana penempatan di belanja tidak lang

sung, namun pada kenyataannya berkaitan langsung dengan kegiatan Pemda 
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dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Disamping itu tidak ada 

aturan yang membatasi besarnya dana bansos, sehingga cenderung di guna

kan untuk menampung aspirasi DPRD (Permendagri No. 32 Tahun 2011 Jo 

Permendagri No. 39 Tahun 2012), serta (f) Penempatan dana PNPM pada 

kelompok belanja tidak langsung (Permendagri No. 37 Tahun 2012 Jo PMK 

No. 168/PMK.07/2009), (g) Pedoman alokasi belanja dalam permendagri ten

tang penyusunan APBD belum sinergis dengan ketentuan Juknis/juklak dari 

K/L, (h) Anggaran tunjangan profesi guru (sertifikasi) di alokasikan/dimasukan 

dalam APBD yang menyebabkan akan menambah porsi belanja pegawai, (i) 

Alokasi anggaran BOS, dimana maksimal 20% dana di alokasikan untuk be

lanja pegawai menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan sekolah. 

Secara ringkas hasil evaluasi responden yang menyatakan ketidaksetujuan 

terhadap regulasi yang ada telah mendukung belanja berkualitas seperti 

terlihat pada Gambar 5.7.

	

Gambar 5.7. Penilaian Tidak Setuju Terhadap Regulasi Struktur APBD  

telah Mendukung Belanja Berkualitas

	 Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembiayaan dae

rah apakah sudah sinkron? Jawaban responden dari kabupaten/kota menja

wab tidak setuju sebanyak 9,76%, sedangkan responden dari Provinsi menja

wab dengan kategori tidak setuju sebanyak 22,22%. Jika responden di ga

bung keduanya, maka angka yang menjawab tidak setuju sebesar 15,58%. 
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Ini memberikan gambaran bahwa regulasi pembiayaan daerah masih belum 

sinkron. Namun yang menarik adalah ketika di tanya melalui FGD, peserta 

tidak ada yang memberikan respon untuk item ini. 

Penyusunan Rencana Anggaran 

Ada tiga aspek yang ingin diperoleh informasi secara mendalam, yaitu regu

lasi tentang penyusunan RKPD untuk mendorong belanja berkualitas; regulasi 

mengenai penyusunan KUA-PPAS; serta regulasi yang terkait dengan RKA-

SKPD. 

	 Untuk pertanyaan apakah regulasi mengenai penyusunan RPKD telah 

mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas? Terhadap 

pertanyaan ini, responden yang berasal dari kabupaten/kota menjawab tidak 

setuju sebanyak 18,61%. Sedangkan responden dari pemda provinsi menja

wab dengan kategori yang sama (tidak setuju) sebanyak 5%. Namun jika 

kedua responden tersebut di gabung, maka persentase yang menjawab tidak 

setuju sebesar 12,05%. Ini mengindikasikan bahwa regulasi penyusunan RKPD 

masih belum dapat mendorong terwujudnya rencana belanja yang berku

alitas. 

	 Kondisi tersebut di dukung oleh hasil FGD yang menunjukkan bahwa 

penyusunan RKPD belum optimal dan belum sinergis. Kondisi ini di tunjukkan 

oleh beberapa fakta antara lain: (a), Ketidakjelasan kewenangan/urusan, me

nyebabkan pusat-daerah saling melempar tanggungjawab. Contoh kewajiban 

alokasi dana pendidikan 20%, menyebabkan pusat-daerah mengurus hal 

yang sama, sehingga menjadi tumpang tindih perencanaan; (b), Kesulitan 

data untuk menyusun RPKD dan adanya ketentuan tentang penetapan RKPD 

kabupaten/kota menunggu penetapan RKPD dari provinsi (Permendagri No. 

54 Tahun 2010, pasal 107(2) dan 129(2)).

	 Sementara itu, untuk pertanyaan: apakah regulasi mengenai penyusunan 

KUA-PPAS telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas? 

Untuk pertanyaan ini, responden kabupaten/kota dan pemda provisi mem

berikan jawaban tidak setuju masing-masing sebesar 17,78%, dan 10,26%. 

Sedangkan jika kedua responden itu digabung, maka angka yang menjawab 

tidak setuju atas pertanyaan di atas adalah sebesar 14,28%. Ini menunjukkan 

bahwa regulasi mengenai penyusunan KUA-PPAS belum dapat sepenuhnya 
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mendorong terciptanya rencana belanja yang berkualitas. Temuan hasil FGD 

mengindikasi kondisi yang sama, dimana penyusunan KUA-PPAS belum cu

kup optimal. Kondisi ini terangkum dalam beberapa fakta antara lain; (a) 

mekanisme penyusunan KUA-PPAS di DPRD terlalu teknis, padahal KUA-PPAS 

seharusnya bersifat umum yang menggambarkan “middle term expenditure” 

(PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya); 

(b) Adanya kesenjangan antara KUA-PPAS dengan RPDP, terkait dengan 

ketersediaan anggaran. BPK melakukan audit dari perencanaan anggaran 

(RKPD) lihat Permendagri No. 54 Tahun 2010. Ringkasan penilaian disajikan 

melalui Gambar 5.8. 

Gambar 5.8. Penilaian Tidak Setuju Terhadap Regulasi Penyusunan Rencana 

Keuangan Daerah telah Mendukung Belanja Berkualitas

	 Jawaban responden untuk pertanyaan: apakah regulasi mengenai pe

nyusunan RKA-SKPD telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang 

berkualitas? Sebanyak 6,82% responden yang berasal dari kabupaten/kota 

menjawab tidak sertuju. Sedangkan responden yang berasal dari Pemda Pro

vinsi menjawab tidak setuju sebanyak 7,70%. Jika dilihat dari total responden 

ternyata sebanyak 7,23% jawaban yang di berikan untuk kategori tidak se

tuju. Angka persentase ini memberikan gambaran bahwa ternyata regulasi 
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tentang penyusunan RKA-SKPD masih belum dapat mendorong terciptanya 

rencana belanja yang berkualitas. 

Penyusunan dan Penetapan APBD 

Pembahasan regulasi yang berhubungan dengan penyususnan dan penetapan 

APBD ini di fokuskan pembahasannya pada empat hal pokok yaitu penyiapan 

Raperda APBD; Pembahasan Raperda APBD; Evaluasi Raperda APBD serta 

penyusunan penjabaran Raperda RAPBD. 

	 Untuk mengetahui apakah regulasi mengenai penyiapan Raperda APBD 

telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas? Dapat di 

jawab dengan melihat respon para responden terhadap pertanyaan tersebut. 

Berdasarkan hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 11,11% 

para responden yang berasal dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju, 

dan hanya 2,63% jawaban yang sama diberikan oleh responden yang berasal 

dari pemda provinsi, dan secara keseluruhan sebesar 7,23%. Kondisi ini mem

berikan gambaran bahwa regulasi tentang penyiapan Raperda APBD belum 

secara optimal mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas. 

Berdasarkan hasil FGD juga menunjukkan bahwa informasi yang sama, di

mana beberapa temuan lapangan menunjukkan antara lain: (a) Pedoman 

penyusunan APBD belum mengatur bagaimana belanja sektoral di daerah 

sehingga harus menunggu juknis dari K/L. Contoh alokasi DAK pendidikan, 

kesehatan, dan kegiatan lainnya (Permendagri VS Juknis K/L); (b) Keterlambatan 

Penepatan APBD di tingkat Provinsi berpengaruh pada penyiapan Raperda 

APBD kab/kota. 

	 Untuk pertanyaan apakah regulasi tentang pembahasan Raperda APBD 

telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas? Responden 

yang berasal dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju sebanyak 11,11%. 

Sedangkan responden yang berasal dari pemda provinsi menjawab dengan 

kategori yang sama yaitu tidak setuju sebanyak 10,53%. Jika dilihat dari total 

responsden, ternyata yang menjawab tidak setuju sebanyak 10,85%. Angka 

persentase ini menunjukkan bahwa ternyata regulasi tentang pembahasan 

Raperda APBD masih belum dapat mendorong terciptanya rencana belanja 

yang berkualitas. Untuk menguatkan hasil ini, juga digali melalui FGD dan 

temuannya adalah sebagai berikut: (a) Kewenangan DPRD yang terlalu 
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dominan dalam pembahasan dan penetapan anggaran ( UU No. 32 Tahun 

2004 vs UU No. 27 Tahun 2009), (b) Waktu penetapan APBD sering terganggu 

dengan agenda politik, (c) Mekanisme pembahasan APBD dan perubahan 

APBD di DPRD terlalu lama waktunya (UU No. 32 Tahun 2004 vs UU No. 27 

Tahun 2009 serta MD3/Susduk, (d) DPRD sering menolak perubahan belanja 

melalui SK parsial sehingga mekanisme pembahasan perubahan belanja aki

bat adanya perubahan juknis memerlukan waktu yang menyebabkan pem

bahasan APBD terlambat. Ringkasan penilaian disajikan melalui Gambar 5.9.

Gambar 5.9. Penilaian Tidak Setuju Terhadap Regulasi Penyusunan  

dan Penetapan APBD telah Mendukung Belanja Berkualitas

	 Selanjutnya, untuk membahas apakah regulasi mengenai evaluasi Ra

perda APBD telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas? 

Terhadap pertanyaan ini, responden yang berasal dari kabupaten/kota men

jawab tidak setuju sebanyak 9,30%. Dengan pertayaan yang sama, responden 

dari pemda provinsi menjawab kategori tidak setuju sebanyak 2,63%. Ini 

menunjukkan bahwa ternyata regulasi tentang evaluasi Raperda APBD belum 

cukup baik dalam rangka mendorong terwujudnya rencana belanja yang 

berkualitas. Berdasarkan hasil FGD menunjukkan bahwa: (a) Adanya polemik 

dalam mengevaluasi APBD antara proporsi belanja langsung dan belanja 
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tidak langsung; (b) Ada kasus di Riau, dimana evalusi dari Kemendagri yang 

membatalkan alokasi belanja pendidikan karena dianggap di luar kewenangan 

provinsi, padahal kegiatan tersebut di usulkan oleh DPRD (PP No. 38 Tahun 

2007 vs PP No. 58 Tahun 2005).

	 Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan apakah regulasi mengenai 

penyusunan penjabaran Raperda APBD telah mendorong terwujudnya ren

cana belanja yang berkualitas? Berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan 

bahwa responden yang bersal dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju 

sebanyak 4,76%, sedangkan responden dari pemda provinsi menjawab de

ngan katagori yang sama adalah sebebanyak 7,90%. Sementara jika respon

den digabung, maka yang menjawab tidak setuju adalah 6,26%. Kondisi ini 

memberikan gambaran bahwa regulasi mengenai penyusunan penjabaran 

Raperda APBD masih belum berjalan dengan baik dalam rangka mendorong 

terwujudnya rencana belanja yang berkualitas. Ketika didalami pertanyaan 

yang sama melalui FGD tidak memberikan informasi tentang item ini.

Evaluasi Aspek lainnya

Dalam aspek ini, pembahasan difokuskan pada pelaksanaan APBD, Panata

usahaan APBD, Pelaporan APBD, Pembinaan dan pengawasan APBD serta 

yang berkaitan dengan kebijakan dana transfer. 

	 Pelaksanaan APBD yang tepat waktu akan dapat mendorong terciptanya 

rencana belanja yang berkualitas. Untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan itu, kepada respoden diajukan pertanyaan: apakah regulasi mengenai 

pelaksanaan APBD telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang 

berkualitas. Terhadap pertanyaan ini, responden yang berasal dari kabupaten/

kota menjawab tidak setuju sebanyak 6,98%, dan sebanyak 11,11% dijawab 

oleh pemda provinsi dengan kategori yang sama (tidak setuju). Namun 

seandainya tanpa melihat asal responden, maka jumlah yang menjawab 

tidak setuju sebanyak 8,86%. 

	 Pertanyaan yang berkaitan dengan apakah regulasi mengenai penata

usahaan APBD telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkua

litas? Untuk pertanyaan ini, responden kabupaten/kota menjawab tidak 

setuju sebanyak 2,38%, sedangkan responden dari pemda provinsi menilai 

tidak setuju sebesar 5,27% untuk pertanyaan ini. Jika respondennya digabung 
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kabupaten/kota dan provinsi, jawaban tidak setuju sebanyak 8,86%. Kondisi 

ini mengindikasikan bahwa regulasi tentang penatausahaan APBD belum 

sepenuhnya dapat mendorong terciptanya rencana belanja yang berkualitas. 

Data dari hasil FGD memberikan gambaran terkait dengan pertanyaan antara 

lain: pencatatan nilai aset dari belanja modal masih belum sinkron antara 

regulasi PKD dengan SAP (PP No. 58 Tahun 2005 vs PP No. 71 Tahun 2010).

	 Sementara untuk pertanyaan apakah regulasi mengenai pelaporan APBD 

telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang berkualitas? Sebanyak 

13,93%, responden dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju. Sementara 

responden dari pemda provinsi memberikan jawaban terhadap pertanyaan 

di atas sebanyak 7,90% dengan katagori tidak setuju. Untuk total responden 

menunjukkan angka 11,12% menjawab tidak setuju. 

	 Pertanyaan yang berkaitan dengan apakah regulasi tentang pembinaan 

dan pengawasan APBD telah mendorong terwujudnya rencana belanja yang 

berkualitas? Terhadap pertanyaan ini, responden yang berasal dari kabupaten/

kota menjawab tidak setuju sebesar 9,09%. Responden yang berasal dari 

pemda provinsi menjawab tidak setuju sebanyak 16,21%. Untuk total respon

den, ternyata mereka menjawab tidak setuju sebesar 12,35%. 

	 Kebijakan dana transfer juga menjadi hal yang penting dalam meng

analisis belanja yang berkualitas. Adapun pertanyaan yang diajukan yang 

berkaitan dengan ini adalah apakah pengaturan melalui kebijakan dana 

transfer seperti DAU, DAK, DBH-SDA, DBH-CHT telah dapat meningkatkan 

kualitas belanja daerah? Untuk pertanyaan ini dapat dijelaskan bahwa res

ponden yang berasal dari kabupaten/kota menjawab tidak setuju sebesar 

13,63%, responden yang berasal pemda provinsi sebesar 15,79% menjawab 

tidak setuju. Sementara jika dilihat dari total responden menunjukkan angka 

14,63% menjawab tidak setuju. Berdasarkan pendapat responden baik 

melalui kuesioner maupu FGD dapat disimpulkan bahwa pengaturan melalui 

kebijakan dana transfer masih belum optimal dapat menciptakan peningkatan 

kulaitas belanja daerah. Ringkasan penilaian ini disajikan melalui Gambar 

5.10.
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	 Gambar 5.10. Penilaian Tidak Setuju Terhadap Regulasi Aspek Lainnya  

telah Mendukung Belanja Berkualitas

5.2.2.	 Masalah Regulasi Terkait Atribut Belanja 
Berkualitas

Identikasi masalah regulasi terkait atribut belanja berkualitas terdiri dari: 1) 

masalah terkait prioritas; 2) masalah terkait ketepatan alokasi; 3) masalah 

terkait ketepatan waktu; 4) masalah terkait akuntabilitas dan transparansi; 

dan 5) masalah terkait efektivitas dan efisiensi.

Terkait Prioritas Daerah

Hambatan regulasi yang terkait prioritas daerah yang diperoleh saat FGD di 

Kabupaten Lombok Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masalah 

kurang sinkronnya pengaturan penyusunan APBD dalam PP No. 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (regulasi PKD) dengan ketentuan 

pelaporan APBD yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (regulasi SAP). Masalah lain yang dikemukakan dalam 

FGD Kabupaten Badung antara lain pedoman penyusunan APBD yang setiap 

tahun diatur dengan permendagri sebaiknya tidak berubah setiap tahun 

sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Tabel 5.2. memperlihatkan masalah-
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masalah regulasi yang berhubungan dengan prioritas daerah dan identifikasi 

regulasi terkait. Regulasi yang disampaikan disini masih bersifat umum yang 

diidentifikasi dari peserta FGD. 

Tabel 5.2.  
Permasalahan Terkait Prioritas Daerah  

dan Identifikasi Regulasinya. 

Permasalahan Terkait Prioritas Daerah Identifikasi Regulasi

Ketidakjelasan kewenangan/urusan konkuren 1.	
menyebabkan pusat-daerah saling melempar 
tanggung jawab.

PP No. 38 Tahun 2007 
(Lampiran A. Bidang Urusan 
Pendidikan)

Kewenangan DPRD yang terlalu besar dalam 2.	
pembahasan dan penetapan anggaran 

UU No. 32 Tahun 2004 VS 
UU No. 27 Tahun 2009 
(MD3/Susduk)

Mekanisme pembahasan KUA-PPAS di DPRD 3.	
terlalu teknis padahal KUA-PPAS seharusnya 
bersifat umum yang menggambarkan middle 
term expenditure framework (MTEF).

PP No. 58 Tahun 2005, 
Permendagri No. 13 Tahun 
2006 dan perubahannya

Kesenjangan antara rencana kegiatan RKPD 4.	
dengan KUA-PPAS terkait dengan ketersediaan 
anggaran, padahal pemeriksa BPK melakukan 
audit dari perencanaan anggaran (RKPD)

Permendagri No. 13 Tahun 
2006 dan perubahannya

Pedoman penyusunan APBD sebaiknya tidak 5.	
berubah setiap tahun dan tidak multitafsir

Permendagri No. 13 Tahun 
2006 dan Perubahannya vs 
 Permendagri ttg Pedoman 
APBD

Ketentuan alokasi BOS 20% untuk belanja 6.	
pegawai tidak dapat memenuhi kebutuhan 
sekolah. Disamping itu ada terjadi kekurangan 
alokasi BOS untuk SD, SMP, SMA/SMK

Permendiknas No. 76 Tahun 
2012

Masalah belanja bansos dan hibah:7.	
penempatan di belanja tidak langsung a.	
namun terkait langsung dengan kegiatan 
pemda dan dirasakan langsung masyarakat 
tidak ada pembatasan besar alokasi b.	
sehingga digunakan untuk menampung 
dana aspirasi DPRD

Permendagri No. 32 Tahun 
2011 Jo Permendagri No. 39 
Tahun 2012

Formulasi DAU tidak memberi insentif bagi 8.	
daerah agar disiplin terhadap prioritas.

UU No. 33 Tahun 2004
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Terkait Ketepatan Alokasi Belanja

Masalah karakteristik daerah yang berbeda-beda, misalnya terkait dengan 

ketersediaan infrastruktur dasar (contohnya infrastuktur pendidikan seperti 

gedung sekolah dan fasilitas pendidikan yang telah memadai) mengakibatkan 

belanja modal tidak mencapai 29 persen sebagaimana diatur dalam Permen

dagri No. 37 Tahun 2012 (pedoman penyusunan APBD Tahun 2013) dan 

menjadi 30 persen belanja modal dari total belanja sesuai Permendagri No. 

27 Tahun 2013 (pedoman penyusunan APBD Tahun 2014). 

	 Dalam FGD yang dilakukan di sejumlah daerah sampel, ketika ditanyakan 

apakah proporsi kualitas belanja modal terhadap total belanja daerah yang 

tidak sesuai regulasi dapat mengakibatkan daerah dipandang memiliki be

lanja tidak berkualitas? Hal ini tidak disetujui oleh daerah dengan berbagai 

argumentasi. Di Kabupaten Badung misalnya terungkap bahwa alokasi belanja 

cenderung menurun karena kondisi infrastruktur yang sudah baik, padahal 

Permendagri No. 37 Tahun 2012 menetapkan belanja modal sekurang-

kurangnya 29 persen dari total belanja daerah pada APBD 2013 dan 30 

persen dari total belanja daerah pada APBD 2014. 

Tabel 5.3.  
Proporsi Belanja Modal dan Belanja Pegawai di Daerah Sampel

No Daerah Sampel % Belanja 
Modal % Belanja Pegawai

 1. Kab. Lombok Timur 18,82 60,82

 2. Kab. Badung 15,63 42,75

 3. Prov. Kep. Bangka Belitung 22,25 20,90

 4. Kota Pekan Baru 18,09 59,37

 5. Prov. Riau 24,34 16,84

 6. Prov. Kalimantan Timur 25,57 12,03

 7. Prov. DIY 10,26 28,35

 8. Kota Makassar 15,63 52,10

Rata-rata Nasional 23,36 49,48

Sumber: 	diolah dari http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-
ta-2006
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	 Hal yang sama dialami oleh daerah lain yang menjadi sampel penelitian 

seperti kota Makassar dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masing-

masing mengalokasikan belanja modalnya pada tahun anggaran 2012 ma

sing-masing sebesar 15,63 persen dan 10,26 persen. Jumlah tersebut masih 

sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nasional belanja modal ada

lah sebesar 23,36 persen. Sebaliknya besarnya belanja pegawai yang diatas 

40 persen seperti dialami oleh Kabupaten Lombok Timur (60,82 persen), Ka

bupaten Badung (42,75 persen), Kota Makassar (52,10 persen) dan Kota 

Pekanbaru (59,37 persen). Kondisi seperti ini bisa terjadi disebabkan oleh 

masalah karakteristik daerah yang terkait dengan jumlah pegawai yang 

besar. Masalah jumlah pegawai yang sudah memang besar tentunya memer

lukan right sizing PNSD agar belanja pegawai tidak menggerogoti belanja 

daerah. Walaupun demikian belanja pegawai di provinsi Kalimantan Timur 

dan Provinsi Riau masing-masing sebesar 12,03 persen dan 16,84 persen. 

Daftar permasalahan terkait ketepatan alokasi belanja dan identifikasi regu

lasinya disajikan dalam Tabel 5.4. Regulasi yang diidentifikasi disini masih 

bersifat umum sebagaimana disampaikan peserta FGD.

Tabel 5.4.  
Permasalahan Terkait Ketepatan Alokasi Belanja  

dan Identifikasi Regulasinya

Permasalahan Terkait Ketepatan Alokasi Belanja Identifikasi Regulasi

Penempatan PNPM di kelompok belanja tidak 1.	
langsung 

Permendagri No. 37 Tahun 
2012 Jo PMK No. 168/
PMK.07/2009

Ketentuan mengenai struktur APBD terkait 2.	
proporsi langsung-tidak langsung dan belanja 
modal tidak memadai 

Permendagri No. 13 Tahun 
2006 

Aturan pengelompokan belanja yang kurang 3.	
jelas pada belanja modal dan belanja barang/
jasa 

Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54 
Permendagri No. 13 Tahun 
2006 

Seringkali penetapan APBD provinsi setelah 4.	
penetapan APBD kabupaten/kota sehingga 
menganggu ketepatan waktu penetapan 
alokasi belanja

Permendagri No. 13 Tahun 
2006 
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Permasalahan Terkait Ketepatan Alokasi Belanja Identifikasi Regulasi

Ketidaksinkronan antara UU dan PP tentang 5.	
Sisdiknas dengan Permendiknas mengenai 
boleh tidaknya memberikan hibah ke sekolah 
negeri.

UU 29 Pasal 49; PP 48 Pasal 
43
Permendiknas

Pedoman belanja dalam Permendagri tentang 6.	
penyusunan APBD belum sinergis dengan 
ketentuan juklak/juknis dari K/L

Permendagri VS Permen 
Teknis

	 Dengan demikian ketetapan alokasi belanja pegawai yang diharapkan 

tidak melebihi 50% dari APBD tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar pe

merintah daerah yang memiliki jumlah PNSD cukup besar. Jumlah pegawai 

yang besarnya berdasarkan informasi yang digali dalam pelaksanaan FGD 

terutama tenaga pendidikan dan kependidikan serta tenaga kesehatan mau

pun tenaga teknis daerah lainnya.

	 Masalah ketersediaan infrastruktur yang baik khususnya dibidang pen

didikan sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini dalam FGD di kabu

paten Badung terungkap bahwa SKPD Pendidikan atau Dinas Pendidikan sulit 

menghabiskan anggaran yang menurut regulasi ditetapkan 20 persen dari 

total APBD. 

Terkait Ketepatan Waktu

Secara umum dari berbagai FGD yang dilaksanakan di sejumlah daerah sam

pel terungkap bahwa penyebab keterlambatan penyusunan dan penetapan 

APBD karena waktu pembahasan sangat tergantung dari agenda yang dite

tapkan DPRD. Agenda pembahasan juga sering kali terganggu oleh agenda-

agenda politik. Hal ini disebabkan besarnya kewenangan DPRD dalam proses 

pembahasan dan penetapan APBD serta panjangnya proses pengambilan 

keputusan di DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang 

MD3 dan dituangkan dalam Tata Tertib DPRD. Jika sebelumnya terjadi per

ubahan anggaran dapat dilakukan melalui SK Parsial yang dibuat kepala 

daerah dan disetujui pimpinan DPRD, maka dalam mekanisme pembahasan 

saat ini perubahan anggaran harus mulai dari pembahasan di tingkat komisi, 

mendapat tanggapan fraksi hingga dibawa ke tingkat pleno. Proses perubah
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an anggaran seperti ini tak ubahnya dengan pembahasan APBD murni, me

lalui proses panjang, menguras waktu, pikiran dan tenaga sehingga pelak

sanaan APBD juga menjadi terlambat. Kondisi ini semakin berat dirasakan oleh 

daerah, jika hubungan DPRD dengan pemerintah daerah tidak harmonis. 

	 Disamping itu terungkap juga bahwa realisasi belanja tidak sesuai waktu 

yang direncanakan, karena hal ini terkait dengan petunjuk teknik yang sering

kali berubah. Disebutkan juga bahwa penyerapan anggaran pendidikan yang 

rendah karena juknis DAK pendidikan dilakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali, 

padahal untuk kasus kota Makassar DAK ini mencakup 60-70 persen alokasi 

pendidikan yang dibelanjakan sehingga mempengaruhi kinerja SKPD dalam 

penyerapan anggaran dan capaian target kinerja yang diharapkan. Keter

lambatan juga terjadi pasca penetapan APBD. Tidak ada ketentuan mengenai 

penyiapan dokumen pelaksanaan APBD. Sehingga meskipun APBD tepat 

waktu ditetapkan, namun realisasi anggaran terhambat karena lambatnya 

pengesahan DPA, SK-PPTK, dll. Daftar permasalahan terkait ketepatan waktu 

dan identifikasi regulasi bersifat umum sebagaimana yang disampaikan pe

serta FGD disajikan dalam Tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Permasalahan Terkait Ketepatan Waktu dan 
Identifikasi Regulasinya

Permasalahan Terkait Ketepatan Waktu Identifikasi Regulasi

Waktu pembahasan dan penetapan APBD 1.	
tergantung agenda DPRD dan sering 
terganggu oleh agenda politik

UU No. 32 Tahun 2004 VS 
UU No. 27 Tahun 2009 
(MD3/Susduk)

Mekanisme pembahasan APBD dan 2.	
perubahan APBD di DPRD terlalu panjang

UU No. 32 Tahun 2004 VS 
UU No. 27 Tahun 2009 
(MD3/Susduk)

DPRD menolak perubahan belanja melalui 3.	
SK Parsial sehingga mekanisme pembahasan 
perubahan belanja akibat perubahan juknis 
amat panjang, menguras waktu, pikiran, 
tenaga yang menyebabkan pelaksanaan 
APBD terlambat

UU No. 32 Tahun 2004, PP 
No. 58 Tahun 2005, dan 
Permendagri No. 13 Tahun 
vs UU No. 27 Tahun 2009 
(MD3/Susduk)

Juklak/juknis DAK yang terlambat dan 4.	
atau mengalami revisi menjadi kendala 
pelaksanaan. 

Peraturan Menteri Teknis
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Permasalahan Terkait Ketepatan Waktu Identifikasi Regulasi

Tidak ada ketentuan mengenai penyiapan 5.	
dokumen pelaksanaan APBD. Sehingga 
meskipun APBD tepat waktu ditetapkan, 
namun realisasi anggaran terhambat karena 
lambatnya pengesahan DPA, SK-PPTK, dll.

PP No. 58 Tahun 2005 Jo 
Permendagri No. 13 Tahun 
2006 

Setelah penetapan anggaran, terlambat 6.	
diterbitkan dasar hukum terkait penerimaan 
daerah (Misalnya, Pergub bagi hasil pajak 
daerah atau PMK dana transfer) sehingga 
diusulkan penetapan anggaran secara 
berjenjang.

Permenkeu, Pergub, dll

Pelaksanaan APBD (realisasi belanja) 7.	
terutama DAK terhambat juknis Kementerian 
teknis yang belum keluar

Peraturan Menteri Teknis

Penyerapan DAK pendidikan karena 8.	
seringnya perubahan juknis (juknis DAK 
Pendidikan TA 2013 telah 3 kali mengalami 
revisi (Februari, April dan Juni)

Permendikbud

Terkait Akuntabilitas dan Transparansi

Ada ketidaksinkronan antara ketentuan penyusunan APBD (PP No. 58 Tahun 

2005 tentang PKD) dengan ketentuan pelaporan APBD (PP No. 71 Tahun 

2010 tentang SAP) yang menjadi masalah utama dalam menyusun laporan 

keuangan yang akuntabel. Daerah seringkali disalahkan auditor BPK karena 

penempatan akun belanja yang menurut pemeriksa tidak sesuai dengan SAP, 

sementara pemda merasa telah mengacu pada ketentuan PKD. Pada akhirnya 

pemda melakukan re-klasifikasi akun belanja pada saat penyusunan laporan 

keuangan. Kondisi ini dipandang daerah amat menghambat terwujudnya 

laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Masalah lain yang disam

paikan peserta FGD adalah sulitnya menyediakan informasi yang diminta 

masyarakat mengenai berapa alokasi belanja publik dan aparatur, sementara 

struktur belanja APBD telah berubah dan tidak mengenal pengelompokan 

tersebut. Akibatnya sering kali dilakukan pendekatan yang amat menimbulkan 

bias, belanja tidak langsung disamakan dengan belanja aparatur dan belanja 

langsung diidentikkan dengan belanja publik. Padahal dalam belanja tidak 

langsung tersebut juga terdapat belanja yang langsung untuk masyarakat, 
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seperti akun belanja hibah PNPM, beasiswa pendidikan, bansos atau belanja 

hibah. 

	 Dalam hal pendapatan, kabupaten/kota merasa penting adanya regulasi 

yang jelas agar bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota dapat dilakukan 

secara lebih transparan. Masalah lain yang disampaikan peserta FGD terkait 

dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-

P2), yang telah diserahkan ke daerah sesuai amanat UU No. 28 tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Masalah utamanya pada 

pengelolaan piutang pajak ke wajib pajak yang masih tercantum dalam Sis

tem Manajemen Informasi Pajak (Sismiop). Daerah merasakan piutang pajak 

tersebut menjadi beban terutama dalam pencatatan neraca keuangan, na

mun di sisi lain ada yang menganggapnya sebagai potensi yang akan me

nambah penerimaan daerah. Pada umumnya daerah belum mengetahui sta

tus piutang pajak tersebut, apakah akan menjadi hak daerah atau menjadi 

piutang daerah ke pusat. 

	 Masalah lain yang dikemukakan terkait tranparansi dan akuntabilitas 

PKD adalah fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah se

bagaimana diamanatkan PP No. 19 Tahun 2010. Kewenangan tersebut dirasa

kan oleh peserta FGD belum selaras dengan fungsi gubernur dalam hal eva

luator Raperda APBD. Peserta juga mengharapkan agar gubernur dapat menjadi 

mediator dalam memperlancar pengelolaan keuangan daerah terkait dengan 

keterlambatan juklak/juknis dari kementerian teknis. Daftar permasalahan 

terkait akuntabilitas dan transparansi serta identifikasi regulasi yang bersifat 

umum sebagaimana disampaikan peserta FGD disajikan dalam Tabel 5.6.

Tabel 5.6.  
Permasalahan Terkait Akuntabilitas dan Transparansi  

serta Identifikasi Regulasinya

Permasalahan Terkait Akuntabilitas  
dan Transparansi Identifikasi Regulasi

Ada ketidaksinkronan antara ketentuan 1.	
penyusunan APBD (Regulasi PKD) dengan 
ketentuan pelaporan APBD (Regulasi SAP)

PP No. 58 Tahun 2005 vs 
PP No. 71 Tahun 2010
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Permasalahan Terkait Akuntabilitas  
dan Transparansi Identifikasi Regulasi

Sulit membedakan belanja publik dan belanja 2.	
aparatur, sementara ada banyak permintaan 
informasi mengenai pengelompokan belanja 
tersebut.

Permendagri No. 13 
Tahun 2006

Belum ada regulasi yang mengatur agar 3.	
hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota lebih 
transparannya. 

UU No. 33 Tahun 2004 
dan UU No. 28 Tahun 
2009 (PDRD)

Bagi hasil PHR ke kelurahan yang tidak diatur 4.	
dalam Permendagri 13 padahal ada kebutuhan 
dilapangan (Kasus Badung, Bali)

Permendagri No. 13 
Tahun 2006 

Belum ada petunjuk teknis pengelolaan 5.	
pendapatan terkait dengan PBB-P2 dan status 
piutang PBB-P2 yang diserahkan ke daerah

UU No. 28 Tahun 2009 
(PDRD)

Fungsi gurbernur sebagai wakil pemerintah 6.	
pusat di daerah tidak sejalan dengan fungsi 
PKD (tidak simetris antara apa yang dikontrol 
oleh gubernur dengan kementerian)

PP No. 58 Tahun 2005 vs 
PP No. 19 Tahun 2010 
(Kewenangan Gubernur)

Masih terdapat ketidakserasian regulasi 7.	
pemerintahan daerah dengan regulasi sektoral 
menyebabkan daerah sulit mengelola potensi 
pendapatannya

UU No. 32 Tahun 2004 
dengan UU No. 26 Tahun 
2007 (penataan ruang), 
UU No. 27 Tahun 2007 
(pesisir dan laut), UU No. 
38 Tahun 2004 (jalan)

Pencatatan nilai aset dari belanja modal yang 8.	
masih simpang siur antara regulasi PKD dengan 
SAP

PP No. 58 Tahun 2005 vs 
 PP No. 71 Tahun 2010

Tidak ada regulasi tentang batas waktu keluar 9.	
hasil pemeriksa laporan keuangan daerah dari 
BPK.

UU No. 15 Tahun 2004

Terkait Efektivitas dan Efisiensi Belanja 

Alokasi belanja daerah yang direncanakan setiap tahun dalam APBD diharap

kan merupakan pengalokasian belanja yang dapat mencapai visi dan tujuan 

pembangunan daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

untuk kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan 

kerja. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka seyogyanya sumber-
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sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah harus dibelanjakan 

untuk membiayai pembangunan daerah secara efisien dan efektif. 

	 Belanja yang berkualitas antara lain dicirikan juga oleh bagaimana efisi

ensi dan efektifitas belanja dapat dicapai. Oleh sebab itu salah satu paradigma 

atau pendekatan penyusunan anggaran pembangunan yang digunakan 

adalah anggaran berbasis kinerja (ABK). Artinya bahwa pemerintah daerah 

dalam mengalokasikan belanja daerah untuk membiayai berbagai program 

dan kegiatan pembangunan harus berbasis kinerja, yang meliputi indikator 

kinerja masukan (input), indikator kinerja keluaran (output), indikator kinerja 

hasil (outcome), indikator kinerja manfaat (benefit) dan indikator kinerja 

dampak (impact).

	 Salah satu aspek penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja 

adalah penggunaan analisis standar biaya (ASB) dalam penyusunan program 

dan kegiatan yang akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan 

penggunaan analisis standar belanja tersebut, dalam FGD di kabupaten Ba

dung terungkap bahwa dalam pasal 89 ayat (2) huruf e Permendagri No. 59 

Tahun 2007, dokumen penyusunan RKA-SKPD perlu dilampirkan analisis 

standar belanja. Namun kenyataannya bahwa pemerintah daerah merenca

nakan alokasi belanjanya, belum semua kegiatan memiliki analisis standar 

belanja sehingga menghambat kelancaran penyusunan atau penyelesaian 

RKA-SKPD karena terdapat kesulitan dalam menilai kewajaran belanja.

	 Selanjutnya diungkapkan hal yang terkait dengan standar harga satuan 

untuk bangunan dengan dana BOS. Penyusunan program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Sekolah-Sekolah penerima dana BOS 

dalam rangka penggunaan dana BOS untuk bangunan tidak sesuai harga 

lokal. Masalah lain yang menghambat efektivitas belanja adalah terlambat 

Petunjuk Teknis (juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dikeluarkan oleh 

Kemendikbud. Keterlambatan juknis DAK pendidikan adalah yang paling ba

nyak dikeluhkan peserta FGD. Disamping sering terlambat, juknis DAK pen

didikan juga kerap mengalami revisi. Seperti tahun anggaran 2013 ini, juknis 

tersebut mengalami revisi tiga kali (Februari, lalu April dan terakhir Juni) se

hingga mengganggu pelaksanaan anggaran dan belanja menjadi tidak efek

tif. Secara ringkas daftar permasalahan terkait efisiensi dan efektivitas belanja 
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serta identifikasi regulasi yang masih bersifat umum sebagaimana disampaikan 

peserta FGD disajikan dalam Tabel 5.7.

Tabel 5.7.  
Permasalahan Terkait Efisiensi dan Efektivitas Belanja  

serta Identifikasi Regulasinya

Permasalahan Terkait Efisiensi  
dan Efektivitas Belanja Regulasi

Belum semua kegiatan memiliki ASB (Anali-1.	
sis Standar Belanja) sehingga menghambat 
kelancaran penyusunan/penyelesaian RKA-
SKPD karena terdapat kesulitan dalam menilai 
kewajaran belanja

Pasal 89 Ayat 2 Per-
mendagri No 59 Tahun 
2007

Juklak/juknis DAK yang terlambat dan atau 2.	
mengalami revisi menyebabkan belanja tidak 
efektif. 

Peraturan Menteri Teknis

Laporan terkait pelaksanaan APBD dan capa-3.	
ian pembangunan daerah terlalu banyak dan 
tidak efektif dan efisien.

PP No. 8 Tahun 2006; PP 
No. 3 Tahun 2007; PP No. 
58 Tahun 2005 

Standar harga satuan untuk bangunan di BOS 4.	
tidak sesuai dengan harga lokal

Permendiknas No. 12 
Tahun 2006

Tidak sinkron antara ketentuan mengenai pe-5.	
nyusunan Rencana Pendapatan dan Anggaran 
Sekolah (RAPBS) dengan ketentuan penyusu-
nan APBD.

Permendiknas No. 19 Ta-
hun 2007 vs Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 

5.3.	 Tema Masalah Regulasi yang Mempengaruhi 
Belanja Berkualitas

Berdasarkan pembahasan 5.2. teridentifikasi banyak masalah regulasi terkait 

perencanaan penganggaran dan atribut belanja berkualitas. Identifikasi 

regulasi tersebut masih bersifat umum sesuai informasi yang disampaikan 

peserta FGD. Analisis selanjutnya dilakukan pengelompokan kedalam tema-

tema masalah. Tema masalah, atribut belanja berkualitas dan regulasi terkait 

disajikan dalam Tabel 5.8. Adapun uraian regulasi-regulasi yang terkait diser

takan dalam Lampiran-2. Adapun usulan upaya perbaikan PKD untuk atribut 
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belanja berkualitas yang terkait dengan tema masalah akan diuraikan dalam 

sub bab selanjutnya.

	 Pengelompokan masalah kedalam tema-tema masalah dilakukan dengan 

merumuskan isu utama masalah. Sebagai contoh, masalah yang tekait de

ngan penyusunan, pembahasan dan penetapan RKPD, KUA, PPAS dan APBD 

dapat dikelompokan dalam tema regulasi terkait dengan dokumen perenca

naan dan anggaran. Dalam tema ini dapat pula dikelompokan masalah-ma

salah yang terkait dengan regulasi yang mengatur kewenangan DPRD dalam 

pembahasan anggaran, regulasi yang terkait dengan pedoman penyusunan 

APBD dan masalah Analisis Standar Belanja (ASB). 

	 Tema regulasi yang tekait dengan pendanaan dapat menjadi masalah-

masalah yang terkait dengan struktur biaya pendidikan, DAK pendidikan, 

BOS, dan standar harga yang kerap kali disuarakan peserta FGD. Atribut be

lanja berkualitas yang terkait dengan masalah ini adalah prioritas daerah dan 

efisiensi/ekonomis dan efektivitas belanja

	 Tema regulasi terkait hibah dan bantuan sosial (bansos) meliputi masalah 

regulasi yang mengatur kelompok belanja, batasan hibah dan bansos, peng

anggaran hibah dan bansos serta kasus regulasi mengenai pendanaan Pro

gram Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) yang justru mengaburkan 

batasan mengenai regulasi tentang kelompok belanja langsung dan tidak 

langsung. Masalah regulasi yang terkait dengan pembagian urusan, SPM dan 

sebagai contoh kasus SPM Pendidikan dapat dikelompokan kedalam tema 

regulasi pembagian urusan dan SPM. Atribut belanja berkualitas yang terkait 

dengan ketepatan alokasi dan atribut akuntabilitas dan transparansi belanja.

	 Adapun tema regulasi terkait laporan pemda mencakup regulasi yang 

mengatur tentang laporan keuangan, laporan kinerja instansi pemerintah, 

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan regulasi yang mengatur 

batas waktu penyampaian laporan pemeriksaan BPK. Tema masalah ini terkait 

dengan atribut akuntabilitas dan transparansi belanja. 
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Tabel 5.8.  
Tema Masalah, Atribut Belanja Berkualitas dan Regulasi 

Terkait dengan Tema Masalah 

No Tema Masalah Atrbut Belanja 
Berkualitas

Regulasi Terkait dgn Tema 
Masalah

1 Dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran 
(RKPD, KUA-PPAS dan 
APBD). 

Prioritas Daerah•	
Ketepatan Waktu•	
Ketepatan •	
Alokasi

PP No. 58 Tahun 2005 •	
Pasal 34 dan 35 
Permendagri No. 59 •	
Tahun 2007 Pasal 83, 
87 dan 88.

2 Pembagian urusan 
(kewenangan) 
dengan regulasi 
pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM).

Prioritas Daerah•	
Efisiensi/•	
ekonomis dan 
efektivitas 
belanja
Ketepatan •	
Alokasi

PP No. 38 Tahun 2007 
Lampiran A. Pembagian 
Urusan Pemerintahan 
Bidang Pendidikan tidak 
sinkron dengan PP 47 
Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar Pasal 4 dan PP No. 
48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan 
Pasal 21. 

3 Pendanaan 
pendidikan.

prioritas daerah•	
Ketepatan •	
Alokasi
efisiensi/•	
ekonomis dan 
efektivitas 
belanja

Permendiknas No. 15 
Tahun 2010 tentang 
SPM Pendidikan Dasar di 
Kabupaten/Kota Juncto 
Permendikbud No. 23 
Tahun 2013 Pasal 2, 
Permendiknas ini tidak 
sinkron dengan PP No. 
47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar dan PP No. 
48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan.

4 Hibah dan bantuan 
sosial. 

Ketepatan •	
alokasi
Akuntabilitas •	
dan Transparansi

Permendagri No. 32 Tahun 
2011 Pasal 1 poin 14,15 
dan 16; Penganggaran 
hibah: Pasal 8, 9, 10 dan 
11; dan Penganggaran 
Bansos: Pasal 27, 28, 29 
dan 30

5 Pelaporan 
Pemerintah Daerah

Akuntabilitas •	
dan Transparansi

-



Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya . . .78

5.4.	 Upaya Mewujudkan Belanja Berkualitas 

Upaya yang dimaksud disini adalah upaya perbaikan regulasi yang mempe

ngaruhi kualitas belanja pemerintah daerah. Perlu ditegaskan kembali disini 

bahwa perbaikan regulasi hanya salah satu bagian kecil dari banyak upaya 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja. Pembenahan 

regulasi dimaknai sebagai bagian dari perbaikan aturan main (rules of the 

game), namun banyak aturan lain yang digunakan (rules in use) para pe

mangku pengelola keuangan yang justru sangat menentukan kualitas belanja. 

Dengan demikian upaya pembenahan sejatinya dalam konteks yang lebih 

luas, yakni pembenahan kelembagaan (institutions). Dengan menggunakan 

kerangka-kerja analisis kelembagaan (framework for institutional analysis) 

yang dikembangkan Ostrom (2005), perilaku pengelolaan keuangan daerah 

ditentukan oleh kondisi karakteristik daerah (physical/material conditions), 

aspek sosial budaya (atrbute of community) dan aturan yang digunakan 

(rules in use). Kajian ini mengasumsikan dengan perbaikan regulasi formal 

akan mempengarui aktor pengelola keuangan daerah sehingga menjadi 

aturan yang digunakan dalam mewujudkan belanja yang berkualitas. Ru

musan upaya perbaikan berdasarkan tema-tema masalah yang telah diru

muskan sebelumnya. Berikut penjelasan Penjelasan perumusan upaya per

baikan. 

5.4.1. 	 Perbaikan Mekanisme Pembahasan dan 
Penetapan Dokumen Perencanaan Anggaran

Sesuai regulasi yang disampaikan didepan (khususnya PP No. 58 Tahun 2005 

Pasal 34 dan 35 yang dijabarkan dalam Permendagri 59/2007 Pasal 83, 87 

dan 88), penyusunan APBD diawali dari penyusunan RKPD. RKPD disusun 

dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up planning, yakni melalui mu

syarawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa 

hingga pusat. Disamping itu, RKPD juga disusun dengan pendekatan top-down 

yang terlihat dari penetapan RKPD kabupaten/kota setelah penetapan RKPD 

provinsi. Demikian pula RKPD provinsi baru dapat ditetapkan setelah RKP 

telah ditetapkan presiden. Esensi penyusunan RKPD tersebut adalah dihasil

kannya prioritas pembangunan daerah yang sinkron antara prioritas pusat 
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dan daerah, sesuai antara harapan/kebutuhan masyarakat dengan rencana 

teknoktratis SKPD, dan telah mengakomodir janji-janji politik kepala daerah 

maupun anggota DPRD kedalam rencana kerja tahunan yang komprehensif. 

RKPD yang telah berproses sejak Januari, menurut ketentuan yang ada harus 

selesai pada pertengahan Mei untuk RKPD provinsi dan akhir Mei untuk RKPD 

kabupaten/kota. 

	 Selanjutnya RKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, yang 

selanjutnya menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS. KUA dan PPAS dibahas 

dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang menghasilkan nota kesepa

katan kepala daerah dan pimpinan DPRD tentang KUA dan PPAS. Berdasarkan 

dokumen ini disusun RKA-SKPD yang selanjutnya dihimpun oleh TAPD men

jadi RAPBD. RAPBD ini selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang diatur 

dalam tata tertib DPRD untuk menghasilkan Perda APBD. Mekanisme pem

bahasan demikian mengandung masalah antara lain:

1)	  Perkiraan anggaran yang dimuat dalam rancangan KUA dan PPAS yang 

dihasilkan dari RKPD masih sangat kasar (belum didasarkan atas perhi

tungan yang detail), akibatnya akan terjadi penyesuaian yang besar pada 

saat perkiraan anggaran tersebut setelah dijabarkan dalam RKA-SKPD. 

2)	 Pembahasan rancangan KUA dan PPAS dalam kondisi seperti disebutkan 

poin (1) seringkali mendistorsi prioritas yang ditetapkan dalam RKPD.

3)	 Nota kesepakatan KUA dan PPAS dianggap belum memiliki kekuatan 

hukum mengikat, sehingga pada saat pembahasan Raperda RAPBD cen

derung mengabaikan nota kesepakatan yang telah disusun.

4)	 Dalam prakteknya sebagian besar daerah menyusun RKA-SKPD sebelum 

pengajuan KUA dan PPAS ke DPRD, cara ini membantu mereka mendapat

kan argumentasi yang memadai bila ditanyakan dasar perhitungan 

plafon anggaran yang disusulkan.

5)	 Mekanisme pembahasan saat ini panjang dan rumit karena harus dilaku

kan beberapa tahap dari pemda (Rancangan KUA-PPAS) ke DPRD (pem

bahasan rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS), kemudian kembali 

ke pemda untuk menyusun RKA-SKPD menjadi RAPBD, dan dibawa ke 

DPRD untuk pembahasan RAPBD. 
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	 Gambar 5.11 meringkas mekanisme penyusunan dokumen perencanaan 

dan penganggaran.

RKPD 

RKUA 

RKA-SKPD 

RPPAS 

RAPBD 

APBD 

Domain eksekutif 

Domain legislatif 

Gambar 5.11. Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan  

dan Penganggaran Saat ini

	 Berdasarkan kondisi ini perlu dilakukan perbaikan mekanisme penyusunan 

dan pembahasan anggaran yang dapat menutupi kelemahan di atas. Gambar 

5.12. merupakan alternatif mekanisme yang diusulkan melalui kajian ini, di

samping dapat mengatasi masalah yang muncul dari mekanisme saat ini, 

juga memberikan beberapa keuntungan antara lain:

1)	 Menyederhanakan mekanisme penyusunan anggaran dalam dua tahap, 

yakni tahap I dan tahap II. Tahap I merupakan domain eksekutif dimana 

penyusunan RKA-SKPD dilakukan berdasarkan RKPD yang telah ditetap

kan kepala daerah. Tahap ini memudahkan pemerintah daerah menja

barkan prioritas daerah dalam RKPD hingga ke tingkat RKA-SKPD sehing

ga meminimalisir potensi gangguan dibandingkan mekanisme lama. 

Tahap II merupakan domain legislatif, dimana pembahasan anggaran 

mulai dari pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan rancangan 

APBD. Mekanisme ini memudahkan anggota DPRD memiliki pemahaman 
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yang utuh mengenai logika yang dibangun dari perencanaan hingga 

penganggaran dengan menyatukan pembahasan RKUA, RPPAS dan 

RAPBD dalam satu rangkaian persidangan.

2)	 Mekanisme baru ini menghilangkan kontroversi kedudukan hukum KUA 

dan PPAS sebagai acuan penyusunan Raperda APBD. Ketiga dokumen 

tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah (perda) 

tentang APBD. Perbandingan kedudukan hukum dokumen perencanaan 

anggaran antara mekanisme saat ini dan usulan perbaikan terlihat dalam 

Tabel 5.9. Tabel 5.9. memperlihatkan bahwa pembahasan Rancangan 

KUA, Rancangan PPAS dan Rancangan APBD dilakukan dalam satu 

tahapan pembahasan sehingga menghasilkan KUA dan PPAS dan APBD 

dalam sebuah perda. Solusi pragmatis ini tetap tidak menghilangkan 

makna substansi kedudukan KUA dan PPAS yang menjadi landasan ma

kro penyusunan APBD karena pembahasannya di DPRD dilakukan secara 

sekuensial yakni mulai dari kebijakan umum (Rancangan KUA), kemudian 

dituangkan dalam prioritas dan plafon anggaran (Rancangan PPAS) dan 

baru pembahasan Rancangan APBD. 

RKPD

RKUA RPPAS

APBD

RKA-SKPD

RAPBD

Domain eksekutif

Domain legislatif

Gambar 5.12. Usulan Alternatif Perbaikan Mekanisme Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Anggaran
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Tabel 5.9.  
Perbandingan Kedudukan Hukum Dokumen Perencanaan  

dan Penganggaran

No Nama Dokumen

Kedudukan Hukum

Saat ini Alternatif 
Perbaikan

1 Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD)

Peraturan Kepala Daerah Tetap (Peraturan 
Kepala Daerah)

2 Kebijakan Umum APBD 
(KUA)

Nota Kesepakatan 
Bersama Kepala Daerah 
dan Pimpinan DPRD

Peraturan 
Daerah (Perda)

3 Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara 
(PPAS)

Nota Kesepakatan 
Bersama Kepala Daerah 
dan Pimpinan DPRD

4 Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Daerah (Perda)

5.4.2.	 Perbaikan Mekanisme Pendanaan Pendidikan

Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Pasal 3 

ayat (1) disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, 

biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi 

peserta didik. Sedangkan biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi, 

biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Biaya operasional 

dapat berupa biaya personalia dan biaya non-personalia. Menurut Permen

diknas No. 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertang

gungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 

2013, disebutkan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasar

nya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia 

bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Na

mun demikian, menurut regulasi permendiknas ini, ada beberapa jenis pem

biayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai dengan dana BOS, an

tara lain honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor kegiatan. Ada

pun batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai di 

sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah 
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dalam satu tahun. Penetapan batas maksimum inilah yang banyak dikeluhkan 

oleh kepala sekolah di daerah, karena batas maksimum tersebut tidak lagi 

mencukupi kebutuhan sekolah. Upaya yang dimungkinkan untuk menye

lesaikan persoalan ini adalah melalui penetapan batas alokasi BOS diserahkan 

kepada kepala daerah masing-masing, karena mereka lebih mengetahui 

kondisi dan masalah yang dihadapi. Namun perlu diperkuat aspek transparansi 

dan akuntabilitas penggunaan BOS tersebut.

	 Pembagian urusan pendidikan berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 pada 

bagian lampiran A bidang pendidikan, menyebutkan bahwa penyediaan 

bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal adalah kewenangan 

kabupaten/kota. Sedangkan provinsi memiliki urusan untuk penyediaan ban

tuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional, dan peme

rintah pusat menyediakan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Regulasi ini dengan jelas membagi tanggung jawab pembiayaan pendidikan 

antar jenjang pendidikan dan antar level pemerintahan. Sedangkan PP No. 

48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 21 menyebutkan bahwa 

pendanaan biaya non-personalia untuk satuan pendidikan dasar, pelaksana 

program wajib belajar, baik formal maupun non-formal, yang diselenggarakan 

oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah dae

rah. Adapun PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 tahun, meng

amanatkan wajib belajar 9 harus dituntaskan. Oleh karena itu pemerintah 

menyediakan pendanaan untuk pendidikan dasar melalui APBN yang disebut 

dengan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

	 Berdasarkan hasil FGD, terungkap bahwa pemerintah provinsi tidak me

miliki kewenangan untuk membiayai pendidikan dasar, karena mereka me

ngacu pada PP No. 38 Tahun 2007. Padahal berdasarkan PP No. 48 Tahun 

2008, pembiayaan pendidikan dasar merupakan tangung jawab pemerintah 

dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan 

perbedaan pandangan ini, perlu adanya penyamaan persepsi tentang kewe

nangan dan pendanaan pendidikan dasar.

	 Selanjutnya, jika dikaji secara mendalam PP No. 38 Tahun 2007 tersebut, 

sesungguhnya pembagian urusan pendidikan dasar sebenarnya telah 

didesentralisasikan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Namun kewe
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nangan tersebut, belum didukung sepenuhnya dari aspek pendanaan yang 

juga seharusnya didesentralisasikan melalui mekanisme dana transfer peme

rintah ke daerah. Sebagai akibat dari kondisi ini, pemerintah pusat melalui 

Kemendikbud harus membuat juklak/juknis BOS setiap tahunnya, dan sayang

nya juklak/juknis tersebut selalu mengalami keterlambatan atau mengalami 

beberapa kali perubahan/revisi dalam setahun. Kondisi ini menyebabkan 

keterlambatan penyerapan anggaran sehingga berdampak tidak tercapainya 

belanja yang berkualitas.

	 Untuk mengatasi persoalan ini ada dua strategi yang dapat dilakukan 

yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Dalam jangka pen

dek, diperlukan jalan tengah agar pusat tidak kehilangan kekuasaannya na

mun daerah (kabupaten/kota) mendapatkan anggaran pendidikan dasar 

dengan cara melakukan penyamaan persepsi bahwa tanggung jawab pen

danaan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerin

tah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Hal ini tidak berten

tangan dengan PP No. 48 Tahun 2008, Pasal 21 ayat (1) terkait dengan pro

gram/kegiatan dan SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah, didanai 

misalnya dari BOS. Dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa program/ke

giatan dan SPM yang menjadi tanggung jawab pemkab/kota, dimana pen

danaannya di alokasikan dalam APBD. Mekanisme alternatif perbaikan pen

danaan pendidikan seperti terlihat melalui Gambar 5.13. 

UU 20/2003 

PP 48/2008 

Pendanaan Wajib Belajar 

Pusat Prov Kab/Kota 

PP 47/2008 

SMP 
SD 

BOS 
BOSDA, 

Beasiswa (mis: KJP), 
Bankeu, 

Pend.bersubsidi penuh 

Prog. 
Wajar 

BTL BTL BL 

SMU/K 

SU 

BTL = Belanja Tidak Langsung (mis : hibah, bansos, atau bankeu  ; BL = Belanja Langsung 

Gambar 5.13. Mekanisme Alternatif Pendanaan Pendidikan
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	 Pada prinsipnya pendanaan pendidikan alternatif adalah membakukan 

pola cost sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

Pola ini sesungguhnya telah dipraktekan pada beberapa daerah seperti di 

Provinsi NTB melalui anggara beasiswa miskin, Provinsi DKI Jakarta melalui 

instrumen Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau di Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Provinsi Kalimantan Timur melalui instrumen BOS Daerah. Daerah lain seperti 

Provinsi Riau penyaluran cost sharing melalui instrumen bantuan keuangan 

(bankeu). Semua instrumen yang digunakan oleh pemerintah provinsi terse

but memiliki kesamaan yakni cara penganggaran melalui belanja tidak lang

sung (BTL). Adapun bagi pemerintah kabupaten/kota, karena merupakan 

kewenangannya maka penganggaran program wajib belajar pendidikan 

dasar yang masuk pada kelompok belanja langsung (BL). Gambar 5.13. juga 

memperlihatkan adanya mekanisme pendanaan pendidikan dari pusat ke 

daerah. Pemerintah pusat menyalurkan DAK yang akan menjadi belanja lang

sung dalam APBD kabupaten/kota (digambarkan melalui garis panah dari 

pusat ke kabupaten/kota). Disamping itu, pusat juga menyalurkan BOS yang 

dimasukan ke dalam kas sekolah dan disalurkan melalui belanja tidak lang

sung di APBD provinsi (garis panah putus-putus dari pusat ke provinsi). 

	 Sedangkan upaya dalam jangka panjang, terhadap PP No. 48 Tahun 

2008 pasal 21 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan prinsip money follow 

function, dimana pendanaan pendidikan dasar dilakukan melalui mekanisme 

dana transfer ke daerah.

5.4.3 	 Perbaikan Regulasi Standar Pelayanan Minimal 
(SPM)

Regulasi pembagian urusan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur 

dalam PP No. 38 Tahun 2007 sejatinya telah cukup jelas mengatur perihal 

urusan yang menjadi tanggung jawab antar level pemerintah tersebut. Selain 

urusan yang yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, 34 bidang urusan 

merupakan urusan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dilakukan 

bersama-sama setiap level pemerintahan. Pelaksanaan urusan konkuren oleh 

pemerintah daerah ada yang bersifat urusan wajib (26 bidang urusan) dan 

ada urusan pilihan (8 bidang urusan). Terkait dengan pelaksanaan urusan 

wajib, pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang harus 
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dilaksanakan pemerintah daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan 

bahwa SPM berlaku untuk seluruh penyelenggaran urusan wajib meskipun 

pemenuhannya dilakukan secara bertahap (Pasal 11). Bahkan PP No. 65 

Tahun 2005 Pasal 2 membatasi ruang lingkup pelaksanaan SPM hanya ber

kaitan dengan pelayanan dasar. Sayangnya pada bagian penjelasan pasal 

tersebut sedikit memberikan pengertian apa yang dimaksud pelayanan dasar. 

Menurut penjelasan pasal tersebut, pelayanan dasar adalah pelayanan terkait 

pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan 

pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang urusan, tugas, 

wewenang dan tanggung jawab daerah. 

	 Menarik untuk dicermati bahwa tidak semua peraturan Kementerian/

Lembaga Non-Departmen yang menangani urusan wajib pemerintahan dae

rah menerbitkan SPM untuk setiap level pemerintahan daerah. Ada SPM yang 

hanya mencakup kabupaten/kota saja sebagai pelaksanaanya, namun ada 

juga SPM yang pelaksananya termasuk pemerintah provinsi, misalnya jenis 

pelayanan dasar rumah layak huni dan terjangkau. Dari segi kewenangan, 

semua level pemerintahan memiliki konkurenitas kewenangan namun ketika 

berbicara pemenuhan SPM sebagian besar pemenuhannya dilimpahkan 

menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kondisi inilah yang 

membingungkan bagi kabupaten/kota.

	 Ilustrasi yang lebih konkrit dapat dilihat di SPM Pendidikan. Sesuai Per

mendiknas No. 15 Tahun 2010 dan perubahannya Permendikbud No. 23 

Tahun 2013, pencapaian SPM pendidikan dasar hanya berlaku untuk kabu

paten/kota sedangkan provinsi hanya bertugas untuk melakukan monitoring 

dan evaluasi. Akibatnya pemerintah provinsi kesulitan dalam mengalokasikan 

anggaran pendidikan karena tidak menjadi tanggung jawabanya. Kondisi ini 

bertabrakan dengan kebutuhan pendanaan pendidikan, dimana pada seba

gian besar pemerintah kabupaten/kota merasa beban anggaran dan masalah 

pendidikan terlalu berat apabila mereka pikul sendiri. 
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Tabel 5.10.  
Perbandingan Regulasi SPM Pendidikan

No Jenis Pelayanan
Kondisi

Saat ini Alternatif Perbaikan

1 Pelayanan di tingkat 
Kabupaten/Kota
(14 indikator)

Sepenuhnya tanggung 
jawab kabupaten/kota

Tanggung jawab 
provinsi dan 
kabupaten/kota

2 Pelayanan di tingkat 
Satuan Pendidikan
(13 indikator)

Sepenuhnya tanggung 
jawab kabupaten/
kota (sering dianggap 
tanggung jawab 
sekolah saja)

Tanggung jawab 
kabupaten/kota dan 
sekolah

	 Meskipun dalam Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Dikdas 

di kabupaten/kota, dinyatakan bahwa pencapaian SPM menjadi kewenangan 

kabupaten/kota, namun provinsi dapat membantu pembiayaan melalui 

bantuan keuangan atau hibah yang ditujukan misalnya untuk pemerataan 

pendidikan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut. Bahkan karena kebijak

an dalam perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan non-formal sesuai dengan perencanaan 

strategis pendidikan nasional. 

5.4.4.	 Perbaikan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial

Sesuai regulasi Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian 

hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, hibah adalah pemberian 

uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah dae

rah (Pasal 1). Penganggaran hibah menurut regulasi tersebut bersifat aktif 

dimana usulan hibah disampaikan oleh pihak yang akan menerima hibah. 

Mekanisme pemberian hibah oleh pemerintah bersifat tertutup karena tidak 

ada proses pemberitahuan kepada masyarakat mengenai rencana pemberian 



Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya . . .88

hibah. Maka upaya yang dilakukan adalah perbaikan mekanisme peng

anggaran hibah agar lebih transparan dan akuntabel. Misalnya pemerintah 

daerah membuat pengumuman kepada publik mengenai usulan hibah yang 

akan diajukan untuk dianggarkan melalui APBD. Berdasarkan usulan tersebut, 

pemda melakukan seleksi dan diumumkan secara terbuka proposal mana 

yang disetujui untuk dianggarkan.

	 Adapun bantuan sosial (bansos) menurut regulasi tersebut adalah pem

berian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 

dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung 

oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak 

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan 

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Resiko sosial ada yang dapat diprediksi 

(systematic social risk) dan ada yang tidak dapat diprediksi. Perencanaan dan 

penganggaran bansos ditekankan pada resiko sosial yang dapat diprediksi. 

Karena resiko kedua bersifat tidak dapat diprediksi maka penganggarannya 

berdasarkan diskresi daerah yang besarannya berdasarkan persentase alokasi 

untuk resiko yang dapat diprediksi. Maksud dari diskresi ini untuk memberikan 

keleluasaan variasi atas resiko sosial berdasarkan karakteristik daerah yang 

berbeda-beda. Sebagai contoh bansos dengan resiko sosial dapat diprediksi 

adalah “bantuan kematian”. Besar alokasinya dapat ditentukan berdasarkan 

data histroris tingkat kematian penduduk di wilayah bersangkutan, sedangkan 

alokasi bansos yag tidak dapat diprediksi misalnya ditentukan maksimal 

sebesar 50% dari alokasi bansos yang dapat diprediksi. Disamping itu agar 

lebih transparan dan akuntabel, pemda juga membuat pengumuman ke 

masyarakat untuk rencana penyaluran bansos. Mekanisme penganggaran ini 

disajikan melalui Gambar 5.14.
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PP 8/2006 

PP 3/2007 

• Laporan Keuangan 
• Laporan Kinerja 

• LPPD 
• LKPJ Akhir Tahun 
• LKPJ Akhir Jabatan 
• ILPPD 

Laporan Triwulan 
& Semesteran : 
- DAK 
- Dekon 
- TP 
- Monev APBD 

PP 8/2008 

SIMKEUDA 
(Keuangan) 

SIMREDA 
(Perencanaan) 

INTEGRATED 
SIMDA 

Gambar 5.14. Mekanisme Penganggaran Bantuan Sosial

5.4.5. 	 Perbaikan Mekanisme Pelaporan Pemerintah 
Daerah

Sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, 

tertib, taat pada peraturan perundangan maka pemerintah daerah wajib 

menyusun dan menyajikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut 

untuk disampaikan kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. 

	 Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

maka pengelolaan keuangan daerah wajib dikelola berdasarkan azas-azas 

antara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekono

mis, efektif, bertanggung jawab dan transparan. Sebagai upaya menjamin 

dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip pengelolaan tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

	 Regulasi yang mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara telah ditetapkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimana 

Badan Pemerintah Keuangan (BPK) adalah merupakan eksternal auditor yang 
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diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja 

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk itu, pemerintah daerah 

wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelak

sanaan ketentuan Pasal 55 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perben

daharaan Negara. 

	 Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah 

khususnya menyangkut penatausahaan yang antara lain mencakup 

penyusunan laporan dan pertanggungjawaban perlu menggunakan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 71/2010 

yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasasl 32 ayat (2) UU No. 17 Tahun 

2003 dan Pasal 184 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004.

	 Di samping itu pemerintah daerah juga diwajibkan menyiapkan dan 

menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Peme

rintah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LKPJ), dan Informasi Laporan Pe

nyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (ILPPD) sebagai

mana diatur dalam PP No. 3 Tahun 2007 yang merupakan aturan pelaksanaan 

dari Pasal 27 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004. Disamping itu, berdasarkan PP 

No. 8 Tahun 2008, pemerintah daerah juga memiliki keharusan menyampaikan 

laporan monitoring dan evaluasi triwulan dan semesteran atas pelaksanaan 

APBD, realisasi DAK, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

	 Setelah melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pelaporan 

pemerintah daerah sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan 

hasil konfirmasi melalui FGD yang dilakukan di sejumlah daerah sampel da

lam kajian ini, maka perbaikan regulasi yang terkait dengan pelaporan peme

rintah daerah adalah perlunya penyederhanaan laporan pemerintah daerah 

yang dapat memenuhi semua kebutuhan pemeriksanaan baik laporan ke

uangan, laporan kinerja maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Solusi ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Peren

canaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) dan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (SIMKEUDA) yang saat ini masih berjalan secara terpisah seperti 

terlihat pada Gambar 5.15. 
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Gambar 5.15. Integrasi Pelaporan Pemda pada Satu Sistem Informasi

	 Diperlukan adanya re-klasifikasi kelompok dan jenis belanja daerah serta 

perlunya sinkronisasi pengelompokan kelompok dan jenis belanja untuk ke

pentingan perencanaan dan kelompok dan jenis belanja untuk kepentingan 

pemeriksaan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada regulasi tentang standar 

akuntansi pemerintah untuk mengatur tentang standar pemeriksaan terkait 

pelaporan dan pertanggungjawaban dengan Permendagri No. 13 Tahun 

2006 dan perubahannya yang mengatur tentang perencanaan dan pengang

garan keuangan daerah.

	 Hal lain yang pada dasarnya kemungkinan terkait dengan masalah im

plementasi adalah adanya regulasi tentang batas waktu penyampaian lapor

an pemeriksaan dari BPK kepada DPRD yang ditentukan paling lambat 2 

bulan. Dimana dalam praktek batas waktu ini sering dilanggar dan menjadi 

alasan keterlambatan proses-proses selanjutnya, terutama dalam pembahasan 

APBD perubahan.

5.5.	 Rangkuman Hasil FGD dan Pembahasan

Evaluasi peserta FGD terhadap atribut belanja berkualitas, diperoleh hasil 

bahwa sebanyak 6,98% peserta FGD menganggap pemda tidak disiplin 
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terhadap prioritas. Ketidakdisiplinan ini terutama karena gangguan faktor 

politik dalam pembahasan anggaran. Terhadap atribut ketepatan alokasi, 

34,88% responden menyatakan sulit memenuhi alokasi belanja pegawai 

dibawah 50%, mengingat masih besarnya jumlah pegawai daerah terutama 

guru. Terdapat 11,25% responden berpendapat bahwa alokasi subsidi, hibah 

dan bansos belum tepat sasaran karena banyak dikaitkan dengan kepentingan 

elit politik baik di eksekutif maupun legislatif, dan 32,56% berpendapat 

bahwa alokasi belanja modal tidak dapat ditingkatkan mengingat kondisi 

dan prioritas daerah berbeda-beda. Pada atribut ketepatan waktu, 15,11% 

responden berpendapat daerah tidak tepat waktu dalam penetapan APBD, 

16,28% tidak tepat waktu dalam realisasi belanja, dan 9,31% dalam realisasi 

pendapatan. Masalah ketidaktepatan waktu ini erat kaitannya dengan 

lamanya proses pembahasan anggaran, juklak/juknis yang terlambat atau 

sering berubah dan keterlambatan informasi tentang pendapatan daerah. 

Pada atribut transparansi dan akuntabilitas, 10,47% responden berpendapat 

bahwa belanja di daerahnya belum berkualitas jika dinilai berdasarkan opini 

BPK, 9,52% masih meragukan aspek pertanggungjawaban, dan 6,98% 

menganggap informasi anggaran tidak dapat diakses publik. Sedangkan dari 

atribut efektivitas dan transparansi anggaran, hanya 3,57% dan 4,82% 

menganggap belanja belum dilakukan secara ekonomis/efisien dan efektif. 

Meskipun begitu, tidak berarti belanja daerah telah efektif dan efisien. Ter

ungkap banyak kasus seperti “pasar keliru” dan “jembatan Abunawas” yang 

menunjukkan fakta sebaliknya. 

	 Adapun evaluasi terhadap regulasi PKD khususnya dalam aspek peren

canaan anggaran, terungkap banyak masalah yang disampaikan peserta 

yang menyebabkan belanja daerah tidak berkualitas. masalah-masalah 

regulasi tersebut dikelompokkan menjadi lima tema masalah: 1) Dokumen 

perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS dan APBD); 2) Hibah dan 

bantuan sosial; 3) Pembagian urusan (kewenangan) dengan regulasi penca

paian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 4) Pendanaan pendidikan, dan 5) 

Pelaporan pemerintah daerah.

	 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan belanja berkualitas 

adalah 1) perbaikan mekanisme pembahasan dokumen perencanaan dan 

penganggaran agar menjadi lebih sederhana namun dapat menjaga konsis
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tensi perencanaan prioritas daerah; 2) perbaikan regulasi SPM agar sesuai 

dengan pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota; 3) perbaikan regulasi pendanaan pendidikan 

agar dapat dilakukan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah 

sehingga mengatasi masalah juklak/juknis yang setiap tahun selalu terlambat; 

4) mekanisme perencanaan dan penganggaran hibah dan bansos yang lebih 

transparan dan akuntabel; 5) Perbaikan regulasi pelaporan pemerintah 

daerah agar lebih sederhana dan dapat digunakan berbagai pihak (instansi 

pusat dan daerah) dan sekaligus dapat memberikan umpan balik dalam 

mewujudkan belanja berkualitas.
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Penutup

6.1.	 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab IV dan V, dapat disimpulkan sebagai 

berikut.

1.	 Belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prio

ritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, 

tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2.	 Regulasi yang menghambat terwujudnya belanja berkualitas daerah 

adalah: 

a.	 Regulasi mengenai mekanisme dokumen perencanaan dan peng

anggaran yaitu PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 34 dan 35 yang dija

barkan dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 83, 87 dan 88, menyebabkan mekanisme 

pembahasan APBD menjadi panjang dan pemda sulit menjaga 

konsistensi rencana prioritas daerah, pengelolaan keuangan men

jadi tidak tepat waktu baik dalam penetapan APBD, realisasi penda

patan maupun realisasi belanja. Masalah regulasi ini juga menggang

gu ketepatan alokasi belanja.

6
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b.	 Regulasi pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota yaitu PP No. 38 Tahun 2007 Lampiran A. Pem

bagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tidak sinkron 

dengan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 4 dan PP 

No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 21. Masa

lah ketidaksinkronan ini menyebabkan belanja daerah tidak dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif sesuai ketepatan alokasi dan 

prioritas pendidikan.

c.	 Regulasi SPM Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendiknas 

No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/

Kota Juncto Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Pasal 2, Permendiknas 

ini tidak sinkron dengan PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Belajar dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 

Masalah regulasi ini menganggu displin prioritas belanja, ketepatan 

alokasi serta tidak efisien dan efektifnya belanja daerah.

d.	 Regulasi tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari APBD yakni Permendagri No. 32 Tahun 2011 

Pasal 1 poin 14,15 dan 16; Penganggaran hibah: Pasal 8, 9, 10 dan 

11; dan Penganggaran Bansos: Pasal 27, 28, 29 dan 30, menyebabkan 

penganggaran hibah dan bansos mudah disalahgunakan (tidak 

tepat alokasi) dan belanja daerah menjadi tidak akuntabel dan 

tidak transparan.

e.	 Belum adanya regulasi yang mengintegrasikan sistem pelaporan 

pemerintah daerah yang mengganggu akuntabilitas dan transpa

ransi belanja.

3.	 Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan belanja berkualitas 

adalah: 

a.	 Perbaikan mekanisme pembahasan dokumen perencanaan dan 

penganggaran agar menjadi lebih sederhana namun dapat menjaga 

konsistensi perencanaan prioritas belanja daerah; 

b.	 Perbaikan regulasi SPM agar sesuai dengan pembagian urusan an

tara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota; 
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c.	 Perbaikan regulasi pendanaan pendidikan agar dapat dilakukan da

lam kerangka pengeluaran jangka menengah sehingga mengatasi 

masalah juklak/juknis yang setiap tahun selalu terlambat; 

d.	 Mekanisme perencanaan dan penganggaran hibah dan bansos 

yang lebih ketat, transparan dan akuntabel; 

e.	 Perbaikan regulasi pelaporan pemerintah daerah agar lebih seder

hana dan dapat digunakan berbagai pihak (instansi pusat dan dae

rah) dan sekaligus dapat memberikan umpan balik dalam mewujud

kan belanja berkualitas.

6.2.	 Saran

Saran perbaikan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

1.	 Perlu perubahan konsep pembinaan pengelolaan keuangan daerah dari 

penekanan aspek hilir (opini BPK) ke aspek hulu (disiplin prioritas daerah) 

sebagai konsekuensi dari definisi belanja berkualitas.

2.	 Regulasi yang perlu segera disempurnakan antara lain:

•	 Regulasi penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran menjadi 

dua tahap, tahap pertama pembahasan di tingkat pemerintah dae

rah (penyusunan RKA-SKPD langsung setelah penetapan RKPD) dan 

tahap kedua pembahasan di tingkat DPRD (pembahasan KUA, PPAS 

dan RAPBD).

•	 Regulasi SPM (Khususnya SPM Pendidikan Dasar) agar ada pemba

gian tanggung jawab yang adil antara pemerintah daerah provinsi 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

•	 Regulasi hibah dan bansos agar lebih ketat, transparan dan akun

tabel.

•	 Disamping itu, perlu dilakukan penyamaan persepsi mengenai kon

sekuensi regulasi pembagian urusan dengan regulasi sektoral yang 

terkait. Misalnya regulasi pembagian urusan (PP No. 38 Tahun 

2007) dengan regulasi pendaan pendidikan (PP No. 48 Tahun 2008). 

Pentingnya penataan sistem pelaporan pemda, disarankan agar 

ada regulasi yang mengatur mengenai pengintegrasian sistem pe

laporan pemda.
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3.	 Atas upaya yang dirumuskan dalam penelitian ini, diharapkan pemerintah 

dapat menyusun langkah-langkah operasional berdasarkan skala prio

ritas pemerintah. 
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Lampiran

Lampiran-1:	 Identifikasi dan Klasifikasi Permasalahan 
Regulasi PKD Berdasarkan Hasil 
Notulensi FGD

NO ASPEK PERMASALAHAN REGULASI LOKASI FGD

1 ATRIBUT BELANJA BERKUALITAS 

Tidak memasukan •	
indikator outcomes/
kemanfaatan belanja

PP No. 58 
Tahun 2005

Lombok 
Timur, Bangka 
Belitung, 
Kaltim.

besarnya jumlah •	
pegawai sehingga 
alokasi belanja pegawai 
besar

PP No. 58 
Tahun 2005

Lombok Timur, 
Pekanbaru. 

Kesulitan bila •	
menyamaratakan 
kriteria belanja 
berkualitas untuk 
semua daerah karena 
perbedaan prioritas.

PP No. 58 
Tahun 2005

Bangka 
Belitung.
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2 JABATAN PKD

Struktura)	 Tidak ada ketegasan •	
mengenai organisasi 
terkait PKD masih 
terpisah karena tidak 
ada ketegasan dari 
aspek regulasi.

PP No. 58 
Tahun 2005 
Jo PP No. 41 
Tahun 2007

Pekanbaru.

Tupoksib)	 Kerancuan tupoksi •	
Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan (PPTK) 
dan Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK). 

Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 vs 
Perpres No. 54 
Tahun 2010

Pekanbaru, 
Kaltim.

Fungsi gubernur •	
sebagai wakil 
pemerintah pusat di 
daerah tidak sejalan 
dengan fungsi PKD 
(tidak simetris antara 
apa yang dikontrol 
oleh gubernur dengan 
kementerian)

PP No. 58 
Tahun 2005 
vs PP No. 19 
Tahun 2010 
(Kewenangan 
Gubernur)

Makassar.

Jenisc)	 PPK dalam Permendagri •	
No. 13 Tahun 2006 
dengan PPK dalam 
Perpres 70/2012 
menimbulkan 
penafsiran beragam 

Permen•	
dagri No. 
13 Tahun 
2006 Pasal 
13(1) dan
Perpres •	
No. 70 
Tahun 
2012 Pasal 
11

Badung,

Jabatan PPKD terlalu •	
banyak.

PP No. •	
58 Tahun 
2005 
Permen•	
dagri No. 
13 Tahun 
2006 

Bangka 
Belitung

Mekanisme d)	
Kerja

Tidak ada regulasi yang •	
mengatur hubungan 
kerja PPK provinsi dan 
Kab/Kota

PP No. 58 
Tahun 2005 

Makassar

Kapasitas e)	
SDM

Tidak ada ketentuan •	
mengenai kode etik dan 
sanksi PKD

PP No. 58 
Tahun 2005

Makassar,
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4 STRUKTUR APBD

Umuma)	 Ada ketidaksinkronan •	
antara ketentuan 
penyusunan APBD 
(Regulasi PKD) dengan 
ketentuan pelaporan 
APBD (Regulasi SAP) 
sehingga daerah 
melakukan reklasifikasi 
rekening belanja.

PP No. 58 
Tahun 2005 vs 
 PP No. 71 
Tahun 2010

Lombok 
Timur, Bangka 
Belitung,
Pekanbaru, 
Kaltim, DIY,

Pedoman penyusunan •	
APBD sebaiknya tidak 
berubah setiap tahun 
dan tidak multi tafsir

PP No. 58 
Tahun 2005 vs 
 PP No. 71 
Tahun 2010

Badung

Tidak sinkron antara •	
ketentuan mengenai 
penyusunan Rencana 
Pendapatan dan 
Anggaran Sekolah 
(RAPBS) dengan 
ketentuan penyusunan 
APBD.

Permendiknas 
No. 19 Tahun 
2007 VS 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

DIY,

Sulit membedakan •	
belanja publik dan 
belanja aparatur, 
sementara banyak 
permintaan 
informasi mengenai 
pengelompokan belanja 
tersebut.

Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006

DIY,

Pendapatanb)	 Belum adanya regulasi •	
agar hasil pajak provinsi 
ke kabupaten/kota lebih 
transparan. 

UU No. 33 
Tahun 2004 
dan UU No. 28 
Tahun 2009 
(PDRD)

Lombok Timur, 
Pekanbaru, 

Bagi hasil PHR ke •	
kelurahan yang 
tidak diatur dalam 
Permendagri 13 
padahal ada kebutuhan 
dilapangan

Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

Badung

Pengelolaan aset •	
agar optimal, namun 
kesulitan untuk 
menjual aset yang 
tidak bermanfaat dan 
membebani anggaran 
karena terbentur 
regulasi

Badung,
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Belum ada petunjuk •	
teknis pengelolaan 
pendapatan terkait 
dengan PBB-P2 dan 
status piutang PBB-P2 
yang diserahkan ke 
daerah

UU No. 28 
Tahun 2009 
(PDRD)

Pekanbaru, 
Makassar

Masih terdapat •	
ketidakserasian regulasi 
pemerintah daerah 
dengan regulasi sektoral 
menyebabkan daerah 
sulit mengelola potensi 
pendapatannya

UU No. 32 
Tahun 2004 
dengan UU No. 
26 Tahun 2007 
(penataan 
ruang), UU No. 
27 Tahun 2007 
(pesisir dan 
laut), UU No. 
38 Tahun 2004 
(jalan)

Makassar

Belanjac)	 Ketentuan alokasi BOS:•	
20% untuk belanja -	
pegawai tidak 
dapat memenuhi 
kebutuhan sekolah 
Kekurangan alokasi -	
BOS untuk SD, SMP, 
SMA/SMK

Permendiknas 
No. 76 Tahun 
2012

Lombok Timur, 
Badung, 
Bangka 
Belitung, 
Pekanbaru,
Kaltim, DIY, 
Makassar

Ketentuan mengenai •	
struktur APBD terkait 
proporsi langsung-tidak 
langsung dan belanja 
modal tidak memadai 

Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

Lombok Timur, 
DIY

Anggaran tunjangan •	
profesi guru (sertifikasi) 
dimasukkan dalam 
APBD akan menambah 
porsi belanja pegawai 

Lombok Timur

Penempatan PNPM di •	
kelompok belanja tidak 
langsung 

Permendagri 
No. 37 Tahun 
2012 Jo PMK 
No. 168/
PMK.07/2009

Lombok Timur

Aturan pengelompokan •	
belanja yang kurang 
jelas pada belanja 
modal dan belanja 
barang/jasa 

Pasal 50, 51, 
52, 53 dan 54 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

Badung, 
Kaltim,
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Alokasi belanja modal •	
cenderung menurun 
karena kondisi 
infarstruktur yang 
sudah baik, padahal 
Permendagri 37 
menyebutkan alokasi 
belanja modal minimal 
30%

Permendagri 
No. 37 Tahun 
2012

Badung,

Diknas sulit •	
menghabiskan 
anggaran sehingga 
kecenderungan alokasi 
pendidikan menurun 
kurang dari 20% karena 
kondisi infrastruktur 
pendidikan telah baik

Permendiknas 
No. 76 Tahun 
2012

Badung

Perlu ada regulasi yang •	
mengarahkan SiLPA 
untuk belanja modal 
atau investasi.

Bangka 
Belitung

Alokasi belanja •	
berdasarkan aspirasi 
DPRD namun 
berbenturan dengan 
kewenangan/urusan

PP No. 38 
Tahun 2007 
vs PP No. 58 
Tahun 2005

Bangka 
Belitung, Riau, 
Kaltim, DIY

Masalah belanja bansos •	
dan hibah:

penempatan di -	
belanja tidak 
langsung pada 
kenyataannya 
terkait langsung 
dengan kegiatan 
pemda dan 
dirasakan langsung 
oleh masyarakat 
tidak ada -	
pembatasan besar 
alokasi sehingga 
digunakan utk 
menampung 
aspirasi DPRD

Permendagri 
No. 32 Tahun 
2011 Jo 
Permendagri 
No. 39 Tahun 
2012

Pekanbaru, 
Riau, Kaltim, 
DIY

Pedoman belanja •	
dalam Permendagri 
ttg penyusunan APBD 
belum sinergis dgn 
ketentuan juklak/juknis 
dari K/L

Permendagri 
VS Peraturan 
Menteri Teknis

Makassar
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5 PENYUSUNAN RENCANA KEUANGAN DAERAH

RKPDa)	 Ketidakjelasan •	
kewenangan/urusan 
konkruen menyebabkan 
pusat-daerah saling 
melempar tanggung 
jawab.

PP No. 38 
Tahun 2007

Badung, Riau

Masalah terkait •	
kesulitan data t-1 untuk 
penyusunan RKPD dan 
ketentuan mengenai 
penetapan RKPD 
kab/kota menunggu 
pentetapan RKPD 
provinsi. 

Permendagri 
No. 54 Tahun 
2010 Pasal 
107(2) dan 
129(2)

Badung,

Kesenjangan antara •	
rencana kegiatan 
RKPD dengan KUA-
PPAS terkait dengan 
ketersediaan anggaran, 
padahal pemeriksa BPK 
melakukan audit dari 
perencanaan anggaran 
(RKPD)

Permendagri 
No. 54 Tahun 
2010

Bangka 
Belitung,

KUA-PPASb)	 Mekanisme •	
pembahasan KUA-
PPAS di DPRD terlalu 
teknis padahal KUA-
PPAS seharusnya 
bersifat umum yang 
menggambarkan midle 
term expenditure.

PP No. 58 
Tahun 2005, 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 dan 
perubahannya

Makassar,

RKA-SKPDc)	 Juknis DBHCHT berbeda •	
dengan kebutuhan 
masyarakat 

PMK No. 06/
PMK.07/2012

Lombok Timur

Belum semua kegiatan •	
memiliki ASB (Analisis 
Standar Belanja) 
sehingga menghambat 
kelancaran penyusunan/
penyelesaian RKA-
SKPD karena terdapat 
kesulitan dalam menilai 
kewajaran belanja

Pasal 89 Ayat 
2 Permendagri 
No. 59 Tahun 
2007

Badung,
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Ada program/kegiatan •	
yang penting bagi 
daerah namun tidak 
ada dalam daftar nama 
program/kegiatan 
dalam Permendagri No. 
13 Tahun 2006 

Lampiran 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

Bangka 
Belitung, 
Pekanbaru, 
Riau,

Nama program/kegiatan •	
TP/Dekon yang berbeda 
dengan nama program 
kegiatan dalam 
Permendagri No. 13 
Tahun 2006 

Lampiran 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

Bangka 
Belitung,

Standar harga satuan •	
untuk bangunan di BOS 
tidak sesuai dengan 
harga lokal

Permendiknas 
No. 12 Tahun 
2006

Pekanbaru, 
Kaltim, DIY

6 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Penyiapan a)	
Raperda 
APBD

Karena tidak ada •	
ketentuan yang 
mengatur, seringkali 
penetapan APBD 
provinsi setelah 
penetapan APBD 
kabupaten/kota.

Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

DIY,

Pedoman penyusunan •	
APBD belum mengatur 
bagaimana belanja 
sektoral di daerah 
sehingga harus 
menunggu juknis dan 
K/L.

Permendagri 
VS Permen 
Teknis

Makassar,

Pembahasb)	
an Raperda 
APBD

Kewenangan DPRD •	
yang terlalu besar 
dalam pembahasan dan 
penetapan anggaran 

UU No. 32 
Tahun 2004 
vs UU No. 27 
Tahun 2009 
(MD3/Susduk)

Riau,

Waktu penetapan APBD •	
sering terganggu oleh 
agenda politik

Makassar

Mekanisme •	
pembahasan APBD dan 
perubahan APBD di 
DPRD terlalu panjang

UU No. 32 
Tahun 2004 
vs UU No. 27 
Tahun 2009 
(MD3/Susduk)

Makassar



LAMPIRAN 107

DPRD menolak •	
perubahan belanja 
melalui SK Parsial 
sehingga mekanisme 
pembahasan perubahan 
belanja akibat 
perubahan juknis amat 
panjang, menguras 
waktu, pikiran, tenaga 
yang menyebabkan 
pelaksanaan APBD 
terlambat

UU No. 32 
Tahun 2004, PP 
No. 58 Tahun 
2005 dan 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 vs UU 
No. 27 Tahun 
2009 (MD3/
Susduk)

Makassar

Evaluasi c)	
Raperda 
APBD

Evaluasi APBD terjadi •	
polemik proporsi 
belanja langsung dan 
tidak langsung yg selalu 
terjadi. 

Lombok Timur

Evaluasi Kemendagri •	
yang membatalkan 
alokasi belanja 
pendidikan karena 
dianggap diluar 
kewenangan provinsi 
padahal diusulkan oleh 
anggota Dewan

PP No. 38 
Tahun 2007
Vs
PP No. 58 
Tahun 2005

Riau,

7 ASPEK LAINNYA

Pelaksanaa)	
an APBD

Juklak/Juknis DAK •	
yang terlambat dan 
atau mengalami revisi 
menjadi kendala 
pelaksanaan. 

Peraturan 
Menteri Teknis

Lombok Timur, 
Pekanbaru, 
Riau, DIY,

Ada konflik norma •	
antara regulasi PKD 
dengan regulasi 
pengadaan barang/jasa 
pemerintah.

Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 vs
Perpres No. 70 
tahun 2012

Badung,

Ketidaksinkronan antara •	
UU dan PP ttg Sisdiknas 
dengan Permendiknas 
mengenai boleh 
tidaknya memberikan 
hibah ke sekolah negeri.

UU 29 Pasal 
49; PP No. 48 
Tahun 2008 
Pasal 43
Permendiknas

Badung

Setiap tahun ada •	
masalah PMK dana 
sertifikasi guru sehingga 
Pemda harus melakukan 
hutang untuk 
membayarkannya.

Badung
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Tidak ada ketentuan •	
mengenai penyiapan 
dokumen pelaksanaan 
APBD. Sehingga 
meskipun APBD tepat 
waktu ditetapkan, 
namun realisasi 
anggaran terhambat 
karena lambatnya 
pengesahan DPA, SK-
PPTK, dll.

PP No. 58 
Tahun 2005 Jo 
Permendagri 
No. 13 Tahun 
2006 

Riau, Kaltim, 
DIY,

Setelah penetapan •	
anggaran, terlambat 
diterbitkan dasar 
hukum terkait 
penerimaan daerah 
(Misalnya, terlambat 
Pergub bagi hasil pajak 
daerah atau PMK dana 
transfer) sehingga 
diusulkan penetapan 
anggaran secara 
berjenjang.

Permenkeu, 
Pergub, dll

Kaltim,

Penatausab)	
haan APBD

Pencatatan nilai aset •	
dari belanja modal 
yang masih simpang 
siur antara regulasi PKD 
dengan SAP

PP No. 58 
Tahun 2005 vs 
 PP No. 71 
Tahun 2010

Bangka 
Belitung

Pelaporan c)	
APBD

Tidak ada regulasi ttg •	
batas waktu keluar hasil 
pemeriksaan laporan 
keuangan daerah dari 
BPK.

Kaltim, 
Makassar

Laporan terkait •	
pelaksanaan APBD dan 
capaian pembangunan 
daerah terlalu banyak 
dan tidak efektif dan 
efisien.

Makassar,

Pembinaan d)	
dan Penga
wasan 
APBD

Tidak ada kejelasan •	
reward dan punishment 
untuk SKPD berdasarkan 
laporan keuangannya

Pekanbaru,

Banyak regulasi PKD •	
yang belum sempat 
tersosialisasi dengan 
baik sehingga menjadi 
temuan pemeriksa.

Kaltim,
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Kebijakan e)	
Dana 
Transfer

Formulasi DAU tidak •	
memberi insentif bagi 
daerah seperti Kasus 
Kab. Badung.

UU No. 33 
Tahun 2004

Badung

Anggaran DIPA-APBN •	
(DAK-Pendidikan) tidak 
dapat dilaksanakan 
karena ada tanda 
bintang sehingga 
terlambat direalisasi.

DIY,

Keterlambatan transfer •	
tunjangan sertifikasi 
guru.

Kaltim, 
Makassar

Realisasi BOS Nasional •	
diharapkan pada awal 
bulan

Kaltim

Pelaksanaan APBD •	
(realisasi belanja) 
terutama DAK 
terhambat juknis 
Kementerian teknis 
yang belum keluar

Makassar

Penyerapan DAK •	
pendidikan karena 
seringnya perubahan 
juknis (Juknis DAK 
Pendidikan TA 2013 
telah 3 kali mengalami 
revisi (Februari, April 
dan Juni)

Makassar

Lampiran-2: 	 Tema dan Uraian Regulasi yang 
Bermasalah dan Mempengaruhi Belanja 
Berkualitas 

No Tema Masalah 
Regulasi Uraian Regulasi Bermasalah

1 Regulasi terkait 
dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran  
(RKPD, KUA-PPAS 
dan APBD). 

PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Bagian Kedua Kebijakan Umum APBD
Pasal 34

Kepala daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud (1)	
dalam Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan 
umum APBD.
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Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (2)	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri setiap tahun.

Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum (3)	
APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPED kepada 
DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun 
anggaran berjalan.

Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas (4)	
kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan 
pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
Pasal 35

 (1)	Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah 
disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas 
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang 
disampaikan oleh kepala daerah.

 (2)	Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 
sebelumnya.

(3)	 Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:

menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan a.	
urusan pilihan;
menentukan urutan program dalam masing-masing b.	
urusan;
menyusun plafon anggaran sementara untuk masingc.	
masing program.

Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran (4)	
sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama 
kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota 
kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala 
daerah dan pimpinan DPRD.

Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana (5)	
dimaksud pada ayat (4) menerbitkan pedoman 
penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD 
menyusun RKA-SKPD.

Permendagri No 59 Tahun 2007 ttg Perubahan Permendagri 
No. 13 Tahun 2006
Pasal 83

Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 
berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang 
ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
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Pasal 87 

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana (1)	
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala 
daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan 
Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam 
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran 
berikutnya.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)	
dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas (3)	
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya 
disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir 
bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 88 

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke 
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama 
antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu 
bersamaan.

2 Regulasi terkait 
pembagian 
urusan 
(kewenangan) 
dengan regulasi 
program 
wajib belajar 
dan regulasi 
pendanaan 
pendidikan.

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara 
Pemerintah dengan Pemprov dan Pemkab/kota

Lampiran A. Matrik Pembagian Urusan Pendidikan

1.	 Pembiayaan (resume)
a.	 Pemerintah menyediakan bantuan pembiayaan untuk 

tk perguruan tinggi.
b.	 Provinsi menyediakan bantuan pembiayaan untuk RSBI.
c.	 Kabupate/Kota menyediakan bantuan pendidikan untuk 

PAUD, SD, SMP, SMU/K, & pendidikan nonformal.

PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pasal 4
Program wajar diselenggarakan pemerintah, Pemda atau 
masyarakat

PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Pasal 21

1)	 Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 
dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

2)	 Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan 
dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal 
maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran 
pemerintah daerah.
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3 Regulasi SPM 
Pendidikan 
dengan regulasi 
wajib belajar 
dan regulasi 
pendanaan 
pendidikan.

Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan 
Dasar di Kab/Kota Jo Permendikbud No. 23 Tahun 2013 
Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM (1)	
pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana (2)	
dimaksud pada ayat (1) meliputi .... (14 SPM Kab/Kota dan 
13 SPM satuan pendidikan).

4 Regulasi terkait 
hibah dan 
bantuan sosial. 

Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari 
APBD

Pasal 1 Poin.

14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah 
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan 
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan 
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah 
daerah.

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/
barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak 
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang 
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Penganggaran Hibah

Pasal 8

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan (1)	
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat 
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala 
daerah.

Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan (2)	
evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3)	
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 
kepala daerah melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi (4)	
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD (1)	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) 
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam 
rancangan KUA dan PPAS.
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Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud (2)	
pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, 
barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.(1)	

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-(2)	
SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada (3)	
ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah 
dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja (1)	
tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian 
obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam (2)	
kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam 
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 
belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang 
dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan 
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak 
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	
(1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran 
hibah.

Penganggaran Bansos 

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan (1)	
tertulis kepada kepala daerah.

Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan (2)	
evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3)	
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 
kepala daerah melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi (4)	
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD (1)	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat 
(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan 
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud (2)	
pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa 
uang dan/atau barang.

Pasal 29

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-(1)	
PPKD.
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Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-(2)	
SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada (3)	
ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan 
sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam (1)	
Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja 
tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan 
rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud (2)	
dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok 
belanja langsung yang diformulasikan kedalam program 
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang 
dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan 
yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, 
dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan 
diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada (3)	
ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan 
besaran bantuan sosial.

5 Regulasi 
terkait Laporan 
Pemerintah 
Daerah

Ada 2 regulasi yang mengatur Laporan Pemda:
PP 8/2006 ttg Pelapoan Keuangan dan Kinerja 1)	
PP 3/2007 ttg LPPD, LKPJ dan ILPPD2)	
PP 8/2008: Laporan monev (trwulan dan semesteran)3)	

Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 2
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, 
setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan:
a.   Laporan Keuangan; dan
b.   Laporan Kinerja.

PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Pasal 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 8.	
Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan 
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 
1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh 
kepala daerah kepada Pemerintah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 9.	
kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan 
yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa 
jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
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Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10.	
adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.

PP No. 8 Tahun 2008: Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah

Pasal 45
(4). Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk 
laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.


